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ABSTRAK
Nama : Ivone Nurul Fuadah,S.H
NPM : 0706177620
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan

Tunduk Ke Burgelijke Wetboek/Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Pada Perkawinan Beda Agama(Oleh
Calon Suami Muslim) di Indonesia

Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa
perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya
dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya
sah, UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada terjadi
perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda agama diatur
dengan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, St.
1898 No. 158) selanjutnya disingkat GHR dan Ordonansi Perkawinan Orang-orang
Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-
Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74) atau disingkat HOCI.
Perkawinan beda agama dengan cara penundukan diri pada aturan hukum pihak
perempuan. Penundukan diri pada hukum perempuan ini dibuat dengan suatu akta
otentik. Akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868
KUHPerdata, Yang dimaksud dengan pejabat umum dalam pasal tersebut adalah
notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta.
Hal ini diatur dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat 1 UUJN. Metode penelitian yang
dipakai adalah kepustakaan penelitian hukum (legal research) yang bersifat yuridis
normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dan analisis data dengan pendekatan
kualitatif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana perkawinan
beda agama yang terjadi di Indonesia dikaitkan dengan pembuatan akta pernyataan
tunduk ke KUHperdata pada perkawinan beda agama dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan perkawinan beda agama tersebut. Hasil penelitian
temyata perkawinan beda agama terjadi dan dimungkinkan dilakukan mengacu pada
aturan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 66 UUP, Pasal 35 huruf a berserta
penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan
yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Akta Pernyataan Tunduk Ke KUHPerdata,
UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
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ABSTRACT

Name : Ivone Nurul Fuadah,S.H

NPM : 0706177620

Study Programme : Magister of Notary

Title ¢ Authority Notary Certificate In Make Statement subject

to the Burgelijke Wetboek, On Marriage Different
Religion (By Candidate's Husband Moslem) in Indonesia

The problem is the difference between religious marriage is not much appear
before the introduction of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (hereinafter
abbreviated UUP). After UUP which states that marriage is considered legitimate
when carried out according to legal procedure religious of each. According to the
valid state when the legitimate religion. UUP does not set the different religious
marriage. In fact, there occurred the marriage is religious. Before the introduction of
UUP religious marriage is regulated by intermarriage (Regeling op de Gemengde
Huwelijken St. No. 1898. 158) and then truncated GHR ordinance Perkawinan The
Indonesian Christians in Java, Minahasa and Ambon (Huwelijksordonnantie
Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. No. 1933. 74) or abbreviated
HOCI. Marriage is religious in a way bending the rules of law on women. Bending
the law on women is made with an authentic letter. Authentic letter must meet the
conditions stipulated in article 1868 KUHPerdata. The definition of public official in
the notary clause. Notary is a public official who has the authority to make of
authentic letter. Notary is a public official who has the authority to make of authentic
letter. This is stipulated in Article 1 juncto Article 15 paragraph 1 UUJN. Research
method used is literature study law (legal research) of juridical normative, a
descriptive analytical, and data analysis with a qualitative approach. The purpose of
writing is to know the extent to which marriage is a religious place in Indonesia is
associated with the making of a statement of authentic letter to KUHperdata on the
subject of marriage is religious and regulations related to marriage are different
religions. Results of research that religious marriage is going on and made possible to
the rules Switching Rules Article I of the 1945 Constitution, Article 66 UUP, Article
35 letter a with explanation of Law No. 23 Year 2006 about administration of
residence and jurisprudence of MA No. 1400 K/Pdv/1986.

Keywords: On Marriage Different Religion Certificate subject to KUHPerdata
statement, Law. No. 23 of 2006 about administration of residence
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan dan beraneka ragam
suku bangsa begitu pula agama yang dianut oleh suku bangsa berbeda-beda.
Meskipun beraneka ragam suku bangsa dan agama tetapi rakyat Indonesia tetap
satu, hal ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika,

Beraneka ragamnya rakyat dan penduduk Indonesia berakibat terhadap
aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia beraneka ragam pula, salah satunya
pengaturan pernikahan atau perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum
Indonesia seperti yang diatur di dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 adalah sah menurut agama maka sah menurut negara. Apabila agama
calon suami dan calon isteri sama itu tidak bermasalah, bagaimana apabila agama
calon suami dan calon isteri berbeda?

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan perempuan sebagai
suami-isteri untuk membentuk sebuah keluarga yang lahir dari perasaan cinta
yang tulus antara pria dan perempuan yang tidak memandang harta, status sosial,
suku bangsa bahkan agama. Adanya rakyat Indonesia yang beraneka ragam baik
suku bangsa dan agama dan perasaan cinta yang timbul antara seorang pria dan
perempuan tidak memandang perbedaan tersebut maka dapat terjadi perkawinan
beda suku bangsa, beda status sosial bahkan beda agama.

Pada dasarnya perbedaan suku bangsa dan perbedaan status sosial tetapi
agamanya sama tidak menimbulkan konfilk yang terlalu rumit tidak seperti
perkawinan beda agama. Hukum di Indonesia menganut perkawinan itu sah dan
diakui oleh negara apabila dilangsungkan berdasarkan agama yang dianutnya.
Permasalahan perkawinan beda agama akan timbul karena antara pria dan
perempuan berbeda agama maka perkawinan tersebut akan dilangsungkan
menurut agama siapa dan hal ini akan menimbulkan polemik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berlaku bagi

seluruh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang
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Nomor 1 tahun 1974 segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan diatur
dalam Undang-undang ini dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (St. 1933 No.74),
Peraturan Perkawinan Campuran (St.1898 No.158) dan peraturan-peraturan
lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-
undang No.1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan Aturan Peralihan
Pasal I Undang-undang Dasar 1945' : “Segala peraturan perundang-undangan
yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini”.

Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang
Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan campuran, yaitu perkawinan
beda kewarganegaraan, dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal tersebut tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama antara warga
Indonesia. Oleh karena itu yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen di
Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java,
Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74) atau disingkat HOCI dan Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, St. 1898 No. 158)
atau disingkat GHR berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 masih dapat
diberlakukan sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, penentuan boleh tidaknya
perkawinan tergantung pada ketentuan agama, berarti apabila hukum agama
menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum
Negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya
tergantung pada ketentuan agama.

Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah
(keyakinan) dan hukum agama yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berart;
menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat
dan tata cara pelaksanaan perkawinan, sesuai dengan hukum agamanya masing-

masing.

! Undang-Undang Dasar 1945, yang dipadukan dengan perubahan I, 11, IlI, [v.
hup:/fwww.taspen.com/files/humas/UUD%201945.pdf
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Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda
agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan
tegas menyatakan bahwa sebenamya perkawinan beda agama tidak diinginkan,
karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ternyata perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi
sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang
pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, seperti
perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara
dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henri Siahaan, Adi Subono dengan
Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Coubuzier dengan Kalina,
Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Comnelia Agatha.

Perkawinan beda agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat,
seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas
melarangnya. Menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan
suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam
perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh
Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap
sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri dan kemudian
dicatatkan di Catatan Sipil di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kantor Catatan Sipil Jakarta sejak April 1986
hingga Juli 1986 telah tercatat kasus perkawinan beda agama tercatat 239 kasus
dengan rincian 112 kasus melibatkan pria muslim dan 127 melibatkan perempuan
muslimah. Sementara itu tahun 1984 Keuskupan Jakarta mencatat adanya 852
perkawinan beda agama.?

Kekurangan dari Kantor Catatan Sipil Poropinsi DKI Jakarta adalah dalam
pencatatan yang tidak terdata secara baik. Pencatatan perkawinan beda agama
disatukan antara perkawinan yang dilakukan diluar negeri kemudian dilaporkan

dan dicatatakan di Kantor Catatan Sipil dengan perkawinan beda agama yang

? Budi Handrianto, Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Khairul
Bayan,2007),hal.7
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dilangsungkan di Indonesia. Selain itu belum adanya sumber daya manusia yang
khusus menyusun dan mengumpulkan berdasarkan kriteria perkawinan.’

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang
perkawinan beda agama dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah
pernyataan”: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya”.Artinya jika perkawinan kedua calon
suami-isteri adalah sama agamanya, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama
atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum
agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut
hukum agama atau kepercayaan calon yang satu dan satu kali lagi menurut hukum
agama atau kepercayaan dari calon lainnya.

Dalam praktek perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan
menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau
si calon isteri. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan
diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Dalam
mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas
mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Yurisprudensinya, Mahkamah
Agung (MA) sudah memberikan putusan tentang perkawinan beda agama pada
tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.

Pertimbangan MA adalah dalam UU No. 1/1974 tidak memuat suatu
ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri
merupakan larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 yang
menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum. Tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama
warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak
ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan. Maka
asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh
Negara, kemerdekaan bagi setiap warga Negara untuk memeluk agama masing-

masing.

3 Sudhar Indopa, Hasil wawancara dengan Kepala Sub Pencatatan Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta,Juni 2009.
4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit di dalam UU No.
1/1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan
prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara UU No. 1/1974 dengan kedua
ordonansi tersebut, sehingga di samping kekosongan hukum juga dalam
kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga
tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama. Mahmakah Agung berpendapat
bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga
perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum,
akan menimbulkan dampak negatif dan segi kehidupan bermasyarakat maupun
beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama
serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status hukumnya.
Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan beda agama
adalah bahwa perkawinan beda agama dapat diterima permohonannya di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang
berwenang untuk melangsungkan perkawinan.

Putusan MA tentang perkawinan beda agama sangat kontroversi, namun
putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum

karena tidak dinyatakannya secara tegas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Undang-undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400
K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan
perkara perkawinan beda agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai
salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Pusat Studi Islam Paramadina, lembaga dibawah pimpinan Almarhum
Nurcholish Madjid yang didirikan 30 Oktober 1986 berani melakukan terobosan
baru yaitu berani mengeluarlan tafsir baru mengenai perkawinan beda agama
antara calon mempelai yang muslim dan non muslim. Hal ini dilakukan sebab
dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun. 1991 tidak mengakomodir perkawinan
beda agama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 1
Juni 1980 yang mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan

non muslim, termasuk perempuan ahlul kitab, maupun sebaliknya.
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Pada dasarnya agama selain Islam yaitu Kristen protestan, Katholik,
Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang maha
Esa, seperti yang ditulis oleh Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish dapat
disimpulkan bahwa sejumlah agamawan tidak secara terbuka dan blak-blakan
membolehkan perkawinan beda agama. Ketika ada kasus muncul yang lebih
diutamakan adalah mengakomodasi kepentingan masing-masing calon suami
isteri dan keluarga mereka. Hal ini untuk menghindari terjadinya gesekan dan
ketegangan yang akan mengakibatkan agama itu sendiri yang akan dijadikan
sumber persoalan.®

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi pasangan

yang berbeda agama yang ingin melangsungkan perkawinannya harus mencari

Jjalan keluarnya sehingga mereka tetap bisa melangsungkan perkawinannya dan

tentunya diakui secara sah oleh agama dan negara. Solusi untuk melangsungkan

perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Pasangan yang berbeda agama, salah satu calon mempelainya
melakukan pemilihan agama, sehingga pada saat dilangsungkan
perkawinan menjadi seagama. Dengan demikian tidak ada alasan
lagi untuk dilangsungkan perkawinan mereka.

2. Pasangan calon mempelai melangsungkan perkawinan beda
agama di luar negara Indonesia. Setelah itu pasangan tersebut
melaporkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor
Catatan Sipil Indonesia.

3. Pasangan calon mempelai melakukan perkawinan beda agama
dengan fasilitator yang memahami bahwa perkwinan beda agama
diperbolehkan. Untuk yang melalui fasilitator ini adalah pasangap
calon mempelai yang salah satunya beragama Islam.

4. Pasangan calon mempelai, salah satu pasangan melakukan
penundukan diri pada hukum yang berlaku bagi pasangan lainnya
dan kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Neger;
untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan beda agamg

mereka di Kantor Catatan Sipil.

* Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda
Agama, (Jakarta:Gramedia,2008), hal 126
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Hal tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1986. Karena
setelah itu Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan
setelah perkawinan dilangsungkan menurut tatacara dan hukum
agamanya dan kepercayaannya.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, perkawinan berdasarkan Penetapan
Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sehingga
dengan dikeluarkannya peraturan ini ada kemungkinan terjadinya
perkawinan beda agama dengan melakukan permohonan kepada
Pengadilan Negeri untuk dapat melangsungkan dan mencatatkan
perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.

Sesuai dengan yang dimaksud angka 4 diatas, penundukan diri dapat
dilakukan dengan membuat akta pernyataan penundukan diri dihadapan Notaris.
Akta ini dibuat dihadapan Notaris oleh pihak calon mempelai supaya dapat
menjadi alat bukti kuat bagi mereka tentang keinginan melangsungkan
perkawinan beda agama.

Tanggal 6 Oktober 2004 Pemerintah mengesahkan UU No. 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris atau disingkat UUJN. Dalam UUJN yang baru tersebut
terdapat ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta-akta.
Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum untuk memenuhi Pasal 1868 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Notaris berwenang membuat akta otentik untuk

digunakan sebagai alat bukti.

Notaris adalah Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata juncto Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 ayat 1
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memiliki
wewenang membuat akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti bagi para
pihak untuk membuktikan secara sah tentang sesuatu peristiwa hukum baik dalam
perkara perdata maupun perkara pidana. Artinya apabila akta otentik yang
diajukan memenuhi syarat formil dan materil serta bukti lawan yang dikemukakan
tergugat tidak bertentangan, maka pada akta otentik langsung melekat kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Memiliki nilai kekuatan pembuktian
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sempurna dan mengikat yang melekat pada akta otentik, pada dasarmya dapat
berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain.

Adapun akta-akta otentik yang dapat dibuat oleh notaris yang berhubungan
dengan perkawinan adalah sebagai berikut: ¢

1. Ijin kawin;

2. Penghapusan Pencegahan Perkawinan;

3. Kuasa untuk melangsungkan perkawinan;

4. Pemyataan (tunduk ke Burgelijke Wetboek/BW pada perkawinan beda
agama)

5. Perjanjian Kawin.

Pernyataan tunduk BW, pada perkawinan dibuat karena adanya
perkawinan beda agama. Pernyataan penundukan pada BW dilakukan oleh calon
suami yang beragama Islam yang menikah dengan perempuan Kristen. Hal ini
diatur dalam Pasal 75 dari peraturan LN 1933 No.74 yo LN 1936 No. 607
(HOCI), dengan calon suami membuat pernyataan penundukan diri ini maka
perkawinannya dilangsungkan dimuka catatan sipil. Hal ini didukung pula dengan
dikeluarkannya putusan Mahkama Agung tanggal 11 April 1986 No. 1400
K/Pdt.P/86 bahwa Catatan Sipil setempat wajib melangsungkan pernikahan

perbedaan agama tersebut.’
B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok

permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama dengan
dibuatnya Akta Pernyataan tunduk ke Burgerlijke Wetboek/Kitab Undang
Undang Hukum Perdata (oleh calon sumai muslim) pada perkawinan beda

agama yang dibuat dengan notariil?

® Harun Kamil, SH,Liza Priandhini,SH, Materi Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan

Keluarga, 2008
7 ibid
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2. Bagaimana dengan dibuatnya Akta Pernyataan tunduk ke Burgerlijke
Wetboek/Kitab Undang Undang Hukum Perdata (oleh calon suami
muslim) pada perkawinan beda agama dikaitkan dengan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

3. Bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan beda agama tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Akta Pemyataan
Tunduk ke Bugerlijke Wetboek/kitab Undang Undang Hukum Perdata Pada
Perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami Muslim) di Indonesia dapat

dijadikan solusi untuk mengajukan permohonan melangsungkan perkawinan beda

agama.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu
penelitian, dimana metode penelitian ini berfungsi untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan.®Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah
metode yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research) yang
bersifat yuridis normatif. Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum
tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun literature lainnya.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipologi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian yang bersifat
deskriptif analitis, karena penulis ingin menggambarkan dan
menguraikan secara mendalam tentang perkawinan beda agama.

2. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari orang yang
melakukan perkawinan beda agama (penelitian lapangan). Sumber

penelitian lapangan tersebut diperoleh dari Kator Notaris yang wilayah

& Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), hal.7.
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kerja DKI Jakarta, Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, Majelis Ulama Indonesia, dan pakar dalam
bidang perkawinan beda agama.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan,
pendapat para tokoh agama, termasuk juga bahan pustaka yang

bersumber pada :
a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh

dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan
dengan perkawinan dan kewenangan notaris.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menunjang
bahan hukum primer dapat berupa buku-buku, artikel ilmiah.
Laporan penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan perkawinan
dan kewenangan notaris.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan
hukum primer dan skunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, buku
pegangan yang semuanya dapat dijadikan referensi, acuan dan
rujukan dalam penulisan ini.

3. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan ini berupa
studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu mencari dan mengumpulkap
data berdasarkan data tertulis yang berkaitan erat dengan penulisap
melalui data skunder. Analisis data dengan pendekatan kualitatif,
sebagai hasil pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi
terhadap dokumen dan ditambah dengan hasil wawancara sehingga

hasil dari analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini penulis ingin menjabarkan secara singkat

yaitu sebagai berikut :
BAB 1, bab ini menguraikan mengenai
menjadi alasan penulisan tesisi ini. Pokok permasalahan menguraikan mengenai

latar belakang masalah yang
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masalah-masalah yang akan diteliti dan menjadi svatu masalah di dalam
masyarakat. Dalam meneliti masalah-masalah yang ada dipakai metode penelitian
yang diuraikan di dalam Bab ini. Bab ini diakhiri dengan menguraikan sitematika
penulisan yang berisikan susunan atau urutan pembahasan tesis.

BABII, Analisa dan Pembahasan, Bab ini memuat teori-teori dan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang perkawinan
secara umum, pengertian perkawinan beda agama yang ditinjau dari Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Undang-undang Perkawinan. Kemudian menguraikan mengenai proses dari
perkawinan beda agama serta bagaimana pandangan tentang perkawinan beda
agama dari sudut agama yang ada di Indonesia.

Kemudian bab ini membahas alternatif dalam melangsungkan perkawinan
beda agama di Indonesia yaitu dengan pembuatan pernyataan yang dilakukan oleh
laki-laki muslim untuk tunduk Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada
perkawinan yang dilakukan dengan akta notariil. Selanjutnya menjelaskan pula
mengenai analisa masalah yang timbul yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang
timbul dari pembuatan akta tersebut, menjelaskan juga mengenai apakah akta
tersebut melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Serta menjelaskan akibat yang timbul dan tindak lanjutnya dari pembuatan akta
tersebut.

BAB III, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat
kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengolahan data.

Saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membaca tulisan
ini.
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BAB II
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN
TUNDUK KE BURGELIJKE WETBOEK/KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM PERDATA PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA (OLEH
CALON SUAMI MUSLIM) DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dapat disimpulkan dari beberapa pendapat,
menurut Scholten yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Wahyono Darmabrata.’

“Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang

pria dengan seorang perempuan yang diakui sah oleh peraturan perundang-

undangan Negara bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan
keluarga yang kekal dan abadi.”

Menurut pandangan Islam pernikahan/perkawinan adalah akad yang
sangat kuat (miitsaagon gholiidhan) yang dilakukan secara sadar oleh seorang
laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya
didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.'OPengertian
perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam : Pasal 2 “Perkawinan
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat Kuat atay
miitsaagon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanny,
merupakan ibadah.” Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat
KUHPerdata) tidak mendefinisikan mengenai pengertian perkawinan,
KUHPerdata hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting saja.

Pengertian perkawinan hanya dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan

Undang-undang yang mengatur Perkawinan.

® Wahyono Darmabrata,Prof., SH.MH., Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata Jilid 1,
(Depok:Oktober 2006), hal.55
19 Monib, op.cit, hal. 33
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Menurut Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya
menentukan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam
hubungan-hubungannya perdata.”

Kitab Undang-undang hukum Perdata memandang perkawinan semata-
mata dari sudut hukum perdata saja. Maksud dari ketentuan tersebut ialah bahwa
KUHPerdata, hanya memandang sahnya perkawinan dari segi Undang-undang.
Tidak mempersoalkan faktor agama dalam urusan perkawinan. Hanya mengenal
perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara
Undang-undang. Perkawinan tersebut dilakukan di hadapan Pegawai atau Pejabat
Catatan Sipil."!

Pengertian Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan/UUP):

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.”

Di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut
menentukan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila
yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja
mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai
peranan. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungangnya dengan
keturunan, yang merupakan salah satu tujuan perkawinan pula, dimana
pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Wahyono Darmabrata dalam bukunya mengatakan bahwa masyarakat
Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku, adat dan
budaya serta agama, yang merupakan ciri khusus bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur-unsur yang dapat
diungkapan dalam kaitan dengan pengertian perkawinan tersebut antara lain

sebagai berikut:"?

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang

'' Darmabrata, op.cit, hal.55
2 wWahyono Darmabrata,Prof.,SH.MH., Tinjauan Undang-undang No.l Tahun 1974

Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya,Cetakan Ke-2,
(Jakarta:CV.Gitama Jaya,2003), hat 106.
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perempuan;
UUP menentukan secara tegas dalam definisinya bahwa perkawinan

adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang perempuan.
Dengan demikian UUP telah menutup kemungkinan perkawinan sejenis.
Antara seorang pria dan seorang pria atau seorang perempuan dengan
seorang perempuan. Dengan demikian walaupun didalam Pasal 8 UUP
mengenai larangan perkawinan tidak menyebutkan larangan perkawinan

sejenis, dari definisi dapat disimpulkan bahwa perkawinan sejenis dilarang

oleh undang-undang.

Aspek Yuridis Perkawinan;
Aspek yuridis suatu perkawinan dimaksudkan bahwa perkawinan yang

dilangsungkan seorang pria dan seorang perempuan pada hakekatnya

harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia.
Masyarakat Indonesia harus mentaati dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan mengenai perkawinan secara konsisten dan

konsekuen. Aspek yuridis antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat 2
UUP yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menuryt

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan pasal ini menentukan bahwa yang dimaskud dengan hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk perundang.
undangan yang berlaku bagi agamanya dan kepercayaannya se€panjang

tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian;

Agama merupakan sendi utama dalam kehidupan bernegara. Negara telal,
meletakkan agama sebagai landasan utama dalam hukum perkawinan. Haj
tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat | UUP, yaitu Perkawinan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayannya itu.
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Perumusan yang menekankan pada prinsip agama dalam perkawinan
merupakan tanggungjawab seseorang untuk dapat mewujudkan keluarga
yang religius dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan harus memperhatikan hukum agama dan kepercayaannya dan
hukum Negara tetap harus diperhatikan dengan demikian ke 2 aspek
hukum ini harus sejalan dan diterapkan secara bersama. Artinya tidak

dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi
hukum satu terhadap yang lainnya.

Perkawinan bersifat kekal;

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal. Kekalnya perkawinan merupakan prinsip utama
dalam perkawinan. Abadinya perkawinan dapat dipergunakan sebagai
dasar pengaturan dan sendi utama hukum keluarga, bagi terbinanya
keluarga Indonesia yang bahagia.

UUP telah mencantumkan prinsip tersebut, maka Undang-undang telah
meletakkan dasar dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia bahwa
perkawinan bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan jasmani seorang
pria dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan suatu lembaga
yang sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian.

Oleh karenanya sejauh mungkin perceraian dihindarkan.

Perkawinan memperhatikan aspek biologis;

Undang-undang Perkawinan tidak hanya melihat perkawinan dari
hubungan perdata saja. Dilihat juga aspek biologis, yaitu dapat diambil
kesimpulan dari Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan.

Meskipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami tetapi
ada pengecualiannya. Seorang suami dapat menikah lagi dengan cara
pengajuan kepada pengadilan dan mendapat persetujuan dari isteri
terdahulunya. Pengadilan akan memberikan ijin apabila isteri tidak dapat
menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat
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melahirkan keturunan. Semua hal tersebut berkaitan dengan aspek

biologis. Perkawinan ke 2, ke 3 dan ke 4, dengan alasan-alasan tersebut

dapat saja teijadi, tentunya pengecualian ini tidak boleh dijadikan alasan-

alasan suami untuk beristeri lebih dari seorang.

6. Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami;
Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami
hanya diperbolehkan mempunyai satu isteri begitu pula sebaliknya isteri
hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini menunjukkan bahwa UU
Perkawinan menganut asas monogami.

Apabila kita melihat Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan

adanya pengecualian bagi suami boleh beristeri lebih dari seorang.

Ketentuan pengecualian ini tidak dapat diartikan bahwa Undang-undang
Perkawinan menganut asas poligami. Jadi yang harus dipegang tentunya

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) karena dalam penjelasan Pasal 3 ayat

(1) bahwa UUP menganut asas monogami.

Prinsip bahwa hak dan kewajiban dalam hukum keluarga tidak dapat
dinilai dengan uang.

Di dalam Undang-undang Perkawinan prinsip ini tidak diatur secara tegas.
Pada hakekatnya hak dan kewajian suami isteri dalam keluarga tidak dapat
dinilai dengan uang. Perkawinan adalah perjanjian antara seorang suami

dan seorang isteri yang satu-satunya tidak mengharapkan keuntungan.

Perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan

dalam ikatan lahir dan bantin untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut UUP
sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh tatacara dan hukum agama atau
kepercayaan. Untuk melakukan perkawinan tentunya tidak sederhana. Tidak
hanya mengawinkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, tetapi
harus diperhatikan juga unsur-unsur lainnya. Sehingga menutup kemungkinan

untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.
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UUP tidak memperhatikan mengenai Hak Asasi Manusia yang secara
mendasar sudah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, dimana negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercaannya yang
diyakininya. Selain itu dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 juga
menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga.

Geografi dan demografi Indonesia yang menyebabkan terbentuknya agama
yang berbeda. Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang terpisah dan suku
bangsa yang berbeda. Dari tahun ke tahun semakin berkembang alat transportasi,
informasi dan komunikasi, menyebabkan penduduk desa dapat berpindah ke kota,
penduduk kota pergi ke desa.

Kemajuan di Indonesia di berbagai bidang, tidak dapat dipungkiri dengan
demikian tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama. Untuk itu
alangkah baiknya adanya perubahan dalam UUP untuk dapat mengakomodir hal-
hal yang belum diatur secara tegas dalam UUP.

2. Keabsahan Perkawinan

Sejak efektif berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  (selanjutnya  akan  disingkat dengan  Undang-undang
Perkawinan/UUP) yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini

bertujuan untuk menjadikan unifikasi hukum dalam perkawinan.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan menyatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.
74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde
Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur
tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini,
dinyatakan tidak berlaku.”

Segala peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sebelum

berlakunya Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku lagi sepanjang Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya. UUP
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belum mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama dengan demikian
peraturan tentang Perkawinan campuran yang diatur dalam Regeling op de
gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158 (untuk selanjutnya disingkat GHR) dan
juga perkawinan beda agama yang diatur oleh Huwelijks Ordonantie Christen
Indonesiers S.1933 No. 74 (untuk selanjutnya disingkat HOCI) serta KUHPerdata
masih dapat digunakan.

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Undang-undang Perkawinan, yaitu :

(1)perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya.

(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan
tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini
menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah dan dapat dicatatkan oleh Negara
apabila terlebih dahulu dilakukan berdasarkan hukum dan tata cara agama dan
kepercayaannya,

Selain pasal tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat
materiil dan formil harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat materiil diatur dalam
Pasal 6 -7 UUP, sebagai berikut :

a. Usia calon mempelai, bagi calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun

dan bagi calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.
Usia tersebut dipandang sudah cukup matang baik dari segi bioligis
maupun psiologis.

b. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.

Bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas

kedua mempelai, tidak ada paksaan dari siapapun. Persetujuan ini
merupakan hal yang penting sekali untuk membentuk suatu keluarga
yang bahagia, kekal dan sejahtera.

c. Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali dari kedua mempelai.
Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UUP, ijin ini hanya diperlukan bagi calon
mempelai yang belum genap 21 tahun. Hal ini erat sekali hubungannya

18 Universitas Indonesia

Kewenangan notaris..., lvone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan dan
membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada si anak

untuk menentukan pilihannya jangan sampai menghilangkan fungsi dan
tanggungjawab orang tua.

Syarat-syarat formil diatur dalam Pasal 12 UUP yang menyebutkan bahwa
tatacaranya diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Secara umum diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan
Pelaksanaan Tentang Perkawinan (PP No.9/1975) dalam Pasal 10 sampai dengan
Pasal 12, yaitu pemberitahuan perkawinan kepada instansi yang berwenang
kemudian pengumuman kepada masyarakat tentang akan adanya perkawinan.
Setelah 10 hari diumumkan tentang adanya rencana perkawinan, maka pegawai
pencatat perkawinan baru boleh melangsungkan dan mencatatkan perkawinan.

Setelah syarat-syarat telah dipenuhi maka perkawinan dapat
dilangsungkan. Setelah dilakukan perkawinan menurut agamanya atau
kepercayaannya, berdasarkan hal tersebut diatas, bagi pemeluk agama Islam maka
pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, pemeluk agama
non Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau sekarang disebut
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk selanjutnya singkat DKCS).

Negara dalam hal ini hanya bertindak sebagai pencatat perkawinan atau
hanya bersifat administratif saja. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah
tidaknya suatu perkawinan, tetapi pada dasamya apabila sudah dinikahkan
berdasarkan agama dan belum dicatatkan maka perkawinan terscbut belum
dianggap sah atau diakui oleh Negara. Kedua hal tersebut tetap harus
dilaksanakan oleh kedua mempelai. Hal tersebut mempengaruhi terhadap akibat
dari perkawinan seperti adanya anak, pewarisan dan lain-lain yang berhubungan
dengan hukum perdata.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur sahnya perkawinan tersebut di
atas, hukum agama kedua calon mempelai yang menjadi dasar pelaksanaan yang

menentukan sahnya perkawinan. Hal ini tentunya apabila kedua calon mempelai
seagama.
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Persoalan timbul bagi pasangan yang berbeda agama, sebab UUP dan
dalam peraturan pelaksanaannya tidak mengatur pelaksanaan perkawinan beda
agama. Solusi untuk pasangan yang tidak seagama dan ingin melangsungkan
perkawinan, maka mereka harus terlebih dahulu diadakan pemilihan agama dan
kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan
kepercayaan lebih dulu. Sehingga mereka menjadi seagama. Solusi kedua adalah
melangsungkan perkawinan di luar Indonesia, dan kemudian melaporkan dan
mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat.

Solusi pemilihan agama tentunya telah merampas hak asasi seseorang
untuk berpindah agama dengan terpaksa dan memeluk agama lainnya. Solusi
kedua dengan melangsungkan perkawinan di luar Indonesia berarti telah terjadi
penyeludunpan hukum karena setelah perkawinan dilangsungkan kemudian
melaporkan dan mencatatkan di Kantor Catatan Sipil, perkawinan tersebut telah
dianggap sah oleh Negara Indonesia.

UUP tidak menatur secara tegas terhadap permasalahan perkawinan beda
agama ini. Untuk itu sebaiknya sebelum diadakannya perbaikan dan perubahan
terhadap UUP, maka peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai perkawinan
dapat diberlakukan. Hal ini tercermin dari Pasal 66 UUP, selama diatur dalam
UUP mengenai perkawinan maka peraturan dan perundang-undangan lainnya
tidak diberlakukan. Karena perkawinan beda agama belum diatur tentunya
KUHPerdata, GHR, HOCI dapat dijadikan dasar hukum untuk melangsungkan
perkawinan beda agama. Hal ini diperkuat juga dengan Pasal | Aturan Peralihan
UUD 1945, dimana dinyatakan sebelum diatur oleh peraturan baru maka
peraturan sebelumnya masih diperlukan dan dapat diberlakukan.

Hal mendasar yang harus dipikirkan oleh negara adalah dengan tidak tegas
diaturnya perkawinan beda agama jangan sampai menimbulkan hal-hal yang

negatif dikemudian hari baik bagi pasangan calon mempelai dan keluarganya.

3. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan salah satu peristiwva hukum yang melibatkan
hampir setiap manusia. Seperti disebutkan diatas bahwa Indonesia terdiri dari

berbagai suku bangsa dan juga agama yang berbeda-beda. Maka dengan maraknya
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teknologi komunikasi dan informasi, bukan mustahil terjadi perkawinan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlainan agama. Sejak dulu
sampai sekarang perkawinan beda agama menimbulkan persoalan baik di bidang
sosial maupun hukum.

Apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama? Pengertian yang
diberikan para sarjana terhadap perkawinan beda agama ini berbeda-beda, antara
lain menurut Rusli dalam bukunya Perkawinan Antar Agama Dan
Permasalahannya sebagai Pelengkap Undang-Undang Perkawinan No.l Tahun
1974 :

“Perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan secorang perempuan yang berbeda agama, menyebabkan
tersangkutnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata
cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-
masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”"*

Menurut O.S. Eoh, dalam bukunya Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan
Prakteknya:'* “Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-
masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.”

Pendapat dari Amin, SH :'*“Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang
agamanya masing-masing berbeda.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan perkawinan beda agama
mempunyai satu unsur penting, yaitu adanya perbedaan agama dan kepercayaan
yang dipeluk oleh masing-masing antara calon mempelai laki-laki dan calon
mempelai perempuan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, di Indonesia berlaku
peraturan Hukum Antar Golongan yang mengatur perkawinan campuran, yaitu
Regeling op de Gemengde Huwelijke (GHR) atau peraturan tentang Perkawinan
Campuran yang dulu dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagaimana

dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158. Pasal 1 GHR menyatakan: “Perkawinan-

* Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya sebagai
Pelengkaﬂ Undang-undang Perkawinan No.! Tahun 1974,(Bandung: Santika Darma,1997)

O.S.Eoh, Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktik, (Jakarta:Srigunting
1997),hal. 35

'> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan
No.I Tahun 1974,(Jakarta:PT.Dian Rakyat,1986),hal. 10
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perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang
berbeda-beda, disebut perkawinan campuran.”

Seperti yang dikutip oleh Budi Handrianto dalam bukunya Perkawinan
Beda Agama, Sudargo Gautama berpendapat bahwa terdapat tiga pandangan
diantara ahli-ahli hukum Antar-Golongan, mengenai pertanyaan apakah GHR juga
berlaku untuk perkawinan antar agama atau antar tempat'® : '
1. Yang luas: baik perkawinan campuran antar agama maupun

antara tempat termasuk dibawah GHR.
2. Yang sempit: baik perkawinan antar agama maupun antar

tempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Yang setengah luas setengah sempit: hanya perkawinan antar

agama yang termasuk GHR, perkawinan antar tempat tidak.

Dari ketiga pandangan tersebut, menurut beliau bahwa pandangan yang
luaslah yang banyak dukungan dan dianut oleh sebagian besar sarjana hukum.
Dengan demikian dalam peraturan perundang-undangan lama (GHR), perkawinan
antar agama atau beda agama termasuk perkawinan campuran. Ditegaskan lagi
dalam Pasal 7 ayat 2 GHR, yang menyatakan : “Perbedaan agama, bangsa atau
keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.”

Adapun perkawinan campuran dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku
dari calon suami. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 GHR : “Pelaksanaan
perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan
tidak mengurangi persetujuan suami isteri yang selalu dipersyaratkan.”

Perkawinan beda agama ini dahulu penting bagi mereka yang termasuk
golongan rakyat Indonesia asli dan Timur Asing bukan Tiong Hoa, karena agama
ikut menentukan hukum yang berlaku bagi mereka, kecuali mereka menundukkan
diri pada Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek).

Selain GHR menjadi acuan untuk perkawinan beda agama. Peraturan lain
yang dapat dijadikan landasan hukum adalah HOCI, sebagaimana telah diatur dj
dalam Pasal 75 HOCI, yaitu:

“(1) Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang perempuan

'$ Handrianto, op.cit,hal.140
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Kristen atas permohonan kedua suami-istri dapat dilaksanakan dengan
memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-

ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk
orang-orang Indonesia-Kristen.

2) l.)e.rkawinan suami-istri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh ordonansi
ini.”

Pada waktu itu perkawinan beda agama dilangsungkan di Kantor Catatan
Sipil, karena fungsi daripada Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang
untuk mengawinkan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 26 KUHPerdata, yang menyatakan :
“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-
hubungannya perdata.”

Bahwa perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataan belaka
dengan kata lain perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri tidak
menjadi penghalang. Terpenting dalam melangsungkan perkawinan harus
dilakukan menurut tata cara atau prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang.

Efektif berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pengertian perkawinan campuran menjadi sempit. Dalam Pasal 57

UU Perkawinan menyatakan :

“Yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua
orang yang ada di Indonesia, tunduk pada hukum yang berlainan, karena
perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Indonesia.”

Oleh karena itu perkawinan campuran menurut UUP hanya terbatas pada
perbedaan kewarganegaraan saja. Ditegaskan dalam Pasal 66 UUPerkawinan,
dimana semua ketentuan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur
masalah perkawinan dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam UU
Perkawinan ini.

UUP tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama dan juga tidak
dengan tegas melarang perkawinan beda agama, maka apa yang diatur dalam
GHR dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk perkawinan beda agama

sepanjang belum ada perubahan terhadap UUP atau peraturan tentang perkawinan
beda agama.
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Apa yang telah diatur dalam UU Perkawinan tersebut tidaklah menjadi
soal atau masalah apabila kedua mempelainya satu keyakinan dalam arti satu
agama. Seperti diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri
dari kepulauan, beragam suku bangsa, kebudayaan dan agama. Pada dasarnya
apabila perkawinan berbeda suku bangsa atau beda status sosial tidak terlalu
menimbulkan konflik yang terlalu rumit. Berbeda apabila terjadi perkawinan beda
agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pasangan suami isteri
yang berlainan keyakinan atau agama satu sama lainnya. Perkawinan beda agama
ini di Indonesia sangat mungkin terjadi, hal ini berkaitan dengan agama yang ada
di Indonesia lebih dari satu agama dan didukung pula dengan kemajuan jaman
serta teknologi dan informasi.

Bermacam-macamnya agama di Indonesia sesuai dengan falsafah Negara
Indonesia yaitu Pancasila dan dikuatkan dengan Dasar Negara Republik Indonesia
yaitu Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945,
yaitu:

“(1) Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.”

Dalam pasal tersebut di atas mengatur tentang Negara Indonesia
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan
beragama sesuai dengan keyakinanannya masing-masing. Dengan demikan
perkawinan beda agama akan sangat mungkin terjadi.

Hal ini tejadi karena tidak secara tegas peraturan perundang-undangan
melarang perkawinan beda agama. Secara eksplisit dalam Pasal 2 UU Perkawinan
yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama.
Untuk menyiasati apa yang diatur dalam pasal tersebut, yang akan

melangsungkan perkawinan beda agama mengambil cara dengan melakukan
pemilihan agama. Salah satu calon mempelai berpindah agama pada saat akan
dilangsungkan perkawinan. Tidak menutup kemungkinan setelah menikah

kembali pada agamanya semula. Jadi pasangan tersebut seagama hanya untuk
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menyiasati supaya perkawinannya dapat dilangsungkan sehingga sah menurut
agama dan negara.

Perkawinan dilangsungkan diluar negara Indonesia dan kemudian
dilaporkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat. Menikah di luar
negara Indonesia tidak menimbulkan masalah bagi pasangan yang mempunyai
uang berlebih. Tentunya akan menjadi kendala bagi pasangan yang ekonomi
lemah atau dengan kata lain tidak mempunyai uang berlebih. Tentunya dengan
diterima dan dicatatkannya perkawinan tersebut memperlihatkan bahwa aturan
yang dikeluarkan tidak konsisten.

Salah satu altermatif lain untuk melangsungkan perkawinan beda agama
dengan menggunakan fasilitator seperti Yayasan Wakaf Paramadina. Yayasan
Paramadina ini adalah termasuk aliran Islam yang moderat. Dimana berpendapat
bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan.

Yayasan Wakaf Paramadina membolehkan perkawinan beda agama
berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat S. Dimana ayat tersebut ditafsirkan bahwa
ahli kitab yang dimaksud adalah orang yang memeluk agama selain agama Islam
yang mempunyai kitab suci dalam menjalankan kaidah agamanya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan pakar agama yang
memperbolehkan perkawinan beda agama antara Muslim dan non Muslim dan
Perempuan Muslimah dengan Laki-laki non Muslim.

Pendapat Zainun Kamal'’, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa teks AL Qur’an secara
eksplisit tidak ada yang melarang perkawinan beda agama. Hanya saja, mayoritas
ijtihad"® para ulama, termasuk di Indonesia, tidak membolehkannya meski secara
teks tidak ada larangan. Pembolehan perkawinan beda agama menurutnya
mengacu pada surat al-Maidah/5 ayat 5 :

“Hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Dan makanlah
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab halal bagimu, dan
masakanmu halal (pula) bagi mereka. Perempuan-perempuan yang
terhormat yang beriman (halal kamu kawini), juga perempuan-
perempuan terhormat di kalangan yang telah menerima Kitab sebelum

'7 Zainun.Kamal.Dr.,MA., Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2009.

'8 [jtihad adalah usaha menemukan hukum baru dari pemikiran yang didasarkan oleh
penyelidakan dan  pembuktian.(Amran YS Chaniago, “Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia " (Bandung: Pustaka Setia,2000)
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kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud
mengawininya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang Kafir setelah beriman
(tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di
hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”(Al-Maidah/5:5)

Dalam surat Al-Maidah/5:5 secara jelas membolehkan seorang Laki-laki
muslim menikahi seorang perempuan alil al-Kitab. Ahl al-Kitab menurut beliau
adalah semua penganut agama. Selain itu beliau menambahkan pendapatnya,
yaitu:

1 Bahwa asal atau hukum dasar dari segala sesuatu adalah

boleh,tidak haram, kecuali ada teks yang mengharamkan. Di dalam
Al Qur’an surat al-Maidah/5 ayat 5 hanya disinggung soal
pembolehan perkawinan Laki-laki muslim dengan perempuan ahl
al-Kitab. Dengan demikian sebaliknya perkawinan antara
perempuan muslimah dan Laki-laki non Islam tentunya boleh saja,
karena tidak adanya teks Al-Qur’an atau Hadist yang melarang.

2. Tidak ada keharaman atas agama kecuali dengan wahyu llahi. Bila
halal dan haram atas suatu agama adalah hak Allah semata. Maka
setiap kajian pembahasan halal haram yang kita lakukan wajib
berlandaskan atas dasar wahyu Ilahi.

3. Bahwa hukum ljtihad tidak boleh disifati dengan halal atau haram,
sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak dari Allah

semata. Demikian juga hukum dan kata-kata atau istilah halal dan

haram tetap khusus dari Allah.

Selanjunya beliau menjelaskan, apabila ada pasangan calon mempelai
beda agama dalam hal ini antara calon Islam dan non Islam dan sebelumnya

pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya berkonsultasi terlebih dahulu
dengan beliau.

Maka beliau akan menyarankan sebelum dilangsungkan perkawinan
tersebut, yaitu :

1 Dengan dilangsungkan perkawinan ini harus kedua keluarga calon

mempelai menyetujuinya.
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2. Harus dilihat dengan terjadinya perkawinan ini akan menjadi
maslahat" bagj kedua belah pihak dan keluarganya.
3. Segala sesuatu yang berurusan administratif atau yang

berhubungan dengan negara harus sudah diselesaikan.

4, Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama
4.1 Pandangan Agama Islam

Para penganut Islam, Ulama dan yang lainnya umumnya dalam
memperbincangkan persoalan halal dan haramnya pemikahan beda agama
berpegang pada ayat-ayat Al Qur’an seperti dikutip dibawah ini 20

“Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik
sebelum mereka beriman. Perempuan budak beriman lebih baik daripada
perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah
menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka
beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik daripada seorang
laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (Kaum musyrik
akan membawa ke dalam api (neraka)...”(Al-Baqarah/2:221)

Ayat berikutnya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman!Jika perempuan-perempuan beriman
berhijrah datang kepadamu, ujilah mereka. Allah mengetahui keimanan
mereka; bila sudah kamu pastikan mereka perempuan-perempuan
beriman, janganlah kembalikan mercka kepada Kaum Kkafir;mereka
(Kaum mukmin perempuan) tidaklah halal (sebagai isteri) bagi mereka
(Kaum Kkafir), dan mereka (Kaum kafir) pun tidak halal (sebagai suami)
bagi mereka (Kaum mukmin perempuan). Dan berikanlah kepada mereka
(Kaum kafir) apa (mas kawin) yang telah mereka bayar. Kemudian, tiada
salah kamu menikah dengan mereka (Kaum mukmin perempuan), asal
kamu bayar mas kawin mereka. Dan janganlah kamu berpegang kepada
tali perkawinan dengan perempuan perempuan kafir;dan hendaklah kamu
minta mas kawin yang telah kamu bayarkan, dan biarlah kamu bayarkan
(mas kawin dari perempuan yang datang kepadamu). Itulah ketentuan
Allah; Dan Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana.” (Al Mumtahanah/60:10)

Ayat berikutnya lagi :

'° Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusia.
(Amran YS Chaniago, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ”,Bandung:Pustaka Setia.2006)

® Monib, op.cit, hal. 98
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“Hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Dan makanlah
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab halal bagimu, dan
masakanmu halal (pula) bagi mereka. Perempuan-perempuan yang
terhormat yang beriman (halal kamu kawini), juga perempuan-
perempuan terhormat di kalangan yang telah menerima Kitab sebelum
kamu.....”(Al-Maidaly/5:5)
Dari ayat-ayat di atas kemudian muncul kontraversi tentang halal dan haramnya
nikah beda agama, persisnya antara muslim dan non muslim. Dari beberapa
pendapat diantaranya ada yang memperbolehkan pemikahan beda agama
sebagaimana dipahami oleh sejumlah ulama atau tokoh Islam sepanjang
peradaban Islam hingga dewasa ini, yaitu :2!
1. Wahbah al-Zuahaili dalam bukunya al-Figh al-Islamy wa Adillatuh
mengatakan :
“Ulama sepakat atas bolehnya perkawinan laki-laki muslim dengan
perempuan ahl al-Kitab, Dasarmya adalah surat al-Maidah/5 ayat 5,
beberapa sahabat Nabi juga menikahi perempuan ahl al-kitab,
seperti Ustman bin Affan menikah Nailah binti Farafishah yang
Nasrani, Khudzaifah menikahi perempuan Yahudi.”
Menurut Zuahaili, pernikahan tersebut itu boleh karena adanya sejumlah
persamaan prinsip antara dua agama (Yahudi dan Nasrani) itu; pengakuan
akan adanya Tuhan, keimanan pada utusan (Rasul/Nabi) Tuhan, dan
kepercayaan pada akhir kiamat. Beberapa prinsip ini menurutnya pada
umumnya dapat menjamin istigamah®® (stabilnya) kehidupan pernikahan

mereka.

2. Ali al-Shabuni dalam tafsirnya Rawa'i al-Bayan mengutip pendapat al-
Alusi, seorang ahli tafsir, yang menulis demikian :

“Hammad pernah bertanya kepada Ibrahim tentang pemikahan
muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani, Ibrahim
menjawab,”La ba’sa (tidak apa-apa)”. Lalu “Bukankah Allah
menegaskan,”Wa la tankihu al-musyrikat” (jangan menikahi orang-
orang musyrik) debat Hammad. “itu kan perempuan-perempuan

2! Ibid, hal. 100
2 Istigamah adalah berpendirian teguh dan bertanggungjawab dalam melaksanakan
amalan (islam). (Amran YS Chaniago, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia’,Bandung:Pustaka

Setia.2006)
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3.

majusi (penyembah api) dan watsani (penyembah berhala),”’jawab
Ibrahim.
Ibnu Katsir dalam bukunya Tafsir al-A’'dzam, sebagaimana dikutip oleh
Zainun Kamal, mengatakan bahwa Abbu Tasur Ibrahim bin Khalid al-
Kalbi (w. 860 M), seorang pakar hukum Islam dan pengikut Imam Safi’i,
demikian juga Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa Kaum
Muslim dapat menikmati makanan sembelihan orang-orang Majusi, juga

mengawini perempuan-permpuan mereka.

Rasyid Ridha, ulama modem murid Muhammad Abduh dari Mesir ini
menegaskan béhwa Majusi, Sabian, Hindu (Brahmanisme), Budha,
Konghucu, Shinto dan agama-agama lain dapat dikatagorikan sebagai ahl
al-Kitab, Ridha memfatwakan bahwa laki-laki muslim yang diharamkan
oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalam surat
al-Baqarah/2:221 adalah perempuan-perempuan musyrik Arab masa lalu.
Itulah pendapat muffasir, Jazir al-Thabari, sedangkan orang-orang Majusi,
sabian, penyembah berhalai di India, Cina dan semacam mereka, seperti
orang Jepang adalah ahl al-Kitab, yang (kitab mereka) mengandung faham
monoteisme (tauhid) sampai sekarang, karena itu halal menikahi

perempuan-perempuan mereka.

Quraish Shihab, ahli dan pakar tafsir kenamaan Indonesia, berpandangan
bahwa Al-Qur’an dan Sunnah membolehkan dan menghalalkan nikah beda
agama, meski secara pribadi beliau lebih mengedepankan perkawinan
berdasarkan kesamaan atau kafaah (kesetaraan budaya, sosial, pendidikan
dll). Baginya Al-Qur’an dan Sunnah sebagai konstitusi begitu jelas
membolehkannya. Berikut pandangan pakar tafsir tersebut :

“Benar!Umat manusia sebelum Islam datang dibolehkan dinikahi.
Jadi keturunannya setelah Islam ini datang tidak boleh dinikahi.
Nah ini yang mempersempit pandangan. Kalau saya berpendapat,
semua penganut agama, baik sebelum maupun sesudah Islam
datang, kapan pun dan di mana pun boleh dinikahi.”
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6. Kautsar Azhari Noor, dosen perbandingan agama Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain membolehkan pernikahan beda agama
bahkan juga sering memfasilitasi praktik Nikah Beda Agama sebagai
pembimbing nikahnya. Menurut Kautsar, Nabi Muhammad juga pernah
menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. “Nabi pemmah menikah
dengan Sofia yang Yahudi dan Maria Qibtiyah yang Nasrani. Apakah
kemudian dia masuk Islam atau tidak, itu soal lain,” tuturnya sebagaimana
dikutip GATRA.

Ketika dikonfirmasi bahwa Nabi Muhammad sendiri pada sebuah hadis
menganjurkan agar dalam memilih jodoh, agama adalah pertimbangan
utama, Kautsar menjawab, “Betul, Tapi, diir di sini janganlah diartikan
substansial, yaitu percaya kepada Tuhan. Kalau kualitas agamanya baik,

apapun agamanya, ya, itu pertimbangan agama sebenarnya.”*’

7. Siti Musdah Mulia,APU, mantan staf ahli Menteri Agama. Dalam artike]
panjangnya yang membahas seputar nikah beda agama, menyimpulkan
bahwa semua pendapat yang berkaitan dengan soal pernikahan antara
Muslim dan Non Muslim hanya bersifat ijtihad, dan tidak ditemukan dalil
berupa teks Al-Qur’an dan Hadfst yang secara tegas dan pasti melarang
atau membolehkan nikah beda agama. Menurut kaidah fiqih, kata Musdah,
ada prinsip berkaitan dengan ketiadaan dalil (‘adaamu ad-dalil huwa ad-
dalil). Jika dalam suatu perkara tidak ditemukan dalil yang secara tegas
melarang , maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fiqih,
menurut Musdah, menyebutkan bahwa dalam urusan mu’‘amallah seperti

pemikahan, hukum asalnya adalah mubah atau boleh (al-ashl fi al-
asyya'al-ibahah).

8. Zainun Kamal, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan
perempuan non muslim, maupun sebaliknya, perempuan muslim

(muslimah) dengan laki-laki non muslim.

B “Pernikahan Mei Menuai Kontroversi', GATRA,21 Juni 2003
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Dalam sebuah wawancara ia menjelaskan,”Pertama-tama perlu saya
Jelaskan bahwa teks Al-Qur’an secara eksplisit tidak ada yang melarang
(nikah beda agama). Hanya saja, mayoritas ijtihad para ulama, termasuk di
Indonesia, tidak membolehkannya meski secara teks tidak ada larangan.
Makanya, yang membolehkan memiliki landasannya dan yang melarang
juga punya landasan tertentu. Larangan muslimah menikah dengan laki-
laki non Islam itu tidak disebutkan dalam Al Qur’an. Ini merupakan
pendapat sebagian ulama.

Pembolehan nikah beda agama menurutnya mengacu pada surat Al-
Maidah /5 ayat 5 yang secara jelas membolehkan laki-laki muslim
menikahi seorang perempuan ahl al-Kitab. Tentang term ahl al-Kitab ia
sependapat dengan uraian Rasyid Ridha dan Muhammmad Abduh bahwa

semua penganut agama adalah ahl al-kitab.

Pendapat-pendapat para ahli agama Islam di atas masih terdapat perbedaan
pendapat antara yang menghalalkan perkawinan beda agama dan yang
mengharamkan perkawinan beda agama. Dimana perbedaan pendapat tersebut
mempunyai dasar hukum yang kuat, yang tidak dapat dengan mudah dimengerti
sekilas saja oleh orang-orang awam yang tidak mendalami agamanya, khususnya
disini pemeluk agama Islam.

Perbedaan pendapat diantara para ulama dan pakar agama Islam mengenai
perkawinan beda agama antara pasangan Islam dan non Islam akan menimbulkan
kebingugan bagi umat Islam, pendapat siapakah yang akan mereka ikut, maka
perbedaan dan sudut pandang yang berbeda ini membuat peluang bagi pemeluk

agama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.

4.2. Pandangan Agama Kristen
Dikutip dari tulisan Muhammmad Monib dan Ahmad Nurcholis:**
Meski pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agara penganutnya menikah

dengan yang seagama, pada level tertentu, agama Protestan tidak menghalangi

24 Ibid. hal 108
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kalau terjadi pernikahan beda agama antara penganut Protestan dan penganut

agama lain.
Hasil penelitian ICRP (Indonesian Conference on Religion an Peace) dan

Komnas HAM menunjukkaaan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan
pernikahan beda agama dalam komunitas agama Protestan :

1 Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak
tetap menganut agama masing-masing.

2. Kepada mereka diadakan penggembalaan (pendampingan) khusus.

3. Pada umumnya Gereja tidak memberkati pernikahan mereka.

4. Ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat
pernyataan bahwa ia bersedia mengikuti pemberkatan secara agama
Protestan (meski bukan berarti pindah agama). Keterbukaan ini
dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu di
kuduskan oleh suami atau isteri yang beriman.

5. Ada pula Gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga

mengeluarkan anggota jemaatnya yang menikah dengan penganut agama

lain dari Gerejanya.

Agama Protestan memberikan kebebasan pada penganutnya untuk
memilih apakah menikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) atau
diberkati di gereja atau mengikuti agama calon suami/isterinya. Mal ini
disebabkan Gereja Protestan umumnya mengakui sahnya pernikahan dilakukan
menurut adat atau pun agama mereka yang bukan Protestan.2®
Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-

PG1) tahun \989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan :26
1 Institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah negara, dalam

hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang

telah disahkan oleh pemerintah.

25.Eoh, op.cil, hal. 122-124
26 Weinata Sairin, Perkawinan Becla Agama dalam Pandangan Kristen Protestan, dalam

Maria Ulfah Ansor dan Martin Lukito Sinaga (eds), Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama:
PrespektifPerempuan dan Pluralisme,(Jakarta: Kapal Perempuan & NZAI1D.2004), hal.77-89
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Pandangan agama Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya
sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan.
Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara
seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dengan
pemahaman seperti ini, pernikahan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas
pemerintah dalam hal ini DKCS yang berkompeten untuk mengesahkannya.

Dalam praktiknya sekarang, pernikahan beda agama antara penganut
Protestan dan non Protestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja terlebih
dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil oleh petugas DKCS sebagaiman
yang pernah difasilitasi oleh ICRP (tahun 2005-2007).2

4.3. Pandangan Agama Katolik

Gereja Katolik secara umum memandang bahwa Pernikahan antara
penganut agama Katolik dan seorang non Katolik bukanlah pernikahan yang ideal.
Pernikahan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus,suci).

Sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, pernikahan Kkarena
perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris
Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Agama Katolik pada prinsipnya
melarang pernikahan antara penganut agama Katolik dengan bukan Katolik,
kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau

pengecualian.

Sebagaimana pasangan nikah beda agama antara Okky (Katolik) dan dan
Dewi (Penghayat Kepercayaan), di mana Okky mendapat dispensasi dari
Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) setelah dirckomendasi oleh pastor dari Paroki
Gereja St.Stephanus, Cilandak Jakarta Selatan. Seperti juga pasangan nikah beda
agama, Yohanes Indra (Katolik) dan Anni (Muslimah), keduanya dapat
melangsungkan pernikahan pada 18 Februari 2007, baik secara Islam dengan
nikah atau ijab kabul maupun sekramen Gereja oleh Romo Yohanes Hariyanto
setelah memperoleh dispensasi dari Keuskupan Agung Jakarta. Dispensasi baru

dapat diberikan, menurut Yohanes Harianto apabila ada harapan dapat terbinanya

27 Monib, op.cit, hal 110
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suatu keluarga yang baik dan utuh setelah pernikahan. Juga untuk kepentingan
pemeriksaan guna memastikan tidak adanya halangan untuk menikah.28

Kedua belah pihak dalam melangsungkan pernikahan harus dalam keadaan
sadar dan sukarela, bukan dalam keadaan keterpaksaan, ini berkaitan dengan
pandangan Katolik, pernikahan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati,
tanpa ada kaitannya dengan agama apa pun, tetap harus diterima sebagai yang suci
karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia.

Dalam Hukum Kanonik, pernikahan antar agama disebut “kawin campur”,
dengan rincian pengertian sebagai berikut :29

1. Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipermandikan dengan orang
yang tidak dipermandikan, tak peduli apa pun agamanya atau bahkan tak
beragama disebut dengan disparitas cultus, sebagaimana disebut dalam
Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang
bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah
dengan yang bukan Katolik, seorang Katolik harus memperoleh
dispensasi.

2. Dalam arti sempit, kawin campur adalah pernikahan antara dua orang yang
dibaptis atau dipermandikan, yang satu secara Katolik dan tidak
meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada
Gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik;

lazimnya disebut Miixta religio atau beda Gereja.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, perkawinan campur dalam
pengertian luas adalah pernikahan antara penganut Katolik dengan penganut
agama lainnya yang tidak mengenal pembaptisan atau permandian, misalnya
agama Islam, Hindu dan Budha. Sedangkan dalam arti sempit adalah pernikahan

antara penganut Katolik dengan penganut Protestan yang mengenal adanya

pembaptisan.
Menurut Hukum Kanonik, pernikahan dalam bentuk yang pertama

dilarang (sebagaimana tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124). Meski demikian

281bid, hal. 111
29 1bid, hal. 112
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Gereja Katolik temyata cukup bijak dan realitis, sehingga memungkinkan untuk
memberikan dispensasi, sebagaimana dua pasangan diatas.®

Ordinaris Wilayah akan memberikan dispensasi bagi penganut Katolik
untuk menikah dengan penganut agama lain dengan syarat-syarat sebagai berikut
31

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan
iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala
sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik
dalam Gereja Katolik.

2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh Pihak Katolik itu, pihak yang lain
(dari pasangan yang non Katolik) hendaknya diberitahukan pada waktunya
sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan
kewajiban pihak Katolik.

3. Kedua pihak diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat

hakiki pernikahan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari
keduanya.

Persyaratan di atas menunjukkan bahwa agama Katolik berusaha
mencegah penganutnya untuk beralih agama atau minimal mencegah menurunnya
tingkat keimanan penganutnya setelah menikah dengan penganut agama lain.
Paling penting dalam soal pernikahan dalam Katolik adalah bahwa setiap
pernikahan, termasuk pernikahan antara penganut Katolik dan non Katolik, hanya
dianggap sah apabila dilakukan dihadapan Uskup, Pator, Paroki, atau Imam. Ini
dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang pernikahan sebagai sebuah
sekramen, sehingga kalau ada pernikahan antar agama (yang salah satunya
penganut Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka pernikahan
itu dianggap belum sah.*

3 1bid
3 1bid, hal, 113
32 Ibid, hal. 116
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4.4. Pandangan Agama Hindu

Dalam pandang agama Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab
Manusmriti, pernikahan bersifat religius karena merupakan ibadah dan sebuah
kewajiban. Pemikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai
keturunan maupun menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang
putra. Karena merupakan sesuatu yang religius, sehingga lembaga pernikahan
ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau
dharma.

Oleh karenanya dalam agama Hindu, suatu pernikahan akan dianggap
batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, apabila pernikahan
dilakukan menurut Hindu tetapi tidak memenuhi syarat karena pernikahan antara
penganut Hindu dan penganut non Hindu, pernikahan ini dianggap tidak sah
menurut hukum Hindu.

Dalam konfernsi tentang agama-agama di Chicago, AS, pada tahun1893,
Swami Vivekananda, tokoh pembaru Hindu di India, melontarkan suatu
pandangan yang cukup mengejutkan.”Saya sangat bangga mewakili suatu agama
yang tidak saja toleran, tapi juga menerima kebenaran agama lain”, sebagaimana
dikutip oleh Gede Natih.»

Karena itu, yang semula agama Hindu yang sebelumnya dipandang
sebelah mata oleh dunia, mulai muncul sebagai satu dari agama-agama peradaban
dunia modern. Pandangan yang lebih dinamis tentang Hindu ini membuka
peluang bagi pintu interprestasi dan kontekstualisasi ajaran-ajaran Hindu.
Misalnya, konsep “karakter Hindu”. Sebut saja misalnya tentang Istadevata yang
berarti kebebasan memuja Tuhan dalam bentuk yang paling cocok dengan kita.
Adhikara, yang berarti kebebasan kita memuja Tuhan dengan cara yang paling
cocok dengan kita.

Konsep tersebut memberikan kebebasan umat Hindu untuk mengamalkan
agamanya sesuai cara yang mereka sukai. Yakni sesuai dengan atmastuti, hati
yang paling dalam. Kalau misalnya penganut agama Hindu di Bali berbeda dalam
bentuk dan cara pengamalan dan penghayatan keagamaannya dengan saudara-

saudara mereka di India itulah istadevata mereka. Karena hanya dengan cara

3> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed), Pernikahan Beda Agama, Kesaksian,
Argumen Keagamaan dan Analisa Kebijakan (Jakarta:ICP-KOMNAS HAM,2005), hal.215
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seperti itulah mereka beribadah dan beragama sesuai dengan cara dan bentuk yang
mereka sukai, yang sesuai dengan atmastuti mereka.

Pengesahan suatu pernikahan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh
seorang Pedande yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau ada perkawinan beda
agama, Padende tidak akan mengesahkan perkawinan tersebut. Dalam agama
Hindu tidak dikenal nikah beda agama. Ini karena sebelum pernikahan harus
dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon
mempelai tidak beragama Hindu, ia wajib disucikan sebagai penganut agama
Hindu, kalau tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan
perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam seloka V-89 Kitab
Manawadharmasastra.

Seiring dengan perkembangan zaman, Agama Hindu mulai mengalami
dinamika baru dengan kehadiran Swami Vivekananda.Upaya kontekstualisasi pun
diupayakan. Dalam perkawinan menurut agama Hindu yang kontekstual ini tidak
dikenal istilah “menikahkan”, sehingga tidak dikenal istilah “penghulu” seperti
dalam Islam.

Kehadiran Pedande atau pemuka agama Hindu hanya sebagai pelengkap
upacara ritual yang bukan merupakan sebuah syarat. Perkawinan cukup dilakukan
di antara keluarga. Jadi tidak dikenal peresmian.

Perkawinan beda agama, antara pasangan yang berbeda agama, bukan
sesuatu yang bermasalah, setidaknya dalam pandangan kontekstual tentang Hindu
ini. Kalau memang pasangan nikah beda agama itu sudah saling memahami dan
meyakini bahwa perkawinan ini sudah merupakan dharma (the way of life) yang

harus mereka jalani di dunia ini, pernikahan mereka akan diberi jalan sesuai
dengan istadevata dan adikara mereka.>*

4.5. Pandangan Agama Budha

Pendapat Sangha Agung Indoensia, perkawinan beda agama yang
melibatkan penganut agama Budha dan penganut non Budha diperbolehkan,
asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha. Meskipun

calon mempelainya yang bukan Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama

34 Monib, op.cit, hal 119
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Budha terlebih dahulu. Tapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai
diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”.*®

Dalam pandangan Biksu Prajnavira Mahastavira, sesuai dengan ajaran
Budha yang universal, perkawinan adalah sebuah dharma. Yang paling
diutamakan adalah agar perkawinan tidak lepas dari ajaran moral.*® Dengan
demikian, pemberkatan diperlukan untuk kedua mempelai. Karena pemberkatan
sangat diperlukan, agama kedua mempelai harus sama.

Pengalaman biksu dari Budha aliran Mahayana ini banyak terjadi kasus
pernikahan beda agamayang melibatkan penganut Budha. Biksu Prajnavira
melihat hal itu sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak melanggar dharma, dan
tidak menyimpang dari norma dan moral. “Jadi tidak tertutup rapat ketika masing-
masing keluarga sudah saling sepakat dan menyetujui”, ujarnya.

Biku atau Biksu hanya memberkati. Sementara yang meresmikan
pernikahan tersebut adalah keluarga masing-masing yang diwakilkan kepada
seorang dharmaduta, yakni orang yang diangkat oleh Biku atau Biksu untuk
meresmikan pernikahan.

Perkawinan beda agama menurut agama di Indonesia pada dasarnya tidak
diperbolehkan, tetapi perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan memenuhi
syarat-syarat yang diatur oleh agama masing-masing. Hal ini pada dasarnya
berangkat dari kemaslahatan umat manusia, yakni untuk menjamin kelangsungan
keturunan umat manusia.

Perkawinan beda agama pada kenyataannya masih menimbulkan pro dan
kontra. Terutama perkawinan beda agama antara calon mempelai beragama Islam
dan yang satunya beragama non Islam. Hal ini disebabkan selain para ulama dan
pakar Islam masih belum satu suara juga dalam hal pencatatan perkawinan pun
melibatkan lembaga yang berbeda. Sampai saat ini perkawinan beda belum ada
pengaturannya.

Jadi masing-masing pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan

perkawinan beda agama pun menempuh cara yang berlainan dengan

%5 Eoh, op.cit, hal. 125

% Monib , Op.cit, hal 120
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menggunakan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan yang ada di Indonesia.

B. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan
di Indonesia
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disingkat  Undang-undang
Perkawinan/UUP). Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk
inplementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksanaannya dan dinyatakan efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.
Undang-undang Perkawinan merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur
soal perkawinan secara nasional. Sebelumnya mengenai perkawinan dan segala
yang berkaitan dengannya diatur melalui beragam hukum, yaitu:
1. Hukum Adat bagi warga Indonesia asli
2. Hukum Islam bagi warga Indonesia yang beragama Islam
3. Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda tentang Perkawinan Indonesia
Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S. 9133 No.74) bagi
warga Indoensia beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) bagi warga Indonesia
keturunan Eropa dan Cina
5. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken

S. 1898 No.158) bagi perkawinan campuran.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini bertujuan untuk
unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan. Hukum adalah aturan-aturan
normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tumbuh dari kesadaran
masyarakat yang membutuhkan aturan-aturan bersama. Hukum selalu mengadopsi
nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai
adat, tradisi dan agama.

Sejak UUP efektif diberlakukan pada tahun 1975, sejumlah persoalan

muncul, diantaranya berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama. Di dalam
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Pasal 2 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini dapat
dilaksanakan apabila kedua mempelai memeluk agama yang sama.

Kalau ke dua mempelai berbeda agama, bisa saja salah satunya sementara
mengikuti agama yang lain dan kemudian kembali ke agamanya semula setelah
perkawinan terlaksana. Sebab UUP secara normatif tidak mengakomodasi jenis
perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda.

Dalam Pasal 2 ayat 2 UUP dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peran
pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah atau hanya mengatur aspek
administratif perkawinan. Tetapi dalam praktiknya, kedua ayat tersebut dalam
Pasal 2 UUP tersebut berlaku secara kumulatif. Kedua-duanya harus diterapkan
bagi persyaratan sahnya perkawinan.

Akibatnya apabila perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan
agama tertentu, kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang,
maka perkawinan belum dianggap sah oleh Negara. Sahnya suatu perkawinan
secara yuridis dibuktikan melalui buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor
pemerintah yang berwenang. Untuk yang beragama Islam adalah Kantor Urusan
Agama, sedangkan yang di luar agama Islam adalah Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (selanjutnya disingkat DKCS/Kantor Catatan Sipil).

Apabila kedua ayat dalam Pasal 2 UUP tidak dilakukan, maka akap
menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang beragam. Misalnya, anak-anak
yang dilahirkan bukan keturunan yang sah dari pasangan suami isteri tersebut,
Suami isteri pun akan mengalami kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan

yang timbul dari perkawinan.
Dari isi Pasal 2 UUP tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan

mengenai perkawinan bagi calon suami isteri yang berbeda agama. Sehingga bagi
pasangan yang berbeda agama harus mencari jalan keluarnya sehingga mereka
tetap bisa melangsungkan perkawinannya dan tentunya diakui secara sah oleh
agama dan negara. Solusi untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah

sebagai berikut:
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1. Pasangan yang berbeda agama, salah satu calon mempelainya melakukan
pemilihan agama, sehingga pada saat dilangsungkan perkawinan menjadi
seagama. maka tidak ada alasan lagi untuk dilangsungkan perkawinan bagi
mereka.

2. Pasangan calon mempelai melangsungkan perkawinan beda agama di luar
negara Indonesia. Setelah itu pasangan tersebut melaporkan dan
mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Indonesia.

3. Pasangan calon mempelai melakukan perkawinan beda agama dengan
fasilitator yang memahami bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan.,
Untuk yang melalui fasilitator ini adalah pasangan calon mempelai yang
salah satunya beragama Islam. Perkawinan dilangsungkan dengan dua
tatacara dan hukum agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-
masing calon mempelai. Pertama dengan tatacara dan hukum agama Islam
kemudian dengan tatacara dan hukum selain Islam.”’

4. Pasangan calon mempelai, salah satu pasangan melakukan penundukan
diri pada hukum yang berlaku bagi pasangan lainnya dan kemudian
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melangsungkan
dan mencatatkan perkawinan beda agama mereka di Kantor Catatan Sipil.
Hal tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1986. Karena setelah itu
Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan setelah perkawinan
dilangsungkan menurut tatacara dan hukum agamanya dan
kepercayaannya.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a), perkawinan berdasarkan
Penetapan Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sehingga
dengan dikeluarkannya peraturan ini ada kemungkinan terjadinya
perkawinan beda agama dengan melakukan permohonan kepada

Pengadilan Negeri untuk dapat melangsungkan dan mencatatkan

perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.

37 Hasil wawancara dengan Pasangan Beda Agama yang melangsungkan perkawinannya
difasilitasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina, 25 Juni 2009.
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Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yang

diantaranya dimuat dalam:
1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan persamaan kedudukan

dalam hukum, tidak memandang status sosial, agama dan suku
bangsanya, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk menikah
dengan sesama warga negara meskipun berlainan agama.

2. Pasal 29 UUD 1945 yang memberikan kemerdekaan bagi seluruh
rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai
dengan keyakinan masing-masing.

3. Dimana dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Setiap orang berhak
membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah.”
Sedangkan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Hak Asasi Manusia

menyebutkan :
“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas

calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.”

UUP ini adalah suatu perangkat hukum, tapi UUP ini bukanlah produk
final, melainkan suatu langkah awal yang masih perlu penyempurnaan. Oleh
karena itu, dalam era reformasi sekarang, sesuai dengan prinsip bahwa undang-
undang tidak mungkin lengkap, sudah sepatutnya dilakukan peninjauan kembali

terhadap UUP tersebut agar tetap relevan dengan tuntutan zaman.
Hukum positif yang dibuat oleh pemerintah berlaku bagi semua warga

negara dengan demikian semua warga negara harus mentaati hukum yang
diberlakukan kepadanya. Akan tetapi apabila belum ada aturan yang pasti
seharusnya; pemerintah dengan segera membuat aturan yang dibutuhkan oleh
warga negaranya. ,

Dengan demikian sebelum adanya perubaihan terhadap UUP ini dan
pengaturan perkawinan beda agama secara khusus, solusi bagi pernikahan agama

dapat diakomodir dengan melihat Pasal 66 UUP di Bagian Ketentuan Penutup,

menyatakan :
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e

“Untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-
undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia
Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S. 1933 No. 74
(HOCI)), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde
Huwelijken S. 1898 No. 158 (GHR)) dan peraturan-peraturan lain yang

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini,
dinyatakan tidak berlaku.”

Karena perkawinan beda agama belum diatur secara tegas dalam UUP,
maka berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal
66 UUP, dimana selama belum ada peraturan baru yang mengatur segala
sesuatunya, maka peraturan lama masih dapat diberlakukan. Dengan demikian
KUHPerdata, HOCI dan GHR adalah merupakan solusi bagi calon snami dan
calon isteri yang menganut agama berbeda yang ingin melangsungkan perkawinan
pada saat ini.

Undang-undang Perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain itu harus
dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini. UUP ini
telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan agama dan
kepercayaan. Tetapi UUP belum mengatur apa yang menjadi kenyataan hidup
dalam masyarakat dewasa ini, yaitu perkawinan beda agama, Untuk itu

pemerintah harus memikirkan dan segera melakukan perubahan terhadap UUP ini

2. Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1400 K/Pdt/1986
Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang

menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri
merupakan larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar
1945 Pasal 27. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak
asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan
selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan

larangan untuk perkawinan. Maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-
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undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara, kemerdekaan bagi setiap
warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Perumusan dari Pasal 2 ayat (1) UUP diatur bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaannya, Tidak
ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini
hanya mengatur pasangan mempelai yang seagama. Apabila terjadi perkawinan
beda agama. Hukum dan tatacara agama apa yang akan dipergunakan oleh kedua
mempelai untuk melangsungkan perkawinannya. Sedangkan UUP tidak memuat
ketentuan perkawinan beda agama dan juga tidak melarang perkawinan beda
agama.

Pada tanggal 20 Januari 1989 Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan
Mahkamah Agung (MA) No. 1400 K/Pdt/1986, yang menyatakan bahwa Pasal 60
UUP yang di rmajuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Sipil DKI Jakarta
untuk menolak perkawinan beda agama adalah keliru. Menurut Keputusan MA
bahwa Pasal 60 UUP haruslah dihubungkan dengan Pasal 57, 58 dan 59 UUP.
Dimana dalam Pasal 57, 58, 59 dan 60 UUP mengatur mengenai perkawinan
campuran. Pengertian perkawinan campuran di sini adalah perkawinan antara
calon suami dan calon isteri yang berbeda kewarganegaraan bukan berbeda
agama, dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

Di samping itu dalam Keputusan MA tersebut menyatakan dengan tegas
bahwa ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campuran sebelum berlakunya
UUP, seperti Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde
Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen
(Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S.1933 No. 74), kedua ordonansi
tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun

falsafah yang amat lebar dengan UUP.
UUP menganut asas perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini sesuai dengan
falsafah negara yaitu Pancasila. Perkawinan tidak dilihat dari hubungan perdata
saja tapi juga dari hubungan agama. Sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. HOCI dan GHR hanya

memandang perkawinan dalam hubungan perdata saja.
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Perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan dan kenyataan
ada terjadi perkawinan beda agama antara calom suami dan calon isteri. MA
berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan kalau karenanya terjadi kekosongan
hukum, maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan
tidak terpecahkan secara hukum. Dengan membiarkan masalah berlarut-larut pasti
akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat
maupun beragama, berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial
maupun agama dan/atau hukum positif.

Keputusan MA ini membenarkan penolakan KUA meski alasan tidak
dapat dibenarkan. KUA menolak atas dasar bahwa KUA hanya menikahkan
pasangan yang seagama, yaitu yang beragama Islam. Jadi yang memungkinkan
menikahkan pasangan beda agama satu-satunya adalah DKCS. Persoalannya,
bagaimana caranya?

MA berpendapat, dengan mengajukan permohonan untuk melangsungkan
perkawinan kepada DKCS, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk
melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, harus ditafsirkan pula dengan
diajukan permohonan itu, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status
agamanya. Pasal 8 sub f menyatakan: “mempunyai hubungan yang oleh agamanya
atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Oleh karena itu Pasal 8 sub f UUP bukan merupakan halangan lagi untuk
melangsungkan perkawinan yang dikehendaki. Dalam hal demikian DKCS
sebagai instansi satu-satunya yang berwenang wajib menerima permohonan
tersebut dan membantu melangsungkan perkawinan antara calon suami atau calon
isteri yang salah satunya beragama Islam,

Jadi Keputusan MA diambil bukan karena adanya perbedaan atau benturan
yang dianggap mengganggu stelsel hukum. Dengan demikian Keputusan MA No.
1400/K/Pdt/1986 adalah solusi bagi pasangan yang beda agama dan dapat
dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dapat menjadi rujukan hukum bagi
pasangan yang nikah beda agama.
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3 . INPRES Nomor 1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 1
Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat KHI)
dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para
hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI sesungguhnya
merupakan respon permerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di
masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus
yang sama. Keragaman ini adalah akibat beragamnya sumber pengambilan hukum
yang berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan
suatu perkara,

Ada tiga tujuahn pokok KHI, yaitu :**
1. merumuskan secara sistematis dan konkret hukum Islam di Indonesia
2. membangun landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Pengadilan
Agama yang berwawasan nasional
3. serta menegakkan kepastian hukum yang lebih seragam.

KHI ini berfungsi sebagai pedoman hakim dilingkungan pengadilan agama

dan juga sekaligus pegangan hukum Islam bagi masyarakat.
Berkaitan dengan perkawinan beda agama, di dalam KHI diatur pada:

1. Pasal 40 huruf c : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

2. Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan

perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Dalam KHI jelas dinyatakan bahwa baik seorang laki-laki muslim dan seorang
perempuan muslimah dilarang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang
non muslim. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi

pasangan yang akan melangsungkan suatu perkawinan.

% Monib, Op.cit, hal 150
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KHI jelas-jelas Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama. Tetapi
masih ada terdapat pakar Islam yang membolehkan perkawinan beda agama
dengan berdasarkan pada hukum yang ditafsirkan oleh mereka bahwa dalam Al
Qur’an dan Hadist tidak ada teks yang menyatakan bahwa perkawinan agama
diharamkan.

Selain itu mempertimbangkan juga mengenai mashlahat dan
mudharatnya®®. Apabila lebih banyak kebaikan yang akan timbul maka halangan
berbeda agama tidak boleh dijadikan sebagai penghalang perkawinan, Tentunya
perbedaan KHI dan para pakar Islam atau ulama yang meyakini bahwa
perkawinan beda agama tidak diharamkan akan membingungkan bagi umat Islam.
Selain itu dapat menjadi celah atau peluang untuk melangsungkan perkawinan
beda agama antara pasangan calon Islam dan calon non Islam karena adanya

ulama dan pakar Islam yang menafsitkan bahwa perkawinan beda agama
diperbolehkan.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUT) 1980/2005

Persoalan perkawinan beda agama sudah sejak lama disikapi oleh Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Lembaga keagamaan Islam ini sudah mengeluarkan
fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dengan kata
lain terlarang untuk dilakukan oleh umat Islam, tak terkecuali antara laki-laki
Islam dengan perempuan nonmuslin.

Fatwa larangan Nikah Beda agama atau perkawinan beda agama ini
kembali diangkat ke publik pada Juli 2005. Meski MUI mengeluarkan fatwa
larangan perkawinan beda agama pada kenyataannya umat Islam sendiri ada yang
tidak sependapat dengan fatwa tersebut. Baik itu dari kalangan ulama, agamawan,
akademisi maupun pemimpin lembaga keagamaan Islam.

Meskipun MUI mengeluarkan fatwa larangan perkawinan beda agama,

pada kenyataannya terjadi perkawinan antara pasangan muslim dan non muslim.

3 Mudharat adalah yang bersifat merugikan, tidak menguntungkan, tidak mendatangkan

kebaikan. (Amran YS Chaniago, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” Bandung:Pustaka
Setia.2006)
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Secara hukum positif dan hukum Islam fatwa MUI tidak memiliki kekuatan yang
mengikat, dengan demikian dapat dikatakan fatwa MUI hanya sebatas himbauan
semata. Bagi yang sependapat silahkan ikuti, yang tidak sependapat boleh
mengabaikan.

C. Pencatatan Perkawinan

Ketentuan mengenai adanya suatu peristiwa hukum seperti nikah, talak
(cerai) dan rujuk dengan akibat hukumnya adalah penting baik bagi yang
bersangkutan sendiri atau bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakan
pencatatan resmi oleh pemerintah,

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUP, dimana setiap perkawinan
harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) UUP ini satu
kesatuan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Dimana setiap perkawinan harus
berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing calon suami isteri. Setelah
sah menurut agama dan kepercayaannya maka harus segera dicatatkan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Tidak boleh suatu perkawinan hanya dicatatkan
saja tanpa terlebih dahulu disahkan oleh agama dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UUP, apabila calon suami isteri beragama Islam perkawinannya
dilangsungkan dan setelah itu dicatatkan pada pegawai Kantor Urusan Agama dan
calon suami isteri beragama non Islam perkawinannya dicatatkan pada pegawai
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dimana pencatatan perkawinan beda agama? Bagi mereka yang berlainan
agama tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia sekarang ini.

1. Kantor Urusan Agama

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disingkat PP No.9
Tahun 1975) yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1):

“pencatatan  perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
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tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak
dan rujuk dan ditegaskan pula dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Agama

Nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan
bahwa :

“Pencatatan  perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama
Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan
sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan
mengenai pencatatan perkawinan,”

Pencatatan bagi mereka yang selain beragama Islam dilakukan oleh
pegawai pencatat perkawinan pada Kantor DKCS. Dengan demikian pegawai
pencatat nikah negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9
Tahun 1975 adalah Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mereka pasangan yang
beragama Islam dan Kantor DKCS bagi mereka calon pasangan selain beragama
Islam. KUA hanya menikahkan bagi mereka yang seagama dan beragama Islam
dengan tidak ada kecualinya.

Pada prinsipnya KUA berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islan, dimana
dalam Pasal 40 jucto 41 KHI termaktub bahwa baik laki-laki maupun perempuan
yang beragama Islam dilarang menikah dengan pasangan yang tidak beragama
Islam. Selain itu dengan tegas dalam UUP, sahnya perkawinan adalah menurut

hukum dan tatacara agama dan kepercayaannya. Dengan demikian pasangan calon

mempelai haruslah seagama.

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kantor Catatan Sipil bermula dari adanya istilah Pegawai Catatan Sipil
yang diberi wewenang melaksanakan pendaftaran dan pencatatan berupa Akta
untuk peristiwa-peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang

dialami oleh penduduk.*Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudhar Indopa,

% Sudhar Indopa, “Catatan Sipil Jakarta”,(Makalah Internal; 1999)
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Kepala Sub Bagian Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Propinsi DKI Jakarta bahwa tugas, wewenang dan fungsi catatan sipil dalam hal

pencatatan perkawinan dibagi dalam 3 periode 4

1.

Sebelum berlakunya UUP sampai dengan Tahun 1966

Pada kurun periode ini tidak ada hal yang mendasar untuk fungsi dari
Kantor Catatan Sipil. Dimana fungsinya masih sebagai pencatat peristiwa
terjadinya perkawinan untuk semua golongan penduduk tanpa melihat

agama. Jadi hanya dari segi perdatanya saja.

Periode Tahun1966 — 1983
Dikeluarkannya Intruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/66 yang
memuat beberapa hal pokok, yaitu :

a. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil
yang bersifat Nasional, tidak menggunakan penggolongan-
penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163
LS (“Eropeonen”, Vreemde Oosterling” Inlander"),, pada Kantor
Catatan Slpil di seluruh Indonesia.

b. Untuk selanjutnya Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi
seluruh penduduk Indonesia dan hanya antara Warga Negara
Indonesia dan Orang Asing.

¢. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas (a dan b) tidak mengurangi
berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan

dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya.

Sejak berlakunya efektif UUP, Undang-undang tersebut
memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil khususnya untuk
mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan oleh hukum dan tata cara
Agama non Islam. Untuk yang beragama Islam dicatatkan oleh Kantor
Urusan Agama (berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
tentang Nikah, Talak dan Rujuk). Meskipun dalam UUP berlaku untuk

unifikasi hukum. Dimana diatur bahwa sahnya perkawinan harus

%1 Subdar Indopa, Hasil Wawancara,Jakarta:3 Juni 2009.
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berdasarkan agama dan kepercayaan. Pada prakteknya masih

menimbulkan permasalahan, khususnya untuk mencatatkan perkawinan
beda agama.

Periode Tahun 1983 - 1998

Berkenaan dengan pelaksanaan UUP, kenyataannya belum
langsung merubah tatacara pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan
Sipil. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan dalam penafsiran
khususnya pada Pasal 66 UUP, dimana pasal menyatakan segala bentuk
peraturan dan perundang-undangan mengenai perkawinan sepanjang sudah
diatur oleh UUP tidak berlaku lagi.

Pada prakteknya Kantor Catatan Sipil masih memberlakukan
KUHPerdata tentang perkawinan, GHR dan HOCI. Kantor Catatan Sipil
tetap melangsungkan perkawinan tanpa terlebih dahulu adanya syarat
sahnya perkawinan berdasarkan tatacara agama. Menganggap Perkawinan
agama adalah urusan masing-masing mempelai sendiri yang terpisah
dengan urusan pencatatan sipil. Jadi melihat perkawinan hanya dari sisi
Perdatanya saja.

Terhadap perkawinan beda agama pun, Kantor Catatan Sipil tidak
menjadi masalah untuk mencatatnya. Apabila salah satu mempelainya
beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil melakukan upaya hukum
untuk memungkinkan agar mempelai yang beragama Islam tersebut dapat
didaftar. Menganjurkan kepada mempelai untuk mengajukan permohonan
penundukan diri pada hukum Perdata Barat kepada Pengadilan Negeri
setempat. Setelah adanya keputusan pengadilan negeri mengenai
penundukan diri tersebut, barulah Kantor Catatan Sipil mendaftarkan
perkawinan tersebut pada Daftar Perkawinan Staatsblad 1849 (Golongan
Eropa). Hal ini berpedoman pada Pasal 66 UUP dengan anggapan bahwa
perkawinan beda agama tidak diatur oleh UUP. Keadaan ini berlanjut terus
sampai dengan tahun 1986.

Pada tahun 1986 terjadi perkawinan artis yang berbeda agama
antara Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lydia Kandau yang
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beragama Nasrani. Perkawinan mereka telah memancing timbulnya opini

masyarakat yang menentang praktek Kantor Catatan Sipil yang mencatat

perkawinan beda agama. Selain terbentuknya opini masyarakat juga

menimbulkan perbedaan pendapat anatara pakar-pakar hukum di

Indonesia.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa dari Pasal 66 UUP
memungkinkan diberlakukan GHR karena UUP Dbelum mengatur
perkawinan campuran yang berbeda agama. Sedangkan Bismar Siregar
berpendapat, bahwa UUP jelas mengatur suatu perkawinan itu
dilangsungkan menurut hukum dan tatacara agama, baru kemudian dicatat
oleh lembaga yang berwenang, yaitu KUA untuk yang beragama Islam
dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non Islam. Untuk
mengatasi polemik ini, kemudian Kantor Catatan Sipil melalui koordinasi
Antar instansi terkait, antara lain Kantor Wilayah Departemen Agama,
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BAIS-ABRI, BAKIN, Laksusda Jaya,
Polda Metro Jaya, Biro Hukum DKI membuat kebijakan antara lain
dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi
DKI Jakarta yang pokoknya berisi:

a. Laki-laki  yang Dberagama Islam yang akan melangsungkan
perkawinannya dengan perempuan non Islam dicatat perkawinannya di
Kantor Urusan Agama.

b. Perempuan yang beragama Islam yang akan melangsungkan
perkawinannya dengan Laki-laki non Islam dapat dicatatkan
perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta setelah

mendapat izin dari Pengadilan Negeri.
Pada kenyataanya keputusan tersebut tidak berhasil menyelesaikan

permasalahan yang ada.

Pada akhir tahun 1988 terjadi pergantian pimpinan Kantor Catatan
Sipil Propinsi DKI Jakarta. Pimpinan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI
Jakarta yang baru, yaitu Harmani Arioso, dimana beliau kemudian
membuat suatu Keputusan yang pada intinya mengintruksikan kepada

seluruh jajarannya agar dalam melaksanakan pencatatan perkawinan di
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Kantor Catatan Sipil hanya melayani perkawinan yang telah disahkan dan
dilakasanakan menurut hukum dan tatacara satu agama. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa sejak keluarnya intruksi ini, Kantor Catatan Sipil

hanya mencatatkan perkawinan yang telah sah dilangsungkan menurut
hukum dan tatacara agama.

Kesimpulannya untuk saat ini Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan
perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya sesuai yang diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini menutup kemungkinan bagi pasangan yang
berbeda agama melangsungkan perkawinan di Indonesia. Pada kenyataannya
sekarang ini solusi bagi pasangan beda agama yang ingin menikah, mereka
melakukan perkawinan di luar Indonesia, dan kemudian perkawinan tersebut
dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia.

3. Pencatatan Perkawinan bagi Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan.
Undang-undang Perkawinan hanya mengatur mengenai Perkawinan Campuran.
Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan
antara yang berbeda kewarganegaraan salah satunya warga negara Indonesia.
Apabila terjadi perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut di catat?
Apakah Kantor Urusan Agama atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil?

Sebelum diberlakukannya UUP, perkawinan beda agama termasuk dalam
perkawinan campuran. Dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (2) GHR.
Perkawinannya dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi calon suami.
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 GHR. Dengan demikian calon isteri karena
perkawinan campuran akan tunduk pada hukum suaminya baik hukum perdata
maupun hukum publik. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 GHR, yaitu: “Isteri yang
melakukan perkawinan campuran, selama dalam perkawinannya mengikuti
kedudukan suaminya dalam hukum publik dan hukum perdata”

Perkawinan beda agama selain diatur dalam GHR juga diatur dalam
HOCI. Dalam Pasal 75 HOCI berlaku ketentuan bahwa laki-laki Indonesia bukan
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Nasrani, khususnya berlaku pula untuk laki-laki beragama Islam dapat melakukan

pilihan hukum ketika akan mengawini perempuan Indonesia Nasrani.

(1)Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang perempuan
Kristen atas permohonan kedua suami-istri dapat dilaksanakan dengan
memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-
ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk

orang-orang Indonesia-Kristen.
(2) Perkawinan suami-istri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh ordonansi

mu.

Dalam ketentuan Pasal 73 HOCI :

“()(s.d.u. dg. S. 1936-247, 607.) Bila salah seorang dari antara suami-istri
sebelum atau sesudah mulai berlakunya ordonansi ini, setelah
pelaksanaan perkawinan, berpindah kepada agama Kristen, suami-istri
itu dapat bersama-sama mohon kepada pengadilan negeri untuk
menentukan dengan keputusan hakim, bahwa perkawinan itu untuk
selanjutnya akan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan ordonansi ini.

(2) Pengadilan negeri mengadakan pemeriksaan yang olehnya dianggap
perlu, dan bila baginya telah nyata bahwa perkawinan itu memenuhi
persyaratan-persyaratan yang diadakan oleh Pasal 2 sampai dengan 7,
menyatakan dalam instansi tertinggi bahwa perkawinan itu terhitung dari
tanggal pendaftaran aktanya akan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan

ordonansi ini. ,
(3) Sebuah salinan surat keputusan hakim itu oleh suami-istri disampaikan

kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah seorang dari suami-istri
itu, yang menanganinya seperti yang diperintahkan dalam Pasal 58
’ Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.”

Menetapkan bahwa bagi pasangan calon suami isteri dapat mengajukan
permohonan kepada pengadilan negeri supaya perkawinan mereka diatur oleh
HOCI apabila salah seorang dari mereka beragama Nasrani. Dari kedua pasal
tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dicatatkan
perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil.

Efektif sejak diberlakukannya UUP tanggal 1 Oktober 1975 dan
bersamaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan, dimana perkawinan beda
agama tidak diperbolehkan artinya kedua mempelai harus seagama. Hal ini
tercermin di dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf (f) UUP. Kecuali dalam
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kasus tertentu dan pengadilan negeri mengabulkan permohonan calon mempelai
untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Setelah UUP efektif dan disusul dengan keluamya peraturan-peraturan
seperti: Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban
Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975 Tentang Pencatatan
Perkawinan dan Perceraian Pada Kantor Catatan Sipil. Peraturan tersebut
menguatkan mengenai dilarangnya perkawinan beda agama.

Kantor Catatan Sipil pada tahun 1986, melalui Keputusan Kepala Kantor
Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 2185/-1.755.2/08/1986 tentang
Petunjuk Penyelesaian Pelaksana Perkawinan “Antar Agama” pada Kantor
Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Agustus 1986 yang memutuskan
antara lain Laki-laki beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan
dengan perempuan non Islam dicatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama,
sedangkan perempuan yang beragama Islam yang akan melangsungkan
perkawinan dengan Laki-laki non Islam dapat dicatat perkawinannya pada Kantor
Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

Prakteknya Kantor Catatan Sipil sampai dengan tahun 1988 perkawinan
beda agama dicatatkan di Kantor Catatan Sipil berlandaskan pada Pasal 66 UUP.
Dimana perkawinan beda agama belum diatur dalam UUP, sehingga GHR dan
HOCI dijadikan dasar oleh Kantor Catatan Sipil untuk menerima pencatatan bagi

perkawinan beda agama.

Adapun proses pelaksanaan perkawinan beda agama yang salah satunya
mempelai beragama Islam adalah sebagai berikut ;2

1. Mengajukan permohonan kepada Kantor Catatan Sipil untuk
dinikahkan dan dicatatkan perkawinannya. Sementara Kantor Catatan
Sipil akan membuat penolakan kepada yang bersangkutan untuk
melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

2. Kantor Catatan Sipil membuat surat permohonan izin kepada BP4

(Badan Penyelesain Permasalahan Perkawinan dan Perceraian) dan

2 Nababan. Kepala Arsip Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hasil Wawancara,
Jakarta:9 Juni 2009
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KUA untuk memberikan nasihat perkawinan mereka. Biasanya BP4
dan KUA akan menolak memberikan izin untuk melangsungkan
perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.

3. Kemudian Kantor Catatan Sipil membuat surat keterangan agar
mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan
Pengadilan Agama biasanya menolak mereka untuk melangsungkan
perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

4. Akhimya permohonan izin nikah diajukan ke Pengadilan Negeri yang
pada umumnya mengabulkan permohonan tersebut dan
memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan
mereka. Atas izin dari Pengadilan Negeri ini Kantor Catatan Sipil
melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

Tindakan Kantor Catatan Sipil ini menimbulkan reaksi dan sorotan
terutama dari MUI DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Departemen Agama DKI
Jakarta yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta yang
memfasilitasi dan melakukan perkawinan beda agama tidaklah tepat dan
berwenang. Keluarlah Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI
Jakarta yang melarang semua pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melakukan
pencatatan perkawinan beda agama sebelum disahkan oleh agamanya.

Saat ini Kantor Catatan Sipil hanya menerima pelaporan dan pencatatan
perkawinan beda agama apabila perkawinannya dilangsungkan diluar negara
Indonesia. Perkawinan beda agama akan dicatatkan apabila sudah terlebih dahulu
dilakukan dengan hukum dan tatacara agamanya dengan kata lain sudah sah
menurut hukum agama.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependuduk;m, dimana dalam Pasal 35 huruf (a) diatur mengenai
pencatatan perkawinan dapat pula berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan. Ditegaskan dalam penjelasan Undnag-undang No. 23 Tahun 2006
tersebut bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan Antar umat yang berbeda agama.
Ini dapat diartikan apabila ada pasangan calon mempelai berbeda agama dengan
membuat Akta Pernyataan Penundukan diri pada BW/KUHP (Oleh Calon Suami
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Muslim) pada perkawinan dan kemudian pasangan tersebut mengajukan
permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia kepada
Pengadilan Negeri. Kemudian Pengadilan Negeri menerima permohonan tersebut,

maka Kantor Catatan Sipil tidak boleh menolaknya untuk melakukan pencatatan
perkawinan tersebut.

D. Notaris

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem,
sekretaris dari College van Schenpenen di Jakarta pada tanggal 27 agustus 1620.
Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan
adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya.*

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang
selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 1869. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari
Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66
pasal. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris, maka diletakkanlah
dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.**Peraturan Jabatan
Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-Undang
Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN).

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, terjadi
kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri
Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-
kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum
(biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu,
mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.*

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di
Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di

fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat,

43 G.H.S. Lumban Tobing,S.H. Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983),
Cet.3, hal.15

* Ibid, hal.20
5 Notaris, hetp:/id.wikipedia.org/wiki/Notaris, 25 April 2008
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sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak
dil) yang memberikan gelar sarjana hukum (bukan CN — candidate notaris/calon
notaris) pada lulusannya.*

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2000 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini
mengubah program studi spesialis notaris menjadi program magister yang bersifat

keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.*’

1. Pengertian Notaris

Profesi Notaris”dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa Roma kuno,
dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu,
mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian
menjadi istilah/tite]l bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris
adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif
ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi mandiri, sehingga apabila
ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi
dapat dianggap mandiri. Posisi mandiri tersebut, notaris diharapkan untuk
memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan
notaris atas permintaan kliennya. Dalan hal melakukan tindakan hukum untuk
kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah
untuk mencegah terjadinya masalah.

Jadi pengertian Notaris sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu:
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.”

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan
hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang
membituhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau
perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini yang diangkat sebagai Notaris harus

mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut,

5 Ibid
7 Ibid
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masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas

jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris
tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dengan demikian
Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai karakteristik, yaitu:*®

a.

Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris,
artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang
mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Sehingga segala hal yang
berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suvatu lembaga yang diciptakan oleh
Negara . Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu
bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum
untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta

bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan
hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik,
dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan
demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan
diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai
perbuatan  melanggar wewenang, Wewenang Notaris hanya

dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1). (2) dan (3) UUJN.

Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.
Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan
oleh Pemerintah, dalam hal ini manteri yang membidangi kenotariatan

(sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUJN). Saat ini menteri yang
berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“® Habib Adjie,DR.,SH.,M.Hum, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU
No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabtan Notaris, (Bandung: PT.Refika Aditama,2008),Cet.|, hal.14-15,
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Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh

pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang

mengangkatnya, yaitu pemerintah.
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai berikut :

1.

Bersifat mandiri (autonomous),

tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti
dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh
pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Tidak memihak siapapun (impartial),
Netral, tidak memihak pada satu pihak.

Jujur
tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.

Amanah, _
Dapat dipercaya dalam melaksanakan  tugasnya yaitu

melaksanakan keinginan dan perintah dari para pihak/orang yang
menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya

dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya
pada akhir akta.

Seksama/cermat.
Berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak

merugikan para pihak.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi

tidak menerima gaji , pensiun dari pemerintah. Notaris hanya

menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau
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dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak
mampu.®®

Imbal jasa notaris berupa honorarium mengandung perngertian balas
jasa dari para klien notaris yang telah mendapatkan pelayanan jasa
hukum dalam bidang perdata. Meskipun Notaris dalam menjalankan
tugas jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi
tidak mendapat gaji atau uang pensiun dari pemerintah. Sehingga
orang yang telah memakai jasa Notaris wajib membayar honorarium
kepada Notaris, tetapi apabila tidak mampu Notaris wajib memberikan

pelayanan cuma-cuma.

Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarkat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang
memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum
perdata. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani
masyarakat. Masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata dan
menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat
dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal

ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2. Eksistensi Notaris di Indonesia

Wewenang utama Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta
otentik. Yang dimaksud dengan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal
1868 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik
ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat

oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat
dimana akta dibuatnya.”

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan suatu akta dikatakan akta
otentik meliputi :

1.

Bentuknya ditentukan oleh undang-undang;

4 Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
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2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang’

3. Ditempat atau wilayah dimana akta tersebut dibuat.

Untuk melaksanakan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut diatas maka harus
dibuat peraturan perundang-undangan yang menunjuk para pejabat umum yang
berwenang membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris ditunjuk sebagai
pejabat umum untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan

Notaris.>°

Pasal 1 PJN :

”Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan
grosse, salinan dan kutipannya, ssmuanya sepanjang pembuatan akta itu
oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat atau orang lain.”

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, dinyatakan sebagai berikut :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.”

Oleh karena itu Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang
umum untuk membuat akta otentik kecuali dikecualikan oleh peraturan
perundang-undangan bahwa pejabat lain yang berwenang untuk membuat suatu
akta otentik. Dalam Pasal 4 KUHPerdata dinyatakan bahwa akta kelahiran, akta
kematian, akta perkawinan, akta perceraian, izin kawin yang berwenang
membuat adalah pegawai kantor Catatan Sipil.

Pembuatan akta yang dimaksud di dalam Pasal 4 KUHPerdata adalah
wewenang dari pegawai Kantor Catatan Sipil. Sedangkan Akta otentik yang dapat

5° Lumban Tobing, op.cit. hal. 33
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dibuat oleh Notaris sepanjang dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan
sepanjang mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan serta terbatas
dalam pembuatan akta dalam bidang hukum perdata.’'

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang
sejanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan
ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan
Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan Jabatan Notaris ini masih berlaku
sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.

Menurut pengertian Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dalam Pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-

undang ini.”

Istilah pejabat adalah sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan
(unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.’’Sedangkan istilah
Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenaren yang
terdapat dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW), Pasal 1 PIN>’, Pasal 1 angka
1 UUJN.*

Sesuai kutipan dari Habib Adjie, dalam bukunyass, menurut kamus hukum
salah satu arti dari Ambtenaren adalah Pejabat. Dengan demikian Openbare
Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan
kepentingan masyarakat. Sehingga Openbare Ambtenaren diartikan sebagai
Pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani
kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

5Y Ibid. hal. 39

52 Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994), hal. 543.

> Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikenhendaki untuk
dinyatkan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan
memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu
peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

5 Adjie, Op.cit, hal.12.

5% Ibid. hal. 13.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat
Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris
saja karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat
Lelang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum juga.

Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang
hukum keperdataan dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan akta merupakan formulasi
keinginan dan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang
dibuat dan dihadapan Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam UUJN.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam arti kewenangan yang
ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang
kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam
membuat akta otentik, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

Notaris dalam menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang
hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau
dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai alat bukti
yang sempurna. Otentisitas akta notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta
yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum. Dengan segala
kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris bersifat
otentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh
karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud
dalam Pasal 1868 KUHperdata.’®Jadi Pejabat Umum adalah seseorang yang
diangkat dan diberhentikan oleh negara/pemerintah yang diberi wewenang dan
kewajiban melayani masyarakat dibidang tertentu.

3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Wewenang atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan merupakan
suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang

56 Lumban Tobing, op.cit, hal. 51
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bersangkutan. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatumya.s7

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan utama Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu :

“(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang. -

(2) Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

¢. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

¢. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.”

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban

sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris atau disingkat dengan UUJN,

Syarat diangkat menjadi notaris sesuai dengan Pasal 3 UUJN adalah :

1.

Warga Negara Indonesia;

Karena notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari
fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata.
Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada warga negara asing, karena

menyangkut dengan menyimpan rahasia negara, notaris harus bersumpah

57 Adjie, op.cit, hal. 77.
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setia atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuatu yang tidak
mungkin bisa ditaati sepenuhnya oleh warga negara asing.

. Berumur minimal 27 tahun;

Karena menurut jenjang pendidikan yang wajar sejak Sekolah Dasar
sampai selesai pendidikan Notariat dan magang serta proses administrasi,
seseorang Candidat Notaris baru dapat diangkat pada usia 27 (duapuluh
tujuh) tahun.

. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Percaya dan takwa kepada Tuhan YME pencipta umat manusia merupakan
penopang moral yang penting. Tuhan menciptakan nilai-nilai dan norma-
norma moral yang menuntun dan mengarahkan perbuatan manusia kepada
kebaikan dan kebenaran. Tuhan memerintahkan manusia agar berbuat baik
dan benar sesuai dengan tuntunan-Nya untuk mencapai tujuan, yaitu
kebahagian di dunia dan akhirat.

Diharapkan notaris tidak akan melakukan perbuatan asusila dan amoral,

seperti berbohong, tidak jujur.

. Sehat Jasmani dan Rohani’

Sehat jasmani dan rohani adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk

dapat melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

Telah lulus sarjana hukum dan telah menyandang gelas magister
kenotariatan. Dengan demikian mengerti dasar-dasar hukum Indonesia dan

telah dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menjalankan

Jabatan Notaris.

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan

notaris dalam waktu 12 bulan (1 tahun )berturut-turut pada kantor notaris,
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atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus
magister kenotariatan;

Atas prakarsa sendiri adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di
kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari
organisasi Jabatan Notaris.

Syarat magang bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada
tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk menyelaraskan dan
menerapkan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah
dengan praktik Notaris. Dan hal-hal lainnya yang tidak di dapat dalam
bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik notaris.

Supaya telah mengetahui praktik notaris, mengetahui struktur hukum yang
dipakai dalam pembuatan aktanya, baik otentik ataupun di bawah tangan,

dan mengetahui administrasi notaris.

. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin
maupun karyawan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta atau jabatan
lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
notaris.

Notaris tidak boleh merangkap jabatan karena notaris dilarang memihak
dalam kaitannya sebagai pihak mandiri supaya tidak terjadi benturan
kepentingan.

Pegawai negeri dan pejabat negara adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Yang dimasud dengan advokat adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Setelah syarat-syarat untuk menjadi Notaris dipenuhi, sebelum

menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut

agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini diatur dalam
Pasal 4 ayat 2 UUJN.
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Sumpah atau janji dilakukan Notaris sebelum menjalankan tugas
Jjabatannya, mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu :

1. Secara vertikal Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan YME,
karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-
masing dengan demikian artinya segala sesuatu yang Notaris lakukan atau
kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang
dikehendaki Tuhan;

2. Secara horizontal kepada negara dan masyarakat, artinya Negara telah
memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian tugas
Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti
berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada
masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan
kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris
mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang

diberikan di hadapan Notaris.

Kewajiban Notaris dalam melakukan ketentuan Pasal 4 UUJN dan
pengucapan sumpah atau janji jabatan sebagai salah satu syarat pengangkatan
notaris. Memberikan pesan moral bagi Notaris, seorang Notaris tidak hanya patuh
atau tunduk pada Negara tetapi juga taat dan patuh kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa untuk melaksanakan perintah dan laranganNya.

Sesuai dengan Pasal 5 dan 6 UUJN pengucapan sumpah paling lambat 2
(dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.
Apabila tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka keputusan
pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri dalam hal ini Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah pengucapan sumpah atau janji dipenuhi, maka sesuai Pasal 7
UUJN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan
sumpah atau janji Jabatan Notaris, Notaris wajib dengan segera menjalankan
jabatannya dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji Jabatan
Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris

dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan
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cap/stempel Jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain di
bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis
Pengawas Daerah Notaris serta bupati/walikota di tempat Notaris diangkat.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah
melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Setelah dapat menjalankan tugasnya dengan nyata, maka Pasal 15 UUJN
menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara
umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan
sepanjang :°°

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-
undang.

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan
oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan

siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Kewenangan notaris menurut Pasal 15 UUJN sebagai berikut :

a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau
yag dikhendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam
akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.

b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda

tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan

58 Adjie, op.cit, hal. 78.
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yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak
diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di
hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang

disediakan oleh notaris.

c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus (waarmerking).

d. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

yang bersangkutan.
e. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
akta.

g Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
h. Membuat akta risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN
harus memperhatikan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 UUJIN, yaitu:

Pasal 39
(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan

b. cakap melakukan perbuatan hukum.
(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2

(dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun
atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan
oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas

dalam akta,

Pasal 40
(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang

saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
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e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus
ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai
dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau
diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan
kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi
dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris harus memperhatikan Pasal 39 — 40 UUJN tersebut apabila tidak,
maka akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan.
Selain Notaris diberikan wewenang sesuai dengan Pasal 15 UUJN, Notaris pun
harus melaksanakan Pasal 16 UUJN tentang kewajiban Notaris dan Pasal 17
UUJN tentang larangan Notaris.

Kewajiban Notaris adalah sikap, prilaku, perbuatan atau tindakan yang
harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris untuk menjaga dan

memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran

dan martabat jabatan notaris.*’
Pasal 16 UUJN :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum;

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan
Akta berdasarkan Minuta Akta;

d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk
menolaknya;

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang
dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan,
kecuali undang-undang menentukan lain;

f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan
menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima

3% Roenastiti Prayitno,DR. SH. MA, Bahan Kuliah Kode eEtik Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Ul 2008), hal. 86.

71 Universitas Indonesia

Kewenangan notaris..., lvone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009




puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat
dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih
dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan,
dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar
atau tidak diterimanya surat berharga;

h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat
menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam
huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke
Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5
(lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

J.  mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar
wasiat pada setiap akhir bulan;

k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan;

1 membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani
pada saat itujuga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

m. menerima magang calon Notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam
bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. penawaran pembayaran tunai;

c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya

surat berharga;

d. akta kuasa;

. keterangan kepemilikan; atau

akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat
lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan
Isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata
"berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima
kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufk ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1tidak
wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak
dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui,
dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut
dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta
Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

=h (D
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(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku
untuk pembuatan akta wasiat.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris,
jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan
dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum dalam
Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan
dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Adapun sanksi

yang dapat dikenakan menurut Pasal 85 UUJN adalah:
a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan hormat; atau

e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i
dan k UUJN disamping dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, juga
berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, dimana sanksinya berupa
akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan hal
ini merugikan para pihak yang bersangkutan maka para pihak tersebut dapat
menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Untuk Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan m UUJN meskipun termasuk

kewajiban Notaris, apabila tidak dijalankan maka tidak dikenakan sanksi.
Pasal 16 ayat (1) huruf 1 adalah kewajiban Notaris membacakan akta kepada
penghadap dengan dihadiri dua orang saksi. Hal ini dapat saja tidak dilakukan
atau tidak wajib dibacakan sesuai Pasal 16 ayat (7) UUIN karena dikehendaki
oleh penghadap karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan
memahami isi akta tersebut, dan hal ini harus dicantumkan pada akhir akta.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur bahwa Notaris wajib menerima
magang calon Notaris. Bila tidak dilakukan Notaris tidak dikenakan sanksi.
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Secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan Notaris. Hal ini harus
diingat oleh semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai

Notaris pernah magang pada Notaris sebelum bersangkutan diangkat sebagai
Notaris.

Yang dimaksud dengan larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan
atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan

tugas dan jabatan Notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga
notariat dan martabat jabatan Notaris.6)

Pasal 17

Notaris dilarang :

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

. merangkap sebagai pegawai negeri;

. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

. merangkap jabatan sebagai advokat;

merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik
negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah
jabatan Notaris;

h. menjadi Notaris Pengganti; atau

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat jabatan Notaris.

- D O O

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh
Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang
melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut yang diatur dalam Pasal
85 UUJN, yaitu :

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16

ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1). hurufb, Pasal 16 ayat (1) hurufc, Pasal

16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f,

Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf

i, Pasal 16 ayat (1) hurufj, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20,

Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal
63, dapat dikenai sanksi berupa:

@ Ibid
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a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sementara;

d. pemberhentian dengan hormat; atau
e. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang
memerlukan jasa Notaris. Yang dimaksud dengan pasal 17 huruf a UUJN adalah
larangan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam
menjalankan jabatannya.

Larangan Notaris yang tercantum dalam Pasal 17 huruf b UUJN, berarti
apabila meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari dengan alasan yang
sah, tidak dilarang. Misalnya Notaris meninggalkan wilayah jabatannya karena
cuti, berarti karena sebab yang sah.

Notaris dilarang merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara,
advokat , pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Bada Usaha Swasta, hal ini berkaitan dengan Notaris sebagai pihak
mandiri dan tentunya supaya tidak terjadi benturan kepentingan.

Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
diluar wilayah jabatan Notaris, tentunya berkenaan dengan Pasal 17 huruf a
UUIJN. Apabila wilayah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbeda dengan
wilayah jabatan Notaris, maka Notaris melanggar Pasal 17 huruf a tersebut, yaitu
mejalankan tugas diluar wilayah kewenangannya.

Kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan tugas
dan jabatannya sebagai Notaris saling berkaitan satu sama lainnya dan harus
mengacu kepada Undang-undang Ndmor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Dalam menjalankan kewenangan ini harus memperhatikan Pasal 16 dan 17 UUJN
yang mengatur tentang kewajiban dan larangan Notaris. Kewajiban dan larangan
Notaris ini harus selalu dipatuhi, karena apabila dilanggar Notaris akan diberikan
sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.
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4. Akta Otentik
Salah satu kewenangan yang utama Notaris adalah membuat akta otentik.

Apakah yang dimaksud dengan akta otentik? Akta adalah surat yang diberi tanda
tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian/’1
Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi:&

1 Akta otentik adalah akta yag dibuat dihadapan dan oleh pejabat yang
diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang

berkepentingan.

2. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian

oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.
Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta dibawah tangan, ialah :63

1. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sesuai yang dinyatakan
dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, sedangkan akta dibawah tangan

tidak selalu menjamin kepastian tangan;

2. grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan
eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta dibawah

tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

3. kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan

lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, keduanya merupakan alat
bukti tertulis, hal ini diatur dalam pasal pembuktian pada umumnya dan tentang
pembuktian dengan tulisan, yaitu Pasal 1865,1866, 1867, 1868 KUH Perdata.

Perbedaannya terletak pada kekuatannya sebagai alat bukti. Akta di Bawah
Tangan bagi Hakim merupakan bukti bebas karena akta dibawah tangan ini baru

mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya.
Disriani  Latifah, http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.Uitifali/2009/01/10/akta-notaris-
sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-penibuktian-yaiig-senipurna/, January, 2009
62 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, , ( Yogyakarta: Liberty:

Tahun 1998), hal. 119
63 LumbanTobing, Op.Clt, hal. 54
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Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang
bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, Dengan
demikian akta dibawah tangan ini berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana
satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta
dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak
palsu.

Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempuma, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1870 KUH Perdata, “Suatu akta memberikan diantara para pihak
termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pada mereka,
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap
melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi
Hakim itu merupakan bukti yang kuat, dengan demikian barang siapa yang
menyatakan bahwa akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang
kepalsuan akta itu. Oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian, baik Lahiriah, Formil maupun Materil.

Jadi apabila akta dibawah tangan dijadikan alat bukti, maka yang harus
membuktikan bahwa akta itu adalah benar ialah orang yang menjadikan akta
tersebut sebagai alat bukti. Sedangkan akta otentik merupakan alat bukti kuat
sehingga yang menyanggal akta itu yang harus membuktikan bahwa akta tersebut
palsu.

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata harus memenuhi sebagai berikut:

1. Bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang;
2. dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang;

3. diwilayah kewenangan pejabat tersebut.

Menurut Pasal 1 UUJN notaris merupakan salah satu pejabat umum yang
berwenang membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dengan undang-

undang.

Adapun akta otentik yang dibuat Notaris terdiri dari dua jenis, yaitu 64

% Adjie, op.cit, hal.45
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1. Akta relaas atau Berita Acara ialah akta yang dibuat oleh notaris, dalam
pembuatan akta ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang

dilihat atau didengar sendiri secara langsung yang dilakukan oleh para
pihak.

2. Akta Partij atau Akta para pihak ialah akta yang dibuat dihadapan notaris
atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan

pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan
sendiri oleh di hadapan Notaris.

Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan
penyuluhan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-
saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke
dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau
keterangan para pihak.

Akta otentik yang dibuat Notaris tersebut diatas sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 ayat 1 UUIN :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya it sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang,”

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut harus
memenuhi dan menurut bentuk yang ditetapkan berdasarkan Pasal 38 UUJN.

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

a. awal akta atau kepala akta;

b. Badan akta; dan

c. Akhir atau penutup akta,
(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

a. judul akta;

b. nomor akta;

¢. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
(3) Badan akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan,
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tempat tinggal para penghadap dan/atau orang
yang mereka wakili;

. keterangan mengenai kedudukan bertindak

penghadap;
isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan
dari pihak yang berkepentingan; dan

. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal
dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:
a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau
Pasal 16 ayat (7);

. uraian tentang penandatanganan dan tempat

penandatanganan atau penerjemahan akta apabila
ada;

. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal
dari tiap-tiap saksi akta; dan

. uraian tentang tidak adanya perubahan yang

terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang
adanya perubahan yang dapat berupa
penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan
Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan,
serta pejabat yang mengangkatnya

Dalam pembuatan suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan

pembuktian akta otentik, demikian juga dalam akta Notaris, yaitu: pembuktian

lahir, formil dan materil®®
1.

Kekuatan pembuktian lahir.

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan
pembuktian yang didasarkan atas keaadaan lahir akta itu sendiri,
dan sebagai asas berlaku acta publica probant sese ipsa yang
berarti suatu akta yang lahimya tampak sebagai akta otentik serta
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu
berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti

55 Lumban Tobing, op.cit, hal. §5-59.
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sebaliknya. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan
untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formil
Artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan
dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian
kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal,
tanda  tangan, komparan, dan tempat akta dibuat.
Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari
apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami
sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan
jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan
pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/
akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil
Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi
kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak

menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Kekuatan pembuktian akta otentik termasuk juga akta notaris adalah
akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan undang-undang bahwa
harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang
dibebankan oleh wundang-undang kepada pejabat-pejabat aU\U ot&ttg-orang
tertentu. Dalam pemberian tugas inilah tei'lctilk pemberian tanda kepercayaan
kepada pejabat itu dax\ pembelian kekuatan pembuktian kepada akat-akta yang

pejabat. Apabila tidak demikian untuk apa diberikan tugas kepada pejabat
untuk memberikan keterangan apa yang pejabat saksikan dalam menjalankan
jabatannya, semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris,
dengan permintaan agar keterangan-keterangan penghadap/pihak itu dicantumkan

dalam suatu akta dan menugaskan pejabat untuk membuat akta mengenai itu.66

6 Ibid, hal. 55
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Kemudian selain dari kekuatan pembuktian maka berdasarkan Pasal 39 -40

UUJN agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat

pembuatan akta harus memperhatikan sebagai berikut:

1.

Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18
tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum)
menghadap Notaris di wilayah kerja notaris ybs tersebut;

Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan
padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling
sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan
perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap
lainnya;

Para penghadap mengutarakan maksudnya;

4. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah

akta;

Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para
penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi
persyaratan;

Segera setelah akta dibacakan kepada para penghadap dan saksi
dan kemudian penghadap, saksi dan notaris membubuhkan
tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat

dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan

pada saat tersebut.

Apabila notaris tidak melakukan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 39

— 40 UUJIN, maka akta yang dibuatnya akan menjadi kekuatan pembuktian
dibawah tangan.

Dalam pembuatan akta, Notaris hanya mengkonstantir keinginan
penghadap, kemudian dituangkan dalam tulisan, setelah itu dibacakan kepada
penghadap dan saksi-saksi, setelah dimengerti isi akta tersebut oleh penghadap,

maka akta tersebut kemudian ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan

notaris.

Selain akta-akta yang berhubungan dengan suatu perjanjian para pihak,

adapula akta yang berkenaan dengan perbuatan hukum, yaitu yang berkenaan
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dalam melangsungkan perkawinan. Adapun akta yang sehubungan dengan

melangsungkan perkawinan sebagai berikut ;%'

1.

Ijin Kawin

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum
mencapai usia 21 tahun harus memperoleh ijin kawin dari orang
tuanya. Dasar hukum perlunya ijin kawin diatur dalam Pasal 6 ayat
(2) UUP dan Pasal 71 KUHPerdata. Ijin kawin menurut UUP tidak
perlu dengan akta otentik, sedangkan dalam KUHPerdata

mengharuskan dibuat secara otentik.

Penghapusan Pencegahan Perkawinan
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

karena alasan-alasan tertenfu dapat dilakukan pencegahan

perkawinan. Alasan-alasan pencegahan perkawinan diatur oleh
undang-undang. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi
penyalahgunaan hak. Pencegahan perkawinan dan tata caranya
serta penghapusan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 59
sampai dengan Pasal 70 KUHPerdata. Sedang dalam UUP diatur
dalam Pasal 13 sampai dengan 21. Apabila pencegahan perkawinan
sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, maka apabila akan
diberikan ijin kawin harus terlebih dahulu dibuat akta penghapusan

pencegahan perkawinan.

Kuasa Untuk Melangsungkan Perkawinan
Berdasarkan Pasal 79 KUHPerdata menyebutkan bahwa apabila

calon pengantin berhalangan dan tidak dapat menghadiri
pernikahannya karena alasan yang penting. Salah satu calon

pengantin dapat membuat kuasa untuk melangsungkan perkawinan

dengan suatu akta otentik.

7 Harun Kamil, SH,Liza Priandhini,SH, Materi Kuliah Pembuatan Akia Perorangan dan

Keluarga, 2008
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4. Perjanjian Kawin
Perjanjian kawin adalah perjanjian yang di buat oleh calon suami
dan calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian
kawin ini hanya untuk mengatur harta benda atas kekayaan
masing-masing sebagai akibat dari perkawinannya. Perjanjian
kawin ini diatur dalam Pasal 139 — 185 KUHPerdata dan Pasal 29
- 35 UUP.

5. Pernyataan
Akta pernyataan yang dimaksud disini adalah akta pernyataan
penundukan diri salah satu calon suami isteri yang tidak seagama
yang ingin  melangsungkan perkawinan. Khususnya untuk
pasangan antara calon suami yang beragama Islam dan calon Isteri

yang beragama Kristen.

Akta otentik yang dibuat atas keinginan para pihak dihadapan notaris serta
dalam pembuatan akta tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan baik dalam Pasal
1868 KUHPerdata, Pasal 1 angka (1),15 ayat (1) ,39 dan 40 UUJN maka akta
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian kuat. Sehingga apabila dijadikan
sebagai alat bukti maka yang menyatakan bahwa akta tersebut palsu yang harus

membuktikannya mengenai kepalsuan akta itu.

4.1 Akta Pernyataan Tunduk Ke Bugerlijke Wetboek/Kitab Undang Undang
Hukum Perdata Pada Perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami) di
Indonesia

Sesuai dengan uraian diatas bahwa dalam Pasal 66 UUP, dinyatakan
segala peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sebelum berlakunya

Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku lagi sepanjang Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya. UUP belum

mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama dengan demikian peraturan

tentang Perkawinan campuran yang diatur dalam dan juga perkawinan beda

agama yang diatur oleh HOCI serta KUHPerdata masih dapat digunakan.
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Akta Pernyataan Tunduk diri ke Bugerlijke Wetboek/YCitab Undang
Undang Hukum Perdata, pada perkawinan beda agama (Oleh Calon Suami) di
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Akta Pernyataan adalah suatu akta yang
dibuat dihadapan notaris berkenaan dengan kehendak calon suami yang beragama
Islam supaya dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan mereka di
Kantor Catatan Sipil. Hal ini merupakan salah satu cara bagi pasangan yang ingin
melangsungkan perkawinan beda agama. Pembuatan Akta Pernyataan ini bukan
berarti calon suami berpindah agama ke agama calon isteri. Pembuatan Akta
Pernyataan ini hanya untuk tunduk hukum pada sebagian saja, yaitu hukum
perkawinan yang berlaku bagi calon isteri. Saat ini tidak satupun dari peraturan
perundang-undangan tentang perkawinan yang mengatur perkawinan beda agama.

Akta Pernyataan dimaksud untuk perkawinan antara laki-laki Islam dan
perempuan Kristen dimungkinkan. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 75

HOCI :

"(I)Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang
perempuan Kristen atas permohonan kedua suami-istri dapat
dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini
dan ketentuan-ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan

sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.
(2)Perkawinan suami-isteri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh

ordonansi ini.”

Dari pasal 75 HOCI dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan untuk
perkawinan beda agama antara seorang calon suami yang bukan Kristen dengan
membuat pernyataan penundukan diri terhadap aturan untuk calon mampelai
perempuan. Kemudian calon pasangan tersebut memohon kepada instansi
berwenang untuk diijinkan melangsungkan perkawinan beda agama. Permohonan
tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Setelah akta pernyataan ini dibuat dihadapan notaris, kemudian calon
suami isteri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat
dikabulkan melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan dikabulkannya
permohonan mereka maka Kantor Catatan Sipil akan mencatatkan perkawinan
tersebut. Akta pernyataan ini dimungkinkan dibuat sekarang ini mengacu pada

peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi
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Kependudukan Pasal 35 huruf a% , yaitu Kantor Catatan Sipil dapat mencatat
perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dimana dalam penjelasan Pasal 35
huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penetapan pengadilan

adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dengan kata
lain adalah perkawinan beda agama.

Contoh Akta Pernyataan

PERNYATAAN
Nomor :
Pada hari IN,..ciiiieeiieeeiiinicsnieinesrsnssesnsseesessssssassssasssassessssasasssssassssssestsssessensessssnsans
Berhadapan deNGan SAYA.........cccceeciiiunieernereerressessessansessaessissassessassasssessssssessssssssassessane
TUAN X e e e ssessss et e s e s aasha s s n e r e ssnae e sne e s Rasesana s b anseaes dst

-Bahwa penghadap adalah WNI, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta pada
tanggal 10 Maret 1965.

-Bahwa penghadap hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita,
WNI, beragama Kristen, bernama nona Y, mahasiswi, bertempat tinggal di
Lahir di Jakarta, pada tanggal

-----------------------

-Bahwa calon isteri tersebut WNI, beragama Kristen, tunduk pada hukum
perkawinan yang berlaku untuk WNI yang beragama Kristen ialah pada hukum
perkawinan yang diumumkan dalam LN 1933 nomor 74 yo LN 1936 nomor 607.-
-Bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan antara Tuan X dan Nona Y tersebut
karena kedua calon pengantin adalah berlainan agama dan adalah merupakan
perkawinan campuran dan menurut Pasal 12 dari perkawinan campuran yang

diumumkan dalam LN 1898 nomor 158, perkawinan harus dilangsungkan

menurut hukum calon mempelai suami.

Akan tetapi menurut Pasal 75 dari peraturan perkawinan untuk golongan
Indonesia beragama Kristen tersebut kapada calon suami yang tidak beragama
Kristen diberi kemungkinan untuk memohon kepada yang berwajib agar

perkawinan untuk suami yang tidak beragama Kristen dengan wanita yang

% Subhar Indopa Kepala Sub bagian Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SIpil Propinsi DKI Jakarta, Hasil Wawancara, tanggal 13 Juni 2006.
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beragam Kristen dilangsungkan dengan peraturan perkawinan untuk golongan
Indonesia yang beragama Kristen seperti diumumkan dalam LN 1933 nomor 74

yo LN 1936 nomor 607 tersebut diatas.
-Bahwa penghadap tuan X tersebut dengan diberikan kesempatan kepadanya oleh
Pasal 75 peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia beragama Kristen
tersebut dalam melangsungkan perkawinannya dengan nona Y, hendak memilih
peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia beragama Kristen tersebut.-------

-Bahwa berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut diatas maka tuan X
tersebut menyatakan dengan ini memilih hukum perkawinan yang berlaku bagi
golongan Indonesia beragama Kiristen yang dimuat dalam peraturan perkawinan
untuk golongan Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan
Amboina yang diumumkan dalam LN 1936 nomor 607 untuk perkawinan yang

akan dilangsungkan dengan nona Y tersebut.

-Penghadapa saya, Notaris kenal.
DEMIKIANLAH AKTA INI

-dst

Akta Pernyataan ini dibuat oleh calon suami yang beragama Islam karena
adanya perbedaan pencatatan bagi yang beragama Islam dan beragama non Islam.
Apabila terjadi perkawinan beda agama antara yang beragama Islam dan Non
Islam, siapa yang berwenang mengesahkan secara hukum agama dan kemudian
dicatatkan dimana.

Sesuai dengan uraian diatas, berlakunya UUP dan kemudian ditegaskan
lagi di dalam PP No.9 tahun1975 bahwa bagi pasangan yang beragama Islam yang

berwenang adalah pegawai Nikah, Talak dan Rujuk yaitu Kantor Urusan Agama.
Bagi pasangan non Islam setelah disahkan menurut hukum dan tata cara

agamanya dan kepercayaannya kemudian dicatatkan oleh pegawai Catatan sipil

pada Kantor Catatan Sipil.
Karena perbedaan pencatatan perkawinan ini, maka harus ada salah satu

yang mengikuti aturan hukum perkawinan yang lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudhar Indopa, Kepala Sub Bagian

Pencatatan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, perkawinan beda agama
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dapat terjadi antara agama Islam dan Non Islam, Kristen dan Non Kristen, Budha
dan Non Budha, Hindu dan Non Hindu, Katholik dan Non Katholik, Konghuchu
dan Non Konghuchu.

Pada dasarnya perkawinan beda agama tidak bermasalah karena bagi
Kantor Catatan Sipil tidak melihat dari agama yang dianut oleh pasangan calon
suami isteri yang penting adalah setiap peristiwa hukum yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Kator Catatan Sipil akan dicatat. Jadi yang dilihat oleh Kantor
Catatan Sipil hanya dari segi hukum perdata saja.

Permasalahan muncul ketika yang melangsungkan perkawinan beda
agama, antara pasangan Islam dan Non Islam. Sebelum berlakunya UUP Akta
Pernyataan penundukan diri pada pada BW menjadi alternatif perkawinan beda
agama dan Kantor Catatan sipil akan mencatatkan perkawinan tersebut. Setelah
efektif berlakunya UUP, bagi pasangan calon suami isteri yang membuat
penundukan diri pada hukum calon mempelai lainnya, Kantor Catatan Sipil tetap
mencatatkan peristiwa hukum perkawinan tersebut berdasarkan pada Pasal 66
UUP, dengan menafsirkan dalam UUP belum diatur mengenai perkawinan beda
agama dengan demikian KUHPerdata, GHR dan HOCI dapat diberlakukan.

Sejak keluamya Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI
Jakarta pada akhir tahun 1988 yang menyatakan larangan bagi pegawai Kantor
Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara pasangan Islam
dan Non Islam sebelum disahkan oleh hukum dan tata cara agama, maka Kantor
Catatan Sipil tidak lagi mencatatkan perkawinan beda agama antara pasangan
Islam dan Non Islam. Dari tahun 1986 sampai dengan 1988 tercatat perkawinan
beda agama sebanyak 239 perkawinan beda agama, 112 melibatkan pria muslim
dan 127 melibatkan wanita muslimah.

Efektif berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, ada celah kembali untuk akta pernyataan
penundukan diri Ke BW/KUHPerdata sebagai alternatif perkawinan beda agama
antara pasangan Islam dan Non Islam. Dimana dalam Pasal 35 huruf (a) diatur
sebagai berikut : “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34

berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.”
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Di dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang
dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Dapat ditafsirkan dari pasal diatas, apabila terjadi perkawinan beda agama
yang kemudian permohonannya dikabulkan oleh pengadilan dan pengadilan
memutuskan bahwa Kantor Catatan Sipil harus melakukan pencatatan
perkawinannya. Maka Kantor Catatan Sipil harus melaksanakan pencatatan
perkawinan beda agama tersebut dan tidak boleh menolaknya.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sampai tahun 2009 ini belum ditemukan lagi
pembuatan Akta Pernyataan untuk melangsungkan perkawinan beda agama
tersebut di atas. Karena hal tersebut tidak disosialisasikan. Saat ini perkawinan
beda agama dilangsungkan di luar negara Indonesia dan kemudian dilaporkan dan
dicatataan di Kantor Catatan Sipil.

Dari uraian di atas bahwa Akta Pernyataan dapat dijadikan salah satu
alternatif untuk melangsungkan perkawinan beda agama bagi pasangan yang
beragama Islam dan non Islam. Tentunya hal ini bukan dilihat dari hukum dan tata
cara agama tetapi dilihat dari hukum perdata saja. Dengan kata lain perkawinan
tersebut belum tentu sah menurut agama dan kepercayaannya, akan tetapi karena
dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Maka perkawinan tersebut oleh negara
diakui dengan diterbitkannya akta perkawinannya.

Perkawinan beda agama, khususnya bagi pasangan yang beragama Islam
dan non Islam akan menimbulkan permasalahan dari segi hukum agamanya dan
bisa juga timbul dari segi hukum perdatanya. Permasalahan akan muncul lebih
pada dari sisi agama dan terutama dalam menjalani kehidupan berumah tangga
antara suami isteri berbeda keyakinan.

Apabila disimpulkan dari pendapat Sudhar Indopa bahwa saat ini Kantor
Catatan Sipil hanya dapat mencatatkan perkawinan beda agama, dengan syarat
terlebih dahulu sudah disahkan perkawinan tersebut oleh agamanya, tanpa melihat
yang mensahkan tersebut agama suami atau agama isteri. Akan tetapi hal ini dapat

dikecualikan dengan adanya peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-
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undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35
huruf a. Dalam Pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan tidak menyatakan tegas bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan perkawinan berdasarkan tatacara dan
hukum agama.

Apabila sudah dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan demikian
perkawinan tersebut sudah sah menurut negara. Dengan demikian sudah
memenuhi Pasal 2 ayat 2 UUP. Berarti pembuatan akta pernyataan yang
kemudian mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk dapat
melangsungkan perkawinan beda agama. Apabila permohonan tersebut
dikabulkan dan Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan tersebut maka
perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat 2 UUP. Sehingga secara perdata
perkawinan tersebut diakui dan sah.

Apabila dilihat dari sisi hukum agama, terutama calon mempelai yang
beragama Islam. Perkawinan terebut masih menimbulkan pro dan kontra diantara
para ulama dan para pakar agama Islam. Dalam KHI dan fatwa MUI perkawinan
beda agama yang salah satunya beragama Islam, baik laki-laki Islam ataupun
perempuan Islam yang akan melangsungkan dengan pasangannya yang bukan
Islam adalah haram. Selain yang mengharamkan perkwinan beda agama terdapat
ulama dan pakar Islam yang memperbolehkan perkawinan beda agama dengan
mengacu pada surat Al-Maidah 5/5.

Dua pendapat yang berbeda ini merupakan celah bagi pemeluk yang
beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Sehingga
tidak ragu untuk melangsungkan perkawinannya karena adanya pendapat yang
membolehkan atau menghalalkan perkawinan beda agama. Tanpa memikirkan

akibat perkawinan beda agama dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.

4.2 Akibat Hukum Dari Dibuatnya Akta Pernyataan

Suatu akta dapat dikatakan oftentik apabila memenuhi Pasal 1868
KUHPerdata dimana bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan
pejabat umum yang berwenang dan diwilayah kewenangan pejabat tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN juncto Pasal 15 ayat (1), Notaris adalah

89 Universitas Indoneslia

Kewenangan notaris..., lvone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009




salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai yang
dimaksud oleh pasal tersebut diatas.

Apabila Akta Pemyataan dibuat memenuhi ketentuan Pasal 1868
KUHPerdata dibuat dihadapan Notaris, diwilayah kewenangan Noatris tersebut
serta bentuknya sesuai yang ditentukan undang-undang dan memenuhi ketentuan
Pasal 39 — 40 UUJN, dibuat oleh pihak atau para pihak (penghadap atau para
penghadap) telah cukup umur (dewasa) dihadapan notaris, penghadap dikenal
oleh notaris, ditempat wilayah notaris tersebut berwenang, dihadiri para saksi dan
kemudian dibacakan oleh notaris kepada penghadap dan saksi-saksi setelah itu
akta tersebut ditandatangani penghadap, saksi-saksi dan notaris, maka akta
tersebut adalah akta notaris berarati mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

Akta Pernyataan dibuat oleh calon suami yang beragama Islam untuk
melangsungkan perkawinan beda agama, maka itu merupakan suatu bukti kuat
bahwa pasangan beda agama tersebut ingin melangsungkan perkawinan. Tentunya
setelah Akta Pernyataan tersebut dibuat kemudian dimohonkan kepada kepala
pengadilan negeri untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama.

Sehingga akta ini bisa dijadikan suatu dasar bagi Kantor Catatan Sipil
untuk dapat menerima dan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut.
Tentunya dengan landasan hukum pada Pasal 66 UUP, Yurisprudensi Keputusan
MA No. 1400/K/Pdt/1986. Untuk mengisi kekosongan hukum dengan demikian
apa yang diatur GHR dan HOCI dapat diberlakukan sampai dengan adanya
peraturan mengenai perkawinan beda agama.

Sejauh ini bagi pasangan perkawinan beda agama untuk mengatasi
pengesahan perkawinan mereka dengan melakukan perkawinan di luar negara
Indonesia kemudian melaporkan dan mencatatkan perkawinan mereka pada
Kantor Catatan Sipil. Selain itu yang kebenaran belum diteliti lebih jauh, bahwa
salah satu pasangan berpindah agama terlabih dahulu sehinga menjadi pasangan
calon mempelai seagama, hal ini dilakukan supaya dapat disahkan
perkawinannya oleh agama dan kepercayaannya. Sehingga hal tersebut telah

merampas Hak Asasi Manusia dalam hal memeluk agama dan kepercayaannya.
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Sedangkan dalam Pasal 28 UUD 1945% juncto Pasal 10 Undang-undang Hak
Asasi Manusia diatur bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga
melalui sebuah perkawinan. Demikian juga apa yang telah diatur dalam Pasal 29
ayat 2 UUD 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama
dan kepercayaannya. Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang
tegas mengenai perkawinan beda agama. Maka permasalahan dan solusi mengenai
perkawinan beda agama akan terus ada.

Oleh sebab itu Akta Pernyataan dapat dijadkani allternatif bagi mereka
khususnya antara calon suami beragama Islam dengan calon Isteri yang bukan
beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Tentunya
dalam hal ini tidak dilihat dari sisi agama kedua calon mempelai, tetapi dari sisi
kemanusian dan hak asasi manusia calon mempelai untuk membentuk sebuah

keluarga dalam perkawinan yang sah menurut perundang-undangan di Indonesia,
khususnya dari segi hukum perdata.

4.3. Masalah Yang Timbul Dengan Dibuatnya Akta Pernyataan

Dibuatnya Akta Pemyataan dihadapan Notaris dan kemudian dapat
dilangsungkan perkawinan bagi pasangan beda agama dengan dicatatkan oleh
Kantor Catatan Sipil adalah merupakan suatu salah satu solusi bagi pasangan yang
melangsungkan perkawinan beda agama. Untuk saat ini dimana adanya
kekosongan hukum yang mengatur perkawinan beda agama dengan adanya Akta
Pernyataan tersebut dapat menjadi sebuah altemnatif.

Pembuatan akta pernyataan ini apakah telah menyimpang atau melanggar
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang
Perkawinan?

Apabila dilihat dari proses pembuatan aktanya dan tidak melanggar
ketentuan yang diatur baik dalam Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1 angka
(1) juncto Pasal 15 ayat (1) UUJN serta memenuhi ketentuan mengenai akta
otentik yang diatur dalam Pasal 39 dan 40 UUJN tentunya pembuatan Akta

Pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-udangan yang berlaku yang
mengatur pembuatan suatu akta otentik.

% Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28B Perubahan II 18 Agustus 2000,
http://www.taspen.com/files/humas/UUD%201945.pdf
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Dalam Pasal 2 UUP mengatur mengenai sahnya perkawinan yaitu
berdasarkan agama dan kepercayaan dan sah menurut negara apabila perkawinan
itu sah menurut agama kemudian perkawinan tersebut akan dicatatkan oleh
pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Menurut Pasal 2 PP No. 9 Tahun
1975 tentang peraturan pelaksana UUP pegawai pencatat perkawinan bagi yang
beragama Islam adalah Kantor urusan Agama, sedangkan bagi yang beragama
selain Islam adalah Kantor Catatan Sipil.

Sesuai dengan uraian diatas bahwa dalam Pasal 66 UUP, dinyatakan
segala peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sebelum berlakunya
Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku lagi sepanjang Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya. Tetapi UUP belum
mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama dengan demikian peraturan
tentang Perkawinan campuran yang diatur dalam GHR dan juga perkawinan beda
agama yang diatur oleh HOCI serta KUHPerdata masih dapat digunakan. Hal ini
dilihat dari kenyataan yang ada sekarang bahwa ada terjadi perkawinan beda
agama.

Akta Pernyataan bukan akta yang mensahkan suatu perkawinan, tetapi
suatu akta Notaris yang dibuat dengan tujuan untuk dapat diterima mengenai niat
calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan beda agama yang terhalang
oleh peraturan yang berlaku. Dimana dalam UUP belum diatur tegas megenai
perkawinan beda agama. Akta Pemyataan ini merupakan perbuatan hukum calon
mempelai dengan cara penundukan diri ke BW/KUHPerdata dari seorang calon
suami yang beragama Islam kepada hukum dari calon isteri. Pernyataan
penundukan diri dari seorang calon suami Islam kepada hukum calon isteri.

Karena Akta Pernyataan ini merupakan salah satu akta notaris, dan dalam
pembuatan tidak melanggar ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal |
angka (1) juncto Pasal 15 ayat (1) UUJN serta memenuhi ketentuan mengenai
akta otentik yang diatur dalam Pasal 39 dan 40 UUJN, maka merupakan akta
otentik dengan pembuktian yang kuat.

Sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, bahwa Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan
perkawinan yang ditetapkan Pengadilan. Yang dimaksud dengan perkawinan
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dengan penetapan pengadilan ini adalah perkawinan antar umat yang berbeda
agama. Maka dengan dibuatnya Akta pemyataan ini yang dibuat sehubungan
dengan akan diajukannya permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan
penetapan pengadilan mengenai perkawinan beda agama, karena Akta Pernyataan
ini merupakan akta otentik, dan akta otentik adalah alat bukti kuat sehingga dapat
diterima oleh pengadilan tanpa perlu alat bukti lain apabila tidak ada orang yang
menyangkal akan akta tersebut.

Pembuatan Akta Pernyataan tidak bertentangan UUP, karena dua hal yang
berbeda. Akta pernyataan adalah niat atau keinginan pasangan mempelai untuk
melangsungkan perkawinan. Sedangkan UUP adalah peraturan perundang-
undangan yang mengatur tatacara melangsungkan perkawinan. Akan tetapi setelah
dibuatnya akta tersebut dan kemudian pasangan mempelai dapat melangsungkan
perkawinan beda agama, apabila perkawinan tersebut dilakukan terlebih dahulu
dengan hukum dan tatacara agama salah satu pasangan mempelai dan kemudian
dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Maka perkawinan tersebut telah sesuai
dengan Pasal 2 UUP, yaitu sah menurut agama dan kepercayaannya maka sah
menurut negara. Dengan demikian pembuatan Akta Pernyataan tidak melanggar
atau menyimpang dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hal tersebut dapat dikecualikan dengan adanya peraturan perundang-
undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Pasal 35 huruf a. Dalam Pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan tidak menyatakan tegas bahwa perkawinan
yang ditetapkan oleh Pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan perkawinan
berdasarkan tatacara dan hukum agama.

Tujuan Perkawinan ialah membina rumah tangga yang bahagia dan kekal
hingga akhir hayat, memperoleh keturunan yang sah sehingga terbentuk keluarga
dengan dasar cinta kasih. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila perkawinan
seagama tetapi apabila perkawinan dilangsungkan dengan berbeda agama, apakah
tujuan perkawinan dapat tercapai?

Pada perkawinan beda agama telah menentukan komitmen bahwa agama
adalah hak asasi dan pilihan dasar setiap orang. Sehingga tidak akan terjadi
pemaksaan iman kepada pasangannya.

93 Universitas Indonesia

Kewenangan notaris..., lvone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009




Hal mendasar dalam urusan perkawinan adalah masalah anak. Anak
adalah buah cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Dalam keluarga yang
didasari perkawinan beda agama perlu adanya komitmen tentang masa depan
anak. Anak akan diajarkan ,dibimbing dan diajarkan agama ibunya atau bapaknya.

Apabila anak mengikuti agama salah satu orang tuanya selain Islam. Maka
orang tuanya yang satu lagi akan menjadi seorang diri memeluk agama Islam. Hal
ini akan meresahkan dia siapa yang akan mendoakan dan merawat jasadnya
apabila meninggal dunia. Dan mungkin banyak lagi masalah yang akan timbul
selain hal tersebut.

Dibuatnya Akta Pernyataan, ini tidak menimbulkan masalah secara
hukum perdata. Masalah yang akan timbul adalah dampak negatif' kehidupan
keluarga karena suami isteri berbeda keyakinan dalam menjalankan bahtera rumah
tangganya akan menimbulkan konflik dalam membesarkan anak-anaknya.

Secara tidak sadar masing-masing akan membimbing anak-anaknya sesuai
dengan ajaran mereka yang diterima selama ini. Anak-anak yang lahir dari
perkawinan beda agama akan memiliki problem-problem kejiwaan, khususnya
jiwa keagamaan dengan demikian menimbulkan kebingungan akidah (keyakinan),
tidak mengenal syariat yang benar, bahkan mungkin jadi tidak beragama.

Anak-anak dihadapkan pada dua model tuntunan teologi dan ibadah dua
agama. Selain itu dengan peijalanan waktu pasangan suami isteri yang menikah
beda agama akan merindukan akidah yang sama dalam menjalankan rumah
tangganya. Merindukan ibadah secara bersama-sama, ketempat yang sama dengan
cara yang sama.

Pasangan calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan beda agama
dilihat dari hukum Islam adalah haram. Dalam KHI telah dinyatakan baik laki-laki
muslim ataupun perempuan muslimah dilarang atau haram menikah dengan
perempuan atau \aki-lagi bukan beragama Islam. Apabila perkawinan tersebut
tetap dilangsungkan, maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi
syarat agama. Perkawinan tidak sah berarti tidak ada ikatan perkawinan diantara

pasangan tersebut. Maka hubungan biologis diantara keduanya adalah zinal0.

70 Zina adalah hubungan suami isteri (seksual) yang dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan tanpa didahului oleh perkawinan atau akad nikah dan yang dilakukannya telah
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Hal tersebut diatur dalam Al Qur’an Surat an-Nisa ayat 15 dan an-Nuur
ayat 2:"!

An-Nisa ayat 15

“"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji(zina)
hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).
Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian maka kurunglah.
mercka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya atau
sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”

An-Nuur ayat 2 :

“"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah
(cambuklah) tiap-tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari
akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Selain hal tersebut, suami isteri yang berbeda agama tidak saling mewaris,
sesuai dengan hadist nabi Muhammada SAW yang diriwayatkan HR.Muslim:"
"Tidak saling menerima waris orang yang berbeda agama.”

Anak-anaknya pun bukan ahli waris” karena perkawinan orang tua
mereka secara hukum Islam adalah tidak sah. Maka dapat dikatakan anak-anak
mereka adalah hasil dari perzinaan, sehingga hanya mempunyai hubungan hukum
dengan ibunya saja. Apabila anak hasil perkawinan tersebut perempuan, bapaknya
tidak bisa menjadi wali nikah. Dengan demikian anak-anak menjadi korban dari
perbuatan atau tindakan hukum kedua orang tuanya.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan dengan pembuatan Akta
Pernyataan yang dilakukan oleh calon suami muslim untuk melangsungkan
perkawinan beda agama secara hukum perdata tidak menimbulkan masalah atau

sama dengan perkawinan pada umumnya. Tetapi di pandang dari hukum agama

melanggar syariat Islam. (Amran YS Chaniago, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”.
Bandung:Pustaka Setia.2006)

7' Handrianto, op.cit, hal.103-104

72 1bid, hal. 107

> Menurut pasal 171 huruf (c) KHI yang dimaksud ahli waris adalah orang pada saat

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
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Islam timbul beberapa akibat dan masalah. Permasalahan yang dapat timbul
berkenaan dengan agama Islam adalah mengenai sahnya perkawinan, karena
perkawinan beda agama haram. Maka anak yang terlahir dari perkawinan tersebut
dapat dikatakan anak luar kawin, sehingga anak tersebut tidak ada hubungan
dengan ayahnya. Selain itu antara suami isteri tidak adak hak mewaris, begitu juga

dengan anaknya bukan sebagai ahli waris dari orang tuanya yang beragama

Islam..
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BAB II|
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, di telah ditemukan
kesimpulan-kesimpulan dan juga saran-saran yang mudah-mudahan dapat

bermanfaat bagi penulis dan pembaca tesis ini.

3.1 Kesimpulan:

1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan juga sesuai dengan aturan Pasal 1
angka (1) juncto Pasal 15 ayat (1). Salah satu akta yang dapat dibuat
dihadapan notaris adalah akta yang sehubungan dengan perkawinan adalah
Akta Pernyataan Tunduk ke Bugerlijke Wetboek/Kitab Undang Undang
Hukum Perdata pada perkawinan beda agama (Oleh Calon Suami), Pada
perkawinan (oleh calon suami muslim). Hal ini dapat dilakukan
berlandaskan pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan dan yurisprudensi
MA 1400K/Pdt/1986, dimana adanya kekosongan hukum atau peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama,
serta Pasal 35 huruf a dan penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Adminstrasi  Kependudukan, bahwa maka catatan sipil dapat
melangsungkan perkawinan beda agama dengan terlebih dahulu adanya
penetapan pengadilan. Untuk mempermudah dan mempersingkat pengajuan
permohonan penetapan pengadilan ini, maka akta pernyataan ini diperlukan.

2. Akta Pernyataan adalah keinginan para pihak untuk dapat melangsungkan
perkawinan beda agama. Setelah dibuatnya akta pernyataan ini maka
digunakan oleh calon mempelai untuk mengajukan permohonan penetapan
pengadilan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Hal ini
mengacu pada Pasal | Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, Pasal
66 UUP, Pasal 35 hurufa dan penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006, serta
yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/2006
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah unifikasi

hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang
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Perkawinan ini dalam Pasal 57 hanya mengatur mengenai perkawinan
campuran, yaitu perkawinan yang berbeda kewarganegaraan salah satunya
warga negara Indonesia.

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, mengatur tentang sahnya perkawinan menurut Negara harus
sah terlebih dahulu menurut agama. Oleh karena itu perkawinan tersebut
harus dilangsungkan menurut hukum dan tatacara agama dan
kepercayaannya kedua mempelai, dan ditegaskan lagi berdasarkan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bagi penduduk yang
beragama lIslam pengesahan dan pencatatan perkawinan dilakukan oleh
pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk yaitu Kantor Urusan Agama. Bagi
mereka selain beragama Islam pencatatan perkawinannya oleh pegawai
catatan sipil pada Kantor Catatan Sipil. Jadi dalam UUP tidak diatur
mengenai perkawinan beda agama dan tidak dengan tegas pula adanya
larangan perkawinan beda agama.

Akta Pernyataan dan UUP adalah dua hal yang berbeda tetapi saling
berkaitan karena satu pihak ingin melangsungkan perkawinan beda agama
dilain pihak yaitu UUP belum ada aturan mengenai perkawinan beda
agama.

Solusi bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan beda
agama terdapat dalam Pasal 35 huruf (a) beserta penjelasannya UU No0.23
Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, sehingga Kantor Catatan
Sipil dapat mencatatkan perkawinan beda agama setelah mendapatkan
penetapan dari pengadilan negeri untuk dapat melangsungkan perkawinan
beda agama.

Akibat perkawinan beda agama dari segi hukum Islam perkawinan ini
dianggap tidak sah karena dengan jelas perkawinan beda agama dilarang
atau haram. Hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 40 huruf ¢ dan
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan juga dengan dikeluarkannya Fatwa
MUI yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki atau perempuan

Islam dengan pasangannya yang non lIslam. Apabila tetap dilangsungkan
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perkawinan beda agama ini menimbulkan dampak terhadap anak-anaknya
dan pewarisan. Apabila perkawinan beda agama tetap dilakukan dan salah
satunya beragama Islam, maka hubungan suami isteri dianggap zina, anak
hanya ada hubungan dengan ibunya berarti tidak ada hubungan dengan

ayahnya, antara suami isteri tidak saling mewaris.

3.2 Saran-saran

Mengingat kesimpulan yang di dapat, dari hasil penelitian ini pula akan

diberikan saran-saran, yaitu:

1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan produk
hukum yang final oleh sebab itu harus segera diadakan perubahan-
perubahan terhadap undang-undang tersebut khususnya yang mengatur
mengenai perkawinan beda agama.

Akta Pernyataan dapat dijadikan altemnatif untuk dapat melangsungkan
perkawinan beda agama. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hal ini.

Para ulama dan pakar Islam yang mempelajari dan memahami mengenai
hukum Islam supaya mempunyai satu kata berkenaan dengan perkawinan
beda agama, khususnya salah satu calon mempelainya beragama Islam.
Supaya tidak terjadi kebingungan para umat pemeluk agama Islam.
Pendapat siapa yang akan dijadikan pedoman bagi penuntun hidupnya.
Sikap Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah dalam hal perkawinan
beda agama harus sejalan, sehingga dalam mengeluarkan suatu peraturan
perundang-undangan tidak membingungkan masyarakat serta tidak
memberikan celah untuk melakukan penyelundupan hukum bagi mereka

yang ingin melakukan perkawinan beda agama.
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agih, . . .

. Pemohon,

- . ' ( Dyp~Eddy Sadeli, SI ) | /
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Ptmlmsm disampaikan kepada Yth.;

tua pcx';gadilan Agama Jakarta

}\;_Jnm di Jakarta

v Y- -- o --~'q-—-—. -

EPARTEMEN AGAMA R.I. - @

OR URUSAN AGAMA KECAMATAN : e =

- . Kebayoran Barua
finggalang 20 Polpe 733335
Jekxarta Scluadan

Ja)'arta, - ﬁs m......,.,,

Kepada

19 88

estsers sopsvoasm ————ectiecase

»

' : \th Sdr. Kepala Kantor Catatan Sipil
: Surat kecterangan. : KT Sakarks .

di Jakarta ‘Pusat

:

" Assalamutalaikum Wr. Wb,

Schubungan dengan surat Sur., tanggal .99 Apedd 39868 . .

No. iﬂQS/ “Mm
kawin Sdr. _m...

bah\sa sctclah yang bersangkutan kami pcnksa scpt.rluma Lan-u tidak dapat mcmcnuhl surat Sdr,

dikanter Sdr., dengan ini kamx sampalkan

tersebut, bcrdasarkan pcrumbangan bahiwa mecnurut pasal.2 ayat (1) jo pasal 10 ayat (?;_;{P. No. 9 ‘°

Agama Islam dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatay Nikah S:tbagaimana yang dnmaksud vuU,

No. 22 Th. 1946. Dengan demikian, dapat diharapkan terjadinya pcrLawm.m yang syah scbagalma-
na tclah ditentukan dalam pasal2 ayat (1) dan pcnjclcsannya dari U.U. Perkawinan No 1 Th. 1974

Apabxla fihak yang berkecpentigan berkcleratan “atas penolakan ini, kami pcrsxlahkan me. .,

minta penctapan [kcputusan kepada Pengadilan Agama dakavds Geleen.. ... yang bc’k"“m‘

r

di Jl. Csputet Ruye Pondok Pimmng '~ scbagaimana dimaksud oleh Pasal 50 ’?a‘ (3) ) .;.

jo pasal 63 ayat (1) huruf (2) U.U, Pc'rka\vix‘lqn.

I'
|

Demikianlah agar saudara maklum dan dipcrg\;riakan seperlunya.

ey,
»o QUL UL DI 7 2 -3 L
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Peribal terscbut diatas berkcnaan dcng-an' f)i:rﬁmhbhan 5

. PRETE .
: tsh. diatas harus kawin menurut tata cara .
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RINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 3
R CATATAN SIPIL PROP, DKI JAKARTA o E LEE s
ggggaaﬁyta:g _augglgaa:)?‘lil’lagg}:s;ggggg h " ' . . [/ .
s P N ' 7
x 1 D 71,155.4/C5/1986 . . Jekarta, 24 APTLL L Cogg0 -
tal : Surat Keterangan - B ’-'xf.‘ul'. L
e : . - I(ep:ada,"_'.-"'
- '.der. Sdr. JAMAL MIRDAD , .
TLJHoJend Rt.004/07 No.10 L
o " o as . e .'
, , ' .mmam-ssmwm. W T
! - . R ~ il e
v SO g e et
1 ‘ thubungan dengan maksud sauderi.akan- melaksanakan perkam.nan dengan
; LA RUTH ELIZABETH KANDOU i A
: ..'..S"d‘_r._i.,o‘.._l:,y..,i...........'.......’..... Umur ooooaoaooocc'oo tahjm, pekerjaan ‘
. e 0 0o .Ail:iii;a‘ . o:o'o'c.o‘o ) bertempat tlnggal di \n:g .I.ia..v‘iq .lge.'l.l:‘.'l.‘{' .DIQ:EQ—.(E .‘.Ttilfa.:.l.:iza‘-:s.ol.atan. :

’ isten.
I IS .lfx." sesesesssess Menurut surat dari Kepala Kantor Uruaan Agam& <"

April 19864~ i
Kaoamatan ‘ @.PO .0 g???;;??:s.?];????. a0 Tanggal ??0 oot ??.]:l l?' e0cescald NOIIIUI‘—- -

37/ 5’]"/3?"4/ ..JS/IV/1986.- dirwatakan bahwa saudari harus melakaanalcan per e

escacscsevonocsse
l »*
* > n:

‘,'K'gama .

!
, kaw:lnan menurut Agama Islam, s .
.l

'

| Berdasarkan Undéng-Undang Perlcawinan Yo, I Th, 1974 pasal 60 8y8t(3)

naka d:la.n,)urlsan agar eaudari menga jukan permohonan ke PengadJ.lan .'u- -’? Ecg..

?.E?'??f‘y??. . .;; cees untuk mendapatkan surat keterangan yans\di ;

Jakarta KXY o .

| maksud dalam 98331 50 ayat(I) Undang-Undang Perkamnan No.I Th, 19743‘

~'..‘s<

r‘»"

f‘; Dem#.kian égar aaud.ari manjad:L maklum dan’ sernarlv.mya....1 | ‘.,; 2

i i, o . | - . ’ .. . R ,.,. ;.
. R o kPegawai Luar Blasa Penoatat S:Lpil:
Lo ‘ S _.Propinsi DKI. Jjaka Cet -
-_' _-li . \ . . . i
' : LT
: "'-,.~.’.’° :-.’.. :‘o.i
o - T
_j’&)ﬁ DASMAN MANINGKAM) - = * G
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SURAT KETERANGAN &
No. 133, /1:755.2/186
ng bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Ga.ndarla f{ifa.z.:?,.,. .........
mnerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:
Bapak: . .

.Nama . Haji Jlabbruri, . .
2.Umur D reeeenes fabun, ; (Almarhum)
3.Agama o Xslame .

4. Pekerjaan : 8w astac .l

5. Tempat tiriggal Jepara - —-Kuduse---re--o--- —_—
1bu:

. Nama : Haoi;iah.. Nayirohe............ —
2.Umur A Tabwm, . JAN

3. Agama PR -3 - L P

4. Pekerjaan ¢ Ibu-rumah- bangEa g e cnoen-

5. Tempat tinggal : Jepaxra. = . KuduS.a..............

lah benar orang tua dari scorang: - B .
l1.Nama : JAHAL mgamm. ....... e Je—
2.UmaurT. Ty 26 .tahuMe...L..iiiaeenn...

3.. Laki-laki/Perempuan : I‘?}‘.j:".'?'.a.lg‘. .. - - -

4. Agama : N -1 ' ...

S. Pekerjaan Vi 2 Seniman.

5. Tempat tinggal : .J1e Haji.Jemi’. Na.10........o—

Dcmxkianlah surat kctcrangan ini dibuat dengan mcngmgat snmpah Jabatan

Kewenangan notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH UI,.2009 ... .



. A a2l R Tal - M : B
WALIKOTA JAKART  SELATAY, > '

] veerarevanee Model : PM. I

. . ﬁo‘l ..... Toip. ‘7 ST

wsepasan o.-oo.-o-

JAKARTA NG '-'03‘82];-]4

.
. . . -
- . . ©r et ot NS IR ROl (et —————
. il

. SURAT KENAL LAHIR | SR
No. : 384/MK 3 5/1 986 v Y

.

Pade harl inl tanggsi .C}%.P}l}.!g‘ 11“‘?‘&1"11 tshun soribu sombilan ratus ddq’rng}g@..cng‘.m. :
dihidspan sbya : .

S e

1. p—:n..Abdul Gt‘.nl Aﬂt")’f‘{l Umur ......... 48 tahun, pekerjaan mpmm B(I JKT

L Adedeletacdssstonntaronnatnas evessecsaconsrenonnes tempat tmggal di Jl’ lcelibrtn s(‘lnttn Pt.0°6/04 JebSCJ-Q

................................................................

2. :{‘(!n{;.r:n.B‘wat“tioBA ............ UMUE oo veeeee 3P tahun, pekarjaan MRYANATI" reeVeserenonnson
sehntecsaranans treceraniiriiarsnsiaresansenasensss  tRMIPAt tingaal di qu Abdul I'n"-]ld Dt‘.lt‘m ]:/""7 J“‘P Rodi Q(‘.l.

Kedua penghadap atas permintaan dan untuk keéponlingan orang yang tersebut di bawah ini menerangkan kepacla °
) buhwn mereka mongotahui bonar

8. Bahwo J'@MALHIRDAD ceoe peker aan %m.mnn ........................................ thecenae
tempat tinggal di .i.l.:..!!.-...:’.s%..R.t.-.‘??..z.... ....... -10 — Kclo Gonderie Utere Jekerte Sclcten.
batul dilahirkan di .............. l\U l U .............. pada tanggal NJIHMEI ............ resanas
tahun "%EIBIB.U. MBILAN RATI.R ENAM ?ULUII. :

R R L Y Y T L LT L LT TP

N T HAL HTTDAD : R R R L U R ‘

-
. -

ﬁ""i""'ﬁj’f‘ﬁ""“""' LT Y P P Sy IS“GbUf ada‘ah ‘mk ...-Es%:?:-.:..;:s‘!?u...u...u........u asesesssva me
dari ........'.....IAB.... PY Y PO 11,3111 ¢ Alm taluin, pekerjaan ..........teeececossessgrans SN

. tempat tinggal di oo rr, .. 2 = den iotxinye § Jr;iar.h. NMImHmm reeeoan
e Bohwa JAMAL MIFDAD

1
et eesesnsecttattanetetseanesatancnentarninaratsarreentanessnancrarasssiescensare tOrsohuUt tidak mempunva\ surat lahis

yang sah karena .., .‘.(.c-l.g.b.'.j::.ma tidr']’. ai d!}ﬁaﬁi’u‘n di Kanm* Ctt&‘t&n Si 11

0 esscncsson me
900aP000000000000000900u00ua0000F29500070000000300000000800500000000 sessvsaovecavcracesPraa

.d. Bahwa _J:ﬁ.?}A'L}'ﬂR})ﬂp. . A rseseseneess tOFSEbUL memerlukan surat kenal lahir
ini untuk kopetiuan NI X A H w

-
Se90arense0ecesnn0orancosotier tesmeeeveesvesorsositrecasecccosannee 0000000000000 0000000700 000000700 a00ess0000000

Salaniumva kodua penghadup itu menerungkan, bahwa tentang kelahiran ini dapat diketahui, karena meroka telah

h mohhnt surat keluarga dan/atau surat lain yang ada pada - ytmg Jomkepentingtn te.n;sebut diatas.
1

" Demikianlah surat kemul laliir ini dibuat setelah dibacakan serta diielaska_m kedua penghadap menguaﬂi{:h k‘&terangan
s dan atas kebenarannya dimana periu bersedia mengangkat sumpah, kemudian ditanda tangani oleh kedua -penghadap
ya, » : ] %
3

-

dya penghadap : . Aeng ,WAE.'IKOIA JAKARTAY..... SELATAN,

G

‘ ’

'nnn; set’s )u”o'ogt-.--.a-o...o_,_..--/“. ’
- e

L
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o PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA. ‘AKARTA Q :
WALIKOTA JAKARTA AYgAR‘}l"I%'T%ng Modal  : PM. | .
. KECAMATAN ... A 1R s Kode Kel. :
CROUOLSEEATAT Medewe s 1312] g ]
KELURAHAN .ooveuveussenssergonsensenessssensasnnss

3

sola Raya Ke bayoran Lama.r ", ‘77 2704 JNo 000;];'89

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 40/1.755o2/86 . .
Grogol Selatan S
Yang bertanda tangan di bawah ini LUMR .e..cceieeecerietsciionnissnsssusiaeenssnsssanensans
Phukan baliwa : .
N a.m a ) LYDIA RUTH ALISAB&I‘H KA‘U)AU. . e
A . ....!..lQ'....'-‘.-.".I".....'.........¢l.....’.'.’......l‘.’-l'.C; ......... “'.....:.I-:..'...
' Tempat/Tanggal Lahir E——— Jakarta, ?1 I‘ebrua.r1196 .................. serinesees
Jonis Kelamin " : BoKifidiPorompuan. .
Kr:.stan. ‘ r
A G 8 M 8 1 siseciassscsorssiectceatsessenonsstsasessscestsastacsssssessasssennaes -
K Indonesia
GWOIGENGQOATTANT 1 eeseececsarssrecscasaasssessasensansscssanessessassnasasesaressssasnese
o 610 63 O
No. KTP/SKTLD D ttecsessernsiessanisancs 2 342 .....................................................
Alamat : JlRawaKmmNOM-CKe }H-I‘.‘?}I!E,E....GE‘%Q}
Selatan Kebayoran I-a.ma Jakarta Selatan
. Artis
Pakarjaan D oo SO o SN N W
Maksud/Keperluan D een Bahwa namaterscbutdlatasakanmclaksanakan
perkawinaqmq:‘." Catatan Sipil Ja.krta70

23 April 1986.
Grogol Selatan.

J
da tanc? ybs.,

Mengatahiui : Rareial
Comat  ..cereencnecrens sorsserersrbarasere o *
NIP/NRK . A
Kbo.- (Vido. Perda No. 8 Tahun 1979) o . . S
3 .
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itv adaloh orong membowa konok® kepade }uu:.‘ supajo
ttakkon tanpgon keotosnjo dan mendookon, tetopi muridinjo
tking® orang itu. Tetopi kcto Jesus: 7 Biarkanloh konak?
fiangon dilarangkon mereko itv’ dotang kededoku, koreno
jong some seperti iniloh jong empunjo keradjzon surgo.
| dipeliuknjo konqk’ Itu. diletokkannjo tongo-m;o dlotasnjo
berkatinjo “mereko ito,

. (Matius 19:13-14 ; Markus 10:10)

) hendokloh dofom hotimu odo segolo firman jong kusurvh
emy podo horl inl. Don hendokloh komu mengadjorkon dio
tack!mu, doa ber-kato’lah komu okoa holnjo apablla komu
‘dolom sumohmu, otou apadbilo komu berdjelon diluor:
opobllo komu membaringkon dirimu hendok tidur. etou
"kamy: bongun dotivoda tidurmu.”

(Ulangan 6:6 7)

Ehnlab uorong oaok :ezolo permuloon djolonnjo jong powt.
pado mosd tucn;c liada jo axon unadur doti podaonja.

(Amlul Sulalm-n 22:6)
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AL’

t JLN . CILEDUK RAYA 97 - KSB. IAHA - JAKARTA. S5LATAH

GEREJA BETHEL |INDONESIA

Pengakuan Badan Persekutuan Gereja (Kerfcg”nootschap)
I>ep. Agama R.l. No. 41 tgl. 9-12-1972

PETIKAN DAFTAR PERMANDIAN

Demikian kita dikuburkan sertaNya oleh baptisan itu kedaJ]am maut, supaya sebagaimana.

Krisius telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh' kemuliaan Bapa, sedemikian itu
juga kita inipun dapat berjalan didalam suatu hidup yang baharu (Rum 6:4).
» M | NAMA
illlu.ll
jVurna Alluli JJdnpa. Analc <lan KoliulkuduK
Pada hari ., tanggal B T_0 B3R yo78_
di GBI PETAHBPRAN. 1;
TELAH DIPERMANDIKAN MENURUT SABDA TUHAN, .
LYDIA RUT H ELI ZAB ETH XAMDO U
dilahirkan di ..... A KA RT A i e, tanggal _
bapanya .............. RVZD it e e
ibunya ... 11JC.P..... 0JCIB.-.2LJB. K., AMUIL .. .o s e e
PERMANDIAN INI DILAKUKAN OLEHPENDETA
_ . . JPHj H<L. SEOUK dan "S.J. MS3ACH
[PPSR e ~ r

Jemaat ¢/ A S A M/ L A MA

Kewenangan notaris..., lvone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009
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Homxox
Lampiran

H a

Témbusan Kepada Yth:

P77 g

BADAN PENASEHAT PERKAWINAN PERSELISTHAN DN Pmcm:r_w (,BI’-—A_)

" KOTA JAKARTA' SELATAN
JI. BUNCIT RAYA PEJATEN PASAR MINGGU JaK. SBL

. JAKARTA @
BJ/5-P/BR-4/35/ £ /1986

Perkavinan cumpurun. ”

«r 9 9

Jokarta, 23 - ,-sféu-r/ - 198¢
1 .‘ N .

Kepada .

¢ ¥th, '‘Sdr, Kepala ‘Kantor Catatan '
Sipil Pemerintah DKE. Jakarta

gi - ) S

v

JAKARTA &+

. .
e e
L\l

Assalamutalaiikumn war. wab..

Meménu.h;\. nmaksud surat Sdr, tunggal /_9.... Qé Homor°

,7??’»4}be19¢?€ tentang akan- melangsungkan p;e::‘kawinan 8Bn-—-
tarxra Sd.r

@— L ey telact. .. yang bexaguma Islam dengan Sdxri
Jf"“%’.@f’?‘l g@ﬁ‘.‘?{. 2 ??“yang berngama one $ECH, X maka ke~

pala mereka telah kxami berikan penjelasun—penaelasan tentang
Te

Sahnya perkawinan menurut Agawa lIslawm, dan Undang-undang No.
1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1). . .y :
2. Wajlibnya calomnsuami/isiri yang beragama Ialam untuk. men:.lcah

mexnurut tata cara hukunm Agama Islam dan dlcatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur olen- Undang-—undung No.

22 tahun 1946 jo. Peraturan llentc..ra. Agama Ro. 3 tahl-n 1975
pasal 1 ayat (1) hurut a. s

Selanjutnya kepada kedua calon mempela:. tqlah kami ber:!.kan
hasehat seperlunya tentang pembinaan Rumah Tangga Bahagia, namu
hasilnya tetap mereka ingin melangsungkan perkawinan di K:.mtor

Sdr. dan calon istri/suami yang beragama Islam itu mengertl ten-

tang pexrkawinan tersebut melcmggar hukum Agama Islam yang di -
anutnya.

.

PDemikianlah huasil penus‘.hatan hmui

semogn berguna. 'uptulc'
Per'timbangan Sdr. selanjutnya, .

—————

usuu L
,.;“\ QE\' an \

70 B, Pq {0
% ( JARLRTA “SELA TAN 9
.0

".s'
(" "
"\“"_"AN DAy UR

SULATMAN nmmm... L

di -

Kepala I\antw Agama - ' o N
Kecamatan é S .

Jakarta Selatan,—

“
o .
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. Model : Na
N¢ usis ' :
SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN
Nomor, .5 . 57/ 1.755 .2/“’“’ ) i
1. Nama lengkap dan aliasnya . Dydia Ruth Elizphotin Kandau :
2. Laki-laki/Perempuan Perciinuan N
3. Tanggal lahir { Umur ) S gkuzia, .:.1. .P eurwarl. 1953,
4, Tempat lahir D VARETESS L. L. Ceereeeaan
5. Agama e N U
6. Pekerjaan triis L., . A ... oo
7. Tempat tinggal °1: 3 avn.Generd Ko, . 14.8..
8. Nama orary tua (bin/binti) 1’?%1; .:;?Z_E;_gi;.i.l.‘“."fi“t‘. A .
9. Tanda-tanda istimewa " A
10. Jika laki-laki terangkan jejaka, .
duda atau masith mempunyai istri :
dan berapa istrinya. A NUTUROTRTE I
11. Jika perempuan terangkan pera- :
wan atau janda, < Mermaug. - .Dengeluannye Fiéreve:
12. Namia suarni/istei terdahulv A PR ........... Y. .
Demikianlah surat Ketérangan ini dibuat dengan mengingat sumpah ja-
batan dan dipergunakan dlmana periu, ‘ Q
N qekaxie,. . b, . lel.... 19 86, -

*}) Jika Kolwshm kwang menycnhul Wn

tang kesdsan cslon mempelsi kmma
reks Isu pentuduk birv ostavg Imo
merantav { meninggalkan knmpungnyo 'I'
dan laln-Isin sebab, meks tmk-mlk
ditulis * tidek diketehui ”.

KEF}ALA DBSA, Grqpol Selatan,
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N2 00211
SURAT KETERANGAN ASAL - USUL
Nomor: .57./1.757,2/1926 .~

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa .. ; .Q... ; .(39.].&17?11» ee T

‘menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama 7 ;o JLpdda Rtk Flimebeth ancou
2. Tempat dan ranggal lahir : .Jdekeris, . 21 .Pebrusxi .1963
3. Agama poeRdEEER L
4'Pekeriaan : o::-.‘;t‘:h'j'r's:'Ioa.-o..ouooooooo" "'

5. Tempat tinggal . JLl. Heba . Ieme.Fo. 1A 0
) o (H s 1 -
adalah benar anak dari pernikahan seorang lakiaki:  “YOE0 1 uelatal. .

.. Nama

S ..q‘-ﬁv 4--—3(‘0............... .
2.Umur . s 25"0".-1932..............

3. Agama : ’-T-'-'?"n;

4, Pekerjaan

Siner. 3‘:....31 n. -

5. Tempat tinggal L d1leEe Sawe NonerisHo. 11‘
dengan seorang perempuan Y. ) ,
1..Nama ©Lovedele Glenekemp ... -
2Umur ;L G1-08-1938. ...l T
3. Agama coLmTisEen, ... .lln
4. Pekerjaan L&t aph danssan. ...
5. Tempat tinggal ;. els dove, Down Menas 1. ..0.14

Demikianlah surat keterangan ini dnbuat dengan mengingat sumpah ia-

batan dan diperguhakan dimata perlu, “‘"'-?--'?:.‘, ‘ N
| S Falarbs, 6.1 19 .3
:h:' -“t&\ "{‘ - -- o- o v¢)60

KEPALADESA\\..OxOl..ueJ. toa,
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Model : Nh.

N2~ 021 ' SURAT KETERANGAN
Nomor: BT/ L 706, 771606 .=
Yaﬁg bertanda tangan dibawah ini, Kepala _I’)'esa . .'3‘.3’1.'"».“.'.291 woelben,. .
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa : ’
I. Bapak : K

1. Nama ¢ aee ae cXNOM

s e e s s e s e e T s s e e e e ur

LI Ly 2t
2. Urnur . N e .15-.-4'2. .o e ceesaas
3. Agama PRESRRT s 7§ o5 3 N e Tean

- 5 S ended
4, Pekerjaan : R CNoa v ¥ - ‘
5. Ternpat tinggal : vl 3{-",};‘.& WEMA, Hener

ooooooo la

1. ibu = g r

1. Nathe : scevely Bdepelamp.—....
2. Urwur g C‘ -
3. Agama L

4. Pekerjaan CooFes o AHY Rumah  Pensgs

. :%33,_. T . gl et .~"-
5. Tempat tinggal - : <1,.Reye Rawe Nemexzi.l
adalah benar orang tua dari seorahg

. *

1. Nama : -ATals Ruth 3lizabeth.
2. Umur 23 . Pebrpexri.. 1963....

N T A A . 4
3. Laki-laki/Perenipuan P SeYennuan
4, Agarna ‘ ;. woisten |

.
ooooo PR RN B I

5. Pekerjaan R o2 1o .
6. Tempat tinggal : Y. .fRxe. Nava, Honexi
Dernikianish surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jab:
an dan dipergunakan dirmana perlu. '

LR I I S A A L IO B I O 2

L3

\Qz0l. Seloten,
'y .

+
.

) .
eI DT YT
NRK: 4700398087 5I84¢ ASF‘,E
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~ SURAT KUASA '~

¢

NO. :Q06/KKP/TV./86.

Yang bertanda tangan dibawah ini : . . :-' '
N aman : LYDIA ELIZABETH' RUTH KANDOU ~
Peker jaan : Artis :'
Alamat : Jalan Rawa Kemiri No.-14~=C..c.. .. 7 o' Lo % ne

Kevayoran TLama ~ Jakarta Selatan

dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya yang akan disebut dtbawah ini, menerangkan
bahwa dengan ini memberi kuasa penuh pada : -

R. SOEROSO SH. INAWATI SH.

- J. BUD! HARIYANTO SH. DRS. EDDY SADELI SH.
JOHANNES AIPASSA SH. * S. HUSEIN SM HK.

-

- -Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor ,P'e'ngé_cara / Law Office R. S.OE'.RP-
é SO SH & ASSOCIATES, beralamat -di Jakarta Jalan Pintu Besar Utara No. 6 — 10, Jaka.rta Barat
yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama : '_ '

JN & e  KHUSUS o0

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan permohonan kepada Bapak "Ketua
penga.dilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperoleh jjin melangsungkan per-
ka.w:.na.n. di Kantor Catatan Sipil Jakarta pa.da tanggal 24 April 19860'

-
e

> Mengenai hal ini untuk dan atas nama yang bertanda-tangan menghadap di muka Penga-
> dilan Negeri, serta Bacdan-badan Kehakitan lain atau Pejabat-Pejabat lainnys, mengajukan per-
‘mohonan-permoho'\an vang periu, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan- kete-
rangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau -diberikan oleh seorang kuasa,
menerima uang dan menanda tangani kwitansi-kwitansi,- menerima dan melakukan pembayaran-
pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan yang memberi kuasa, hak' ban-
ding, minta executie, membalas segala perlawanan, mengadakan kompromi dengan persetujuan
terlebih dahulu dari pemberi kuasa, dan pada umumnya membuat segala sesuatu vang'dcang
- gap perlu oleh yang diberi kuasa, y Y
rat-kuasa ini diberikan dengan hak substitutie.

B
&

Jakal'ta, » 31‘}0 A,pnil > o 2000 ‘9 --86"'
Pemberi - Kuasa.

Pa

7

.- ';.'YBI-A ELIZABETH RUTH KANDOy

e e —— - _ Kewenangan notaris-, lvene-Nurut-Fu'adah,-F+tt, 2000 ——4m@mm— - —or e v -



SD-- 23S .-~it/P /1 986/PN.Jkt .sel .

P E N E T AP A N

Dh}11 KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN—YANG MAHA ESA

. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang cemeriksa perkara perdata telali

menja.—tuhican putusan dalam perkara teraebut dibawah ini

Pengadilan Negeri tersebut

Telam membaca burat permohonan tertanggal 18 April 1986 dari
Pemohon t JAMAL HIKDAD

, laki—laki pekerjaan Artis, bertempat tinggal di
Jin. H. Jeni No.

10 Kelur—ahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru.
Jakarta Selatan, yang dalam hal ini

memilih domicili hukum dikantor Kuasa
nya Drs « EDDY SADELI, SH Pengacara dari Kantor Pengacara R« SOEHOSO, SH &
ASSOCIATES di Jalan Pintu Besar Utara No. 6 — 10 Jakarta Barat dengan Bia-

rat kuasa tertanggal 14 April 1986, yang berbunyi sebagai berikut

Bahwa Pemohon lahir di Kudus pada tanggal 07 Mei 1980 j
Bahwa Pemohon adalah anak laki—laki dari

suami isteri Haji
Mabruri almarhum dan Hajjah Najiroh

Bahwa Pemohon beragama Islam ;
Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang wanita yang ber
agama Kristen bernama lydia Elizabeth Ruth Kandou

Bahwa Pemohon ingin membuat Akte Perkawinan di

Kantor Catatan
Sipil Jakarta

: ]
Bahwa untuk membuat Akte Perkawinan di

Kantor Catatan Sipil
Jakarta Pemohon harus mendapat ijin dari

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Maka berdasarkan alasan—alasan tersebut diatas, Pemohon dengan

ini mengajukan permohonan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemolion
2.

Mengijinkan Pemohon untuk membuat Akte Perkawinan di
Kantor Catatan Sipil Jakarta ;

3— Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk me
langsungkan perkawinan Pemohon dengan lydia Elizabeth Riath

Kandou

Menimbang, bahwa pada hari

persidangan yang telah ditetapké&n
Pemohon yang didampingi

Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan,
Permohonan mana setelah dibaca oleh Hakim, atas pertanyaan Hakim, Pemoiion
menyatakan tetap pada permohonannya j

Menimbang, bahwa Pemohon dalara persidangan telah mengatakan *

— bahwa Pemohon telah bol’Uoia 26 tahun J

bahwa Pemohon beragama Islam d&il ttkan menikah dengan

lydia Elizabeth Ruth Kandou yang beragamaKristen {

bahwa Pemphon bersedia menikah diKantor Catatan Sipil |
— bahwaPemohon tetap memeluk agama Islam

' Qoo ®P
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bahwa umtuk menikah dihadapan Pegawal Catatan Sipil, Pemchon
memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
bahwa Pemohon belum pernah menikah j

bahwa keluarga Pemohon menyetujui Pemohon menikah dengan Lydia
Elizabeth Ruth Kandou j

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah
surat~surat bukti berupa $

surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan. Agama Kecamatan
Kebsayoran Baru tertanggal 28 April 1986 No«K4/MJ.3/230/1986

3 ]
Surat Keterangan dari Kantor Cataten Sipil Jakartas tertanggal i
24 April 1986 No.1160/1.755.4/C5/1986 ; : 5

Surat Keterangan asal -~ usul dari Kelurshan Gundaria Utara ter— |
tangzal 2 April 1986 No. 135/1.755.2/'86 ;

Surat Keterangan dari Kelurshan Gandaria Utara tertanggal 2 April

1986 Wo. 135/1+755.2/186 tentang/ menerangkan bahwa He Mahbruri
dan Haje Nayiroh adalah orang tua kandung Pemohon

?
Surat Keterangun dari Kelurahan Gandaria Utara tertanggal 2 April

1986 No. 135/1.755.2/'86 yang mensrangkan bahwa Pemohon adalah
masih jejaka ; ’

Surat pernyatsan persetujuan dari ora.né %ua Pemohon tertanggal
25 April 1986 ; '

Surat Keterangan darl Kelurashan Gandaria Utara tertanggal 2 April |

1986 Noe. 135/1+755+2/%86 yang menerangkan akan melangsungkan per—
nikahan ke Xantor Catatan Sipil Jakarta Selatan

)
Surst Kenal Lahir yang dikeluarkan qleh Kantor Walikota Jakarta
Selatan tertanggal 25 April 1986 No.384/WK/JS/1986 ;

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Grogol Sela tan
tertanggal 23 April 1986 Noes 40/1.755.2/86 ;

Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta
tartanggal 18 April 19686 No.243/1963 ;

Petikan dafb;ar perandisn dari Gereja Bethel Indonesia, tertanggal
29 Oktober 1978 No. 40/B/A1/78 ;

12. Surat B P4 tertanggal 23 April 1986 No.3T715-P/BP4/3S/IV/1986 ;

13. Surat Keterangan ssal — usul No.57/1.755.2/1986 ; _
agerte saksi.-f-sakai Yang masing-taning bernama KAPILAH ANGGHAINI, kakak ipaxr
Pemohon dan ABDULLAH CHANDIE, keponakan Pemohon yang dibawah sumpsh pada pokokmys
memberikan Reterangan sebagai berikut

= ‘bhahwa 9020900090009 ©
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‘bahwa Pemohon "beragama Islam, ingin menikah dengan lydia Elizabeth Ruth
Kandoa yang "beragama Iriston

bahwa Keluarga Pemohon menyetujui perkawinan antara Pemohon dengan Lydia
Elizabeth Ruth Kandou

"bahwa Pemohon "bujangan,

tidak terikat perkawinan dengan orang lain

T~rahlaahwa calon isteri Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain j
— "bahwa, perkawinan dihadapan Catatan Sipil tidak dapat dilangsungkan karena
Pemohon "beragama Islam sedang calon isteri

Pemohon "beragama Kristen,
masih perlu diperoleh ijin dari

sehingga,
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa Nyv Maria Kandou ibu kandung dari

I<ydia Elizabeth
Rvrth Kandou. telah mengirimkan surat tertanggal 12 Mei 1986 yang bermaksud men
oegah perkawinan anaknya, karena i1tu Pengadilan Negeri

menganggap perlu untuk
memanggil dan didengar sebagail saksi

Menimbang, bahwa/sumpah Ny,

Maria Kandou pada pokokrya toemberikan
keterangan sebagai berikut

_bahwa benar saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak April 1984 5

_bahwa benar hubungan Pemohon dengan anaknya menjadi

rapat sejak Oktober 19&4
"bahwa benar saksi mendapat

bahwa Pemohon telah mempunyai

anak dengan

informasi
seorang wanita Jepara tetapi

tidak moji bertanggung jawab }
_ bahwa benar karena

informasi tersebut saksi telah berusaha mendapatkan bukti—
bukti eleperti

yang tersebut dalam Burat—eurat bukti yang diajukan dipersidangaj
rian diberi tanda P1 sampai dengan P8 ;

bahwa benar saksitelah menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Pemohon
tetapi Pemohon menyangkal dan bersumpah kalau hal itu tidak benar, akan te~tapi
kemudian mengaku j
_ bahwa benar karena ada ancaman—ancaman dari

pihak keluarga dari wanita untuk
menikahi

wanita tersebut, Pemohon menjadi ketakutan dan atas saran saksi
Pemohon disuruh memberi

uang sepuluh, juta rupiah kepada wanita tersebut

bahwa benar ibu Pemohon telah tiga kali datang melamar tetapi ditolak 5
— bahwa benar saksi

tidak menyetujui pernikahan anaknya dengan Pemohon, karena

khawatir akan tidak bahagia, mengingat Pemohon adalah seorang yang tidak ber
tanggung jawab akan perbuatannya

bahwa benar Pemohon selain berhubungan dengan wanita dari

Jepara juga dilaku
kan di Sumatera

Menimbang, ballwfl atas keterangan saksi

Ity. Maria Kandou dan surat—eiarat

bukti Pl sampai dengan P8 yang ditujukan kepada Pemohon dan lydia Elizabeth Ruth
Kandou, mereka membenarkan dan mengatakan tetap pada permohonannya }

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah beruBiB 26 tahun dan calon

is'fcerjL
nya telah "berusia 23 tahun, maka ijin dari ked.ua orang tuacya tidak diperluicé&n
lagi ( lihat pasal 6 ayat 2 Undang—Undang R.I* No* 1 tahun 1974) =2

Menimbang, oo»ei>=>=00<>=>0
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Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-sakei baik dari Pemohon maupun
dari calon isterinya serta surat-surat bukti yang diajukan ternyata bahwa baik
Pemohon maupun Lydia Elizabeth Ruth Kandou tidak terikat perkawiuan dengan orang
lain 3 ,

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak terikat pei-kawinan dengan orang
lain, maka pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang ReI. Noet tahun 1974 tidak
dapat diperlakukan kepada Pemchon oleh karena pasal-pasal tersebut khusus di

ber].aku/:e'rhadap seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan orang
lain § .

Menimbang, bahwa alafan Kye. Maria Kandou mencegah pernikahan adalah
mexunjuk pasal 13, paszl 14 (1) 1 pasal 15, pasal 17 (1), pasal 19 Undang-Undang
R.I. No. 1 tahun 1974 ; .

Menimbang, bahwa pasal 13 berbunyi sebagai berikut 3

perkawinan .dapsy diocegah, apabils ada pihak yang tidak me =

menuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan 3
Pasal 14 ayst 1 berburnyi sebagai berilut 3 - y

Yyang dupat mencegah perkawinan ialah para keluargw dalam

garis ketorunan lurus keatas dan kebewsh, Saudara, Wali .

Nikah wali pengamipu dari salah seorang calon mempelal dan

pihak-pihak yané berkepentingan |

Pasal 15 berbuxyi sebagai berikut s L

barang siapa Karena perkawinan dirinys masih terikat dengan
salah satu dexri kedua belah pihak dan atas dasar masih ada—

nya perkuwinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan
tidak mengurangi ketentuan pssal 3 ayat (2) dan pasal 4
Undang-undang ini ;

Pasal- 17 ayat 1 berbunyi sevagai berikut

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah

hukum dimana perkawinan akan éilangsungkan dengan memberitehu
kan juga kepada pegawai pencatat perkawinan }

Pasal 19 Yeripnyi sebagai berikut 3

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila belum dicabut 3

Menimbang, bahwa karena Ny. Maria Kandou adalah ibu jandung dari

lydia Kandou yaitu keluarga dalam garis lurus keatas, maka sudah tepat apabilea
ia mengajukan pencegahan tersebut ;

Menimbang, bahwa apaksh alasan-alasan pencegahan tersebut dudah me -
menuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas,
Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut s

~ bahwa karena lLydia Elizabeth Ruth Kandou sudah 'berumlr 23 ‘tahun, maks
ia tidak lagi dibawah perwalian atan pengampuan dan juga karena baik
Pemohon maupun Lydia Elizabeth Ruth Kandou tidak terikat perkawizan

dengan Ooooo'o‘oo X
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dengan orang lain, maka tidak ada alasan "bagi Ny« Maria Kandou untuk
mengajukan permohonan pencegahan perkawinan tersebut ;
Menimbang, bahwa pegawai Pencatatan Sipil di Jakarta menganjur

kan Pemohon untuk mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
agar Pemohon mendapat surat keterangan yang dimaksud pasal

60 ayat 1 Undang —
undang R.1.

No.1l tahun 1974 j

Menimbang,
dapat bahwa pasal
diperlakukan bagi
poblik

bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini mempuiyai pen

No.1 tahun 1974 tidak dapat
Pemohon sebab Pemohon akan menikah dengan warga Negara Re—

Indonesia walaupun lain agama yaitu beragama Kristen, sedangkan Pemohon
beragama Islam ;

60 ayat 1 Undang—"undang R.1.

Menimbang, bahwa perkawinan campuran yang dimaksud dalam pasal
60 ayat 1 Undang—wundang R.I.

No.1 tahun 1974 adalah seperti yang dijelaskan

dalam pasal 57 Undang—undang R.I.

No.1 tahun 1974 yaitu
perkawinan campuran dalam Urdang—undang ini

yvang di

: yang dimaksud dengan
adalah perkawinan antara dua orang
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan Kewarga —
negaraan dan salsh satu pihak berwarganegara Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon karena perbedaan agama dengan calon

isterinya yang beragama Kristen adalah tidak termasuk dalam perkawinan campuran
seperti yang dimaksud dalam pasal

57 Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 sehing-
ga tidak dapat dipakai

alasan dari pasal 60 ayat 1 Undang-undang R.l. No.1 ta —
hun 1974 "bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri
oukup alasan untuk memberi

Catatan Sipil,

berpendapat bahwa terdapat
i jin menikah kepada Pemohon,

untuk menikah di Kantor
dengan memperhatikan pasal

7 ayat 3 dan pasal 8 dari Staatsblad
1898 No. 158 Regeling Op de Gemengde Huwelijken yo pasal 66 Undang—undang R.I»
No.1 tahun 1974 i

Menimbang,

bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan diatas,
maka Pengadilan Negeri

dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi

ijin.
kepada Pemohon Jamal Mirdad untuk melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan
Sipil ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-pera —
turan

lain yang bersangkutan 1
M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas
Memberi

i jin kepada Pemohon t JAMAL MIRDAD untuk melangsungkan

perkawinannya dengan LYDIA ELIZABETH RUTH KANDOU di

Kantor
Catatan Sipil {

Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar

Rpo 20.000,— (duapuluh ribu rupiah )

Demikianlah
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Demikianlah Penetapan ini d¢ibuat di Jakarta pada hari K AM I S
Yanggal 29 Mei 1986 dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh.
kemi 3 NY. ENDANG SRI KAWOERJAN, SH, Hakim pada Pengsdilan Negeri Jakarta
Selatan dengan dibantu oleh Panitera Pengganti 3 ACHMAD DJUCHRANUDIN serta
dihadiri oleh Pemohonh dengan didampingi kuasanya e—

PANTTERA PENUGANTI,

g

Biaya-~bisya 3

Meterai : Rps  1.000,=
Redaksi $ Rps  1.000,~
Leges $ Rbe 1500,

Panggilan dll. $ Rps 164500,=

Juiilah Rp« 20.,000,«

e gy R S g
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PENCATATAN PERKAWINAN
% Tatarata peirkawman duanggungkan /j
ada tanggal . hari..... .jam
r// i sie'tcrarigin tentang Keteraliaatf™nfary j
ertanyaan =] calon mempelai pria / calon mempelai wanita
irga FV2 T _V e VSdErA rg
‘A rfalv /[c-Tpi-- * I-IA
<h 'A(afh%j.* J-11- £y f& 279*
F o L tO. .
rP Gsfi?, AWAfS Pi&r/A SI'AA N'A/eria U-*211 Pex?
pat tmgg A ] .
ka > ... ‘$>AA%( wols\ J R/
in dahulu p /Z‘{'*»JMM 1 A [,)4 ¢ Mv I£& “wAlrA TRy
'Uév..:v._“’ 7 y on (/,
5ekas .
lama istcri ter ' APAY P \]$P/\1%/\ NClS/—/>7/'/ WA .
i oo &wrwﬁww A o e
dajlrn perkawinan £ T TEEZ TG 2 8 Y e [**%r»? i< t
faBpak’ ofo N Bapak Yo
\YA r :
1. Nama £ci&ai-ga [~ qIr 122, I’-'V3V/'JSCI IT
J2. jNama kecil, A /P _jtt-C  <Jmir ~CI'IPI?&A i ’ '
3. 1 Temp aytiay™alhrfiir/umur J ref i
Ara T\ - [ | BRre FftrfC o JBGAPT e -
ETyPei>iky - MY ¢ NOPPTL TP e S
lempat tingWiT/K(7¢ITaman JZM p ASfir( M a’U ¢y
"Mi n P/<r Vit
picu
a P N7 W Ibu 1bu
N ¥ akelkjhfr ~*LU Sap s ‘ [20P YA Ja *. t. CAL
Nama kecil/ 67. /3. r/4 P A/A . P>tCn. P f y . 0 *
Tempat dan tanggal WP
Agama " fPPP ‘P .TP.AP.
Pekerjaarji*Sajigkct }J ........................................ t .
Tempat keniftnan AA 5/\/?P A-Pc'L m
NPLAR. ., " A " W[t
Saksi pertama , P Saksi kedua
4. Nama keluarga T2/ ***[]. I f/AAp/ rrvs.L'¢ro
2. Nama kecil 1RPPIPPRP .. IEA
3. Tempat dan tang W, PP/alA J JfE**P'?P X
4. Agama Pl WL I s D . - .
5. Pekerjaan/i‘angkat s B ‘BP 4p y M ApA ' J4- /yJ/t ‘ICvitp ) (rp/~ P
6. Tempat kediania/l .p a" A%ra TAINE0 /' Kitryz

Pafiaa™ Aola i ¢t'j?2g*

Supaya dilampirkan petikan akta kelahiran atau turat kenal lahir,
bagi calon raempelal pria yang belum berusia 19 tahun dan calon

mempelai wanita belum 16 tahun, »upaya dilampirkan dUpentasl
Pengadilan.

Bagi calon mempelai dari anggota Angkatan Bersenjata R.l. «u-
paya melampirkan IxIn tertvilU dari Pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Hankom/Pangab.

Bagi calon mempelai yang sudah pernah kawin supaya dilampir«
kan petikan akta kematlan atau surat keterangan kematlan dalam
hal purus perkawinan karena kematlan dan petikan akta perceral*
an atau surat keterangan perceraian dalam hal putus perkawinan
karena cerai. Dalam hal masih dalam ikatan perkawinan supaya
dilampirkan lzin Pengadilan.

Kewenangan notaris...

ypyerrPpN o 2
Tand”iangzn yang berkepentinj”in,

INT U ulp y P PA

, lIvone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



Model : 1
Kmor :

Kepada Yth.

Sdr. Kepala/Pegawai Luar Biasa

Pencatat Sipil/Pejabat Khusus

di -
Ay AANT A ...

Yang bertanda tangan dibawah ini :
...................................... Pal/AT7~/N/A T/fus V& £ /fo
tempat dan tanggal lahir .. AfA. .. "ANA. Z. . ...

5r/ ,
(UM UT i tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun) ..o,
a0gam a . /f/S?P??A.T,71*. ..................................................................................................................................
pekerjaan ... V .i .If.Y/5..V.4<V ............. 77f> 77/\7)77 ..........................
tempat kediaman .~ 0O fIA .7f.~S .. /W /~<4 M /A« W A 'f .
sebelumnya teh°n”® nnlh *)kawin dengan ..., A

pomah

(?£EGA *2>£=AlqQrA/J'
anak%alﬁ-llak—i dan suami isten . .. Al TY 'f//rg "~ Alo .§("7"1_./t/ & 2.M BA/?I/S

dan
.................................. All
tempat dan tanggal lahir . . fA*AAA? IAAAZ 2 .. Alm
(UMuUF .. V M . tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun),
agam a . IE

pekerjaan ..."T**?* " A7 A SAT ......................................
tempat kediaman . L T*?* e f22:% X.//??,,

, czan-asr=1SRL

sebelumnya ) KAWI'N DENGAN ot sttt ae e nns
pernah

OS/?2* A A'NTA s

anak perempuan dari suami isteri . . fLAP.AA" _JAT™.Af A, ' f M

A A fiA'd &A/AP/zD  A'TIVIA T

memberitahukan dengan hormat kepada Saudara Kepala / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil /
Pejabat Khusus di .. A .~A .ft.~TA\

bahwa kami/rrverefea *) akan melangsungkan perkawinan dan diminta agar tentang pemberita-

huan ini dicatat serta diadakan pengumuman seperlunya.

~ \7#ASA TfIAA' tOA ~
n N\ N\

( fIAATAl. At>JAIr. }
vt oord yang udak perlu
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Model . 3
DAFTAR
UNTUK '
PENGUMUMAN
Hari ini tanggal . mm“h dd"m m.i e e e seribu sembilan
ratus . . ‘mmﬂh et . T 8 - Pegawai
Luar Biasa Pencatat Sipil/PRABICRTUNR di . . Ka tor Catatan Sipiy IXI Jakarts, .

mengumumkan di Kantor ini, yakni Kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar Catatan Sipil,
bahwa pada hari )

...............................

................................ tempat 41  Jakarts,

....................................

bermaksud hendak melangsungkan perkawinan @ ... .. ittt it ittt ettt e e cre et
L JONATHAN PETRUS SIBERO ¥

............................................................................

umur . timspuluh dem tahun: agama... FProtestam

pekerjaan ........ Xsryawan = tempat kediaman. . Jd oPextamina Simprug n}* IIO‘
.m ' [ ]

.................. dahulu........bp.l.‘.u....... pernah kawin. . ... ..o oo vii i

............................................................................

.............................................................

umur

............................. tahun,agama. . ....... ...t ian o
pekegjaan ... .. ... ... i iie i e, tempatkediaman .. ..... ..o 0 it
dan ... GM.HANNA BARUS, e
umur . Yajukpuiuvh dus tahun, agama. . . .. Protestan ... .. ...
pekerjaan . Iburumah m“‘ ........ tempat kediaman. . di. . h‘lﬂ. ---------------
dan
....................... LLLEEL UL ..o
umur ..empatpuluh tiga tahun, agama. . . . . Isdam ...
pekerjaan . ...... m“tt ......... tempat kediaman. . 'n’xm‘ m. . I/ 1 5 Jm'
................... dahulu bdﬂ pernah kawin. .« ... oo vne e

............................................................................

.........................................................

umur ... ...

.................... tahun,agama. ....... ..oty
pekerjaan . ... ..... ... . .. 0., tempat kediaman. .. .. ..cccvv e e
dan R, A INDIJAH ( Alsayhumak )
UMUL Lt it e e yeooo tahun agama. . ... e i i i
pekerjaan .. ... ..... ...t tempatkediaman. . ... ....-ser ey

Demikian pengumuan ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani.

Juar Biasa Pencatat Sipil/

(s st r,-‘_,‘n-t-m-:.vtvf--v':
RS. DASMAN MANINGKAA
NIP, 470021342 / NRK: 79M>
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N 2 000637 ModeI;Nf.

SURAT KETERANGAN ASAL -_USUL

Nomor :

Yang birtanda tangan dibawah ini, Kepala Desa GROGOL SELATAN
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama JOKAUHAN' FETRUS SI3ERO

2. Tempat dan tanggal lahir Kaban nahe 11 ftiogpember 1933
3. Agama Kristen

4. Pekerjaan Karyawan Sbrtamina

5. Tempat tinggal K omplek P ertamina Rt OOIl/ 07

adalah benar anak dari pernikahan seotar.q leki-laki ;
l Nama . T H Sibero (A Imarhum)
. Umur

2

3. Agama
4 Pekerjaan
5

. Tempat tinggal

dangan saorang perampuan

1  Nama GVMH BARUS
2. Umulr

3. Agama

4( pekerjaan

5 Tempat tinggal

Demikianlah surat kete, ibuat dengan mengingat sumpah ja-
batan dan dipergunak

HoN sSM®bas-cha
mSE1C

?2JIP/ NRK : 470032'1 /52844
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<IN
N¢ 0004SS

Mods! : Na

_§_'._,RAT KETERANGAN UNTUK KAWIN
Nomor . 32//}?5‘5‘--{/&‘ -

. S ~
1. N:ina lengkap dan aliasnya ;. JONATHAN PETEUS .SIBERQ .

~,
F N LY “w
i k)

2 Laki - laki/ Perempuan : _I'_Qki_-},‘rgki__;:; _ :';';
3. Tanggal lahir(U.nur) ~ 3 K33 ‘_\"';_:'_-
4. Yempat lahir o -0k : 2 : s :
5 Agama =" . _Kristen - . i i !
6. Peke jzan . ':"':'K.am_\gan Pertamjgg.g‘_"\__
7. Tempat tinggal . Komplek P etamina Rt 001/ 07
8 HNama oraug tua (bin’binti) : @ HSIBERO,
9. Tand. - .anda istimewa : —
'10. 2ika laki-laki terangkan jejaka, Duda :C epai.

duda atau masih mempunyai istri '

dan berapa istrinya 3 Al:ioacezzi NEO' g;gg%;m. *)
11. Jika p2rempuan, terangkan gera-

wsn atau janda Y *)

12 Nama su33mi/istri terdakulu

Damikianlah su'at keiirangan ini dibuat cengen mergirgst sumpzeh ja-
batan dan dipergunakan dimana periu.

arta ¢ 23 April 4086
sa,G rogol Selatan,

*) Jita Kelurahan kurang nking?
tentang keadaan caion memNaPOLe- G @<
na mercka ity penduduk bary e

lah lama msrantau (menlnggalka Py JL“\"
rung nya) dan lain-lain sebsb, make

titik-titik Ini ditulis “tidsk diketahui*,

ABHAS CHATDIR
Yy Sen———— R
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. . . Model . ?lh L
NoO 000389 SURAT KETERANGAN- ST

— —— ————

Nomor . 32-}’ 75;17’06

Yang bertanda tangan dibaweh ini, Kepala Cesa GROGOL SELATAN

— e ———— an oo e = e -

menerangkan dengan sasungsuhnya, bahwa @ b '

"’s
I. Bapak . ‘\,\ .
1. Nama ‘\1 1%57'3513 b (Alﬂﬂ .
2 Umur o : e

3. Agama -

4, Peketjaan S < e e e e

5. Temxsat tinggal

I, Ibu .
1, Nama ’ . _.GMH BARUS _ |
2. Umur E.

3. Agama : ) _
4, Pelkzrjaan - (

5, Tempat tinggal :

adalah benar orang tua dari scotsng

1. Nama - Jonathan P etrus S ibere
2. Umur : .11 Nepember 1933

3. Laki -laki/Perempusn _Daki Lalkd

4, Agama i_Kristen

5 rekerjazn + Karyawan P exrtamina

6. Yempat tinggal : Kemplek P eftamina 1IC

D :misiantah surat keterangan ini dibuat dengan mergingzt sunfeh jebat-
an dan dipergunakan dimang_ 5OF

Kewenangan notaris..., lvone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009




PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA JAKARTA .SELAalAL". .o

AT ru n 0 Telp .7342009... Model : FM. I
JAKARTA Mo 0396684
SURAT KENAL LAHIR
no. : 354/WK/JS/19¢e6.
Pada hari ini tanggal . tahun seribu sembilan ratus(3.G!LSP£inpX'IX.Uil...
lang dihadapan saya
1 UMUE e, 49..... tahun, pekerjaan 33Kl

tempat tinggal di K&bay. Q ..liSffla..Rfer.00.7/.0..6...0.alJfc..Sel

2. L umur ... 4.Q..cceen. tahun, pekerjaan
tempat tinggal di Ja”*k&r3&...Rtr:Q.Q9/Q7...Ja?.aX+&..3.el

Kedua penghadap atas pormintaan dan untuk kepentingan orang yang tersebut di bawah ini menerangkan kepada
saya, bahwa mereka mengetahui benar

a. Bahwa ..J.f.P.f...3J3ERQ ., ..ccccciiiiriirrirn. pekerjaan ..A"a.YA...P.?2rl?aiDlina ...
tempat tinggal di Kelm:*jar..& XQSQI..3.e.XaliaR..S1:-0.Q(j/Q.7..fmaiNia..5.elal?”™ ..
betul dilahirkan di ...... IEA3AU.JAHE..J3.UlIU2?.»............... pada tanggal ..3.BJ3.1JLA5..I''lOPE!;X5E/...........
LELINVTO I . 000000000 R TERTERTERTEE 0000 PR 000 oG o oo cr IR 1 000000 oc R TR TR

b. Bahwa tersebut adalah anal. ............ 1a&ITrIfVIRT s
dari ...T.t.H.t...>iXI3!GSQ............... Umur ...AIKI........ tahun, pekerjaan ..« “ “ £ e
tempat trnggal di TIT7ITS 7T~T.~. Li3.i%inyQ ...C r «H; .13ArylS. ..7.0/\\B.

c. Bahwa .&.>.i3..5> XT?2.ERQ: ciiiiiiiiiinii ettt e tersebut tidak mempunyai surat lahir

yang sah karena

d. Bahwa ..J.aP.»...83JIBERD ...t e tersebut memerlukan surat kenal lahir
INT UNTUK  KEPEITUAN ..o ettt ettt bbbkt er ekt h e st e e st e s e et e e st e e R e Rt e Rt e R e e bttt e e e nne e

Selanjutnya kedua penghadap itu menerangkan, bahwa tentang kelahiran ini dapat diketahui, karena mereka telah
Cernah melihat surat keluarga dan/atau surat lain yang ada pada ..... y.&ftg..}?2.6r3£GP.Qf3«. t.ilXfi>i3&............. tersebut di atas.

Demikianlah surat kenal lahir ini dibuat setelah dibacakan serta dijelaskan, kedua penghadap menguatkan keterangan

JA JAKARTA....SELAJ&U..
taria Kota,

A.a.J..0.E.O..)
010035707-

"»J1931
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59G

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1 Nama ..0 ouathan. JP.atuus

2. Jenis Kelamin Lakiz2

3 Tanggal dan Tempat lahir MabanjalJue, 1iv11c1 933 .

4. Agama. Protestant

5 Kewarganegaraan *) Wd"A-;/ W N |

6. Pekerjaan aryav/an

7. Alamat Lengkap Jin. . SHaiprug. ?.0at Rt..
RW ..o Kelurahan ... .V. .
Kecamatan .. " Jakarta . . .

Model

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
Jalan Kebon Sirih No. 20—22
Telp. 367205
JAKARTA

SURAT - KETERANGAN

Nomor :®m m s . /JS/1 . 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

K- XXX

1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap
Identitas Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata :

berlaku.

Y bs tidak melampirkan KI'P

Se>anjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani

Jakarta.......... 5

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DKI JAKARTA,
Petugas  ub.
KepatacSuku, Dinas Kependudukan

JakKarta. ...
= V» _
>&./> (ereereere e ~ e >
) ake NIP.. ST? NA/UPAH
® Coret yang tidak perlu. o* "

X« CGNIGS
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Model : K - XXX}

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN
Jalan Kebon Sirih No, 20-22
Telp. 367205
JAKARTA
SURAT — KETERANGAN
L g
Nomor j},7/JS/1 s34, 159G
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :
1. Nama . .Horini Sujak Nep. 6600942.005
2. Jenis Kelamin : Perempuan........... Y BN, ., ... .....
3 Tanggal dan Tempat lahir : .PP?.W.O.I:?Q‘!! 26=9-194% ..
4. Agama, PO -3 I . S
5. Kewarganegaraan *) T W WNI
6. Pekerjaan o oLLaryewati.o. oo ..., e . . . ..
7. Alamat Lengkap : Jin, , Kazung Pola 3 L5 ... Rt 9011
Rw. Q3 Kelurahan . 2tJi.padang..... s et 4
Kecamatan . .. LS “ingzu . | Jokarta . Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap

oooooooooooooooooo

et s s e ce e s e e .
""" * A ¢ L L I R R R I I I I e e e I I I I R I R B B R I A S
.............. L R R R e R R R I I R . I RO R AR AR I R B I S I R g
.0.000.--...0...Q.Ou'...'.......o‘l... ................. . ® @ 0 ¢ ® @ 0 s 48 s .

---------------

............................................

Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani menurut ketentuan/peraturan yang
perlaku.

Sokarta,..2.. ;. el L. 1988
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DKI JAKARTA,
1)etu.f._';as: ub,
KepalacSuku Dinas Kependudukan

g 8 n- TTAGID
*) Coret yang tidak perlu Br A nip: ST Lw

—

2. QL1166
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i’g,."l.L',,... deo"do Rk e cbmtbbrbd,

k, PPRERSL Bl o g @ o - % .- g -
oL Tt GO XPR CILP X3 L) 23 elslolaleolsdaly
LR R R T

. e W

A pin mly oy el g
.V.Q).. -CO- \"’- Q) \‘qy‘c." &b :—?‘P’
- = .._v.v.-:.“ B

~ ,s\

SCX 0002052 e

Sr. Ida.- PENCATATAN SIPIL
Ro.1430/DI/IV/83.- o

(! quhﬁoot 5}6 E‘av“‘-?glv;'ﬂvybﬁ e hl-

" .. & g ZUNEN 2R B ;

Tgl.23-4-1983. - WARGA NEGARA INDONESIA - oy
------‘0-‘---- .

KUTIPAN

AKTA PERCERAIAN

NOo 46/19830-

Dari daftar Percer 8 1 a n.menurut stbld 1933 no 75 yo 1936 no 607.- .

.....................................................................................

L ldade ded JakarFa - > o L T2 T Jakartaf'-—--

dieeereens ceeraeann A TERIERE “ternyata bahwa dl.... ................... B pada tanggal |
?}fap?].'}f‘?..fl.‘:‘ﬁ \f‘m.‘:i‘l TITIIT seribik sembilan ratusdelapanpityh tiga ----n

N i
telah tercatat. keputusgn d\ar}!?.]f?'fg. ‘.?.’.f’.g;ﬁ?'?:?;f?..rf?ﬁ.e.??:..‘?ﬁ‘f};.. L Be1atdl tanggal

K ‘., T&v o ‘/;/l
?3{43?}??.1.?5..‘513""3* "";".'.‘.'.'.? o seyiby, S m\;n(an ratus.. 3212 lapahpllafh tiga nomor. -

dusratusdua \.d.uh delapan garis :f.p_,seribu sewbi¥an tusdelapanpuluhdua..(}
&m inanry ¥

yang menyat terpbtusnya perkaw b dilangsung t.28karia mesvans

pada tangga %fs}r»-isua tus eriﬁ\asgembi {J.ratus - eﬁanp‘uluh dua'“z-xﬁfa'r-aF S
coosnverues ceve v e (v-\---_‘.,...uo X ‘o ols "m- s e ? o / ......... . “:,‘: .
=S TIIIITITTR ‘2,,“’ .S..IBE )3 i’fﬁ!\th iLPekrus 1 .’f. .,,,,;,;';r. ............. rorrrer RGN
sectt = A L..--.. J ..J‘ ==Ll N
G R4 ewk B NP S e g4 diET

A \d -

A - e =y,

= Sy

_ s e

7 Y Perat

ii\dengan keadaan pada hari ini. f' :

T A%\ iaggdl duapulun tigamA.prilw,
......... * (I EERYR IR RN XN RERE RN ] 'Fv R

A "." N “b anan o m@ == -,
ﬂm Qllo.oo' q..puluh tlgoao- sessee .':P)-:

-_-_...—.

egaqu Luar Biasa Pencatat Sipil, "}"- T
A T‘_; 17}15:!%31»‘[ b A }g ;.l:

r i :\\.l.;::;& ey f '.'-, L

gx !vf” W

¥ 3' e o

NS L2 i IR wewy A ANG ?:‘::‘:'

Melihat untuk mengesahkan tanda tangan di atas inidavi:c .. __ -~ o
¢’ R N % c . e \ll}\ 4]' ol , a\::~\\ .31)50 :’:

see - A arat s J— v00cevetersannns escscscass see XX "‘:-&:“.:
. ‘l.\.ll) .4.’0‘)-“0/ , I r‘.lk R .-‘.::’U......".'.. (AR EARNYRSEERNENE NN} !‘.;.. “
Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di...cccoveevnenerannniennss Seerereas ’.f.“..':_
5 cT 1983- s

-0-09 oooooo AR R AR R L AN NN NN [ tanggqlfvl mQ\ [RE RN QE?",'..

- 984 1Leg/PNIS/I9 S AETCAR ., HARIM PENGADILAN NEGERS Bl
N\ 3

32| AT OO 9509 100 GG 1A WX W RIS SE TR 31,

A * ra A% 2 AN J"“‘:l!‘m\‘.

3 ;‘})ﬂ\-‘-’"ﬁnu @) C’J Liw (‘F"' “J"bid'\\.b\{
gl

NY. TARULL PanceabmAl sh = ¥

- e - N b N r
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N;! ' L

USIHEN ibas Register kerna xalak st tubu dingen si NIPERIDIKEN,

ibas GEREDIA-BATAN - VARD MuOTEITANT
)
(G.B K.P.i

CLASSIS @ . .- "7 f iR
. T . . { Lt
Enggo i suratken i djends imaka i2as wari e Bl R Ly

155 g o s i s s i 5
th../J e .. ENREn tuoun arak dilal/dibecy. Man anar ndat e 1500

han gelarna asum ia tubqtu 2

ﬂ. - -~ 4
Eﬂ i e e e i o WLV BE A SR AN v 1T DGt LS
o8

gmmmm

Asum ia i PERIDIKEN

- LG e
i . 0 - B B BRI R
oy . ‘

Kutana . . .. . ueef o adi

T

Anak ndai i PERIDIKEN ibas wari b-

Djadi NGAWAN ia ibas wariy . #< 1§

Misser ia ku . o ibus wary ... .

Reh ia ku djenda ibas wari. ... ... . ... i. . nari
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PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA JAKARTA .3ELAPAIE

1 TTUNQ JAYO. . 0a L. Teip. 134208, ..
JAKARTYA N 0396HA5

Model : PM, |

Seme

SURAT KENAL LAHIR
No. : JSALML/TS/ARCG.

Pada hari ini tanggal SIBNUI LN BIT8 ANTIL  tehun seribu sembilan ratusd2lAPANDMINN.. eNER
datang dihedapan says

1. L AA2Y AR AR s Umus ... 40......... tahun, pekerjaan ...-TY8VWaN, Pemda TNIT
.................................................. tempat tinggal ¢i K.abpyoran. Laan. B¥=007/06. dak.. 3el

2 AR FBLI i Umur ............ 40 tahun, pekerjaan ..in WL SVER. Eenda. DX
.................................................. tempat tinggal di JAZBXKAITSHR. Bt=009/Q7. Jakarta..3el

Kedua puenghadap atas permintasn dan untuk kepentingan orang ysng terssbut di bawah ini momianckm kepada
ssys, bahwa mereka mengetahui benar :

a. Bahwa AL SIDERC ..o, pekerjean . LAXYBNEN. TR TADINA. ..ccocevvcrccenaanne.
tempat unggal di elurahan. Crogsal. Selatan. Ri=000/017. Jakarta. 3elatan. ...

betul dilahirkan di ... ATANJALE. JURKIR, ... pede tangge! .IEIELAS. LCPEIRER.........
whun ... 2ERTR SEDLLAN RATUS. TIGA. PULUHL. DIGA 2o ceeeeeesesresmsarsasmessisannes

b. Behws .95 STIERC, ... tersebut adalah 208K .......... BIBT LM e iecnes e
dori ... na il TR, « Umur LAITL...... tahun, pokerjsan ..o mmmmmm Mo snnseecrsarrenss sonc
tempat tinggal di TN T T am=t.98n dgtrinyg Geaaelle AR TQESD.,

c. Banwa e R FTRERO i tanebut tidek mempunysl surst fanie
vang san karena M@laniranya tidak didafiarkaen di Fentor Catakan . 3ivi)

d. Bshwa .. JaTl...SIBERQ.......c....uu.. S ... L . tersebut memeriukan surst kenal tahir
ini untuk Keporluan ................. n.- PersyarAaTAR. POUKATARIL. .. .cvieeerecissorsasssmassasssns

Selanjutnya kedus panghedap itu menerangkan, bahwa tentang kelahiran ini dspat diketshui, karens mareka telah
pernah melihst surat keluarga dan/atsu surst lain yang ads pads ... 7aNE.. Nerkepentingan........ .. tarssbut di atas.

Demikianieh surat Kkenal lahir ini dibuat setelah dibacakan serta dijelaskan, kedua panghadap manguatikan keterangan
di atas dan atas kebenarannya dimana perlu bersedia mengangkst sumpah, kemudian dltande tangani oleh kodua penghadap

GBGs 1981
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dapat dipergunakan dimana perlu.

Model Na.

SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN

NOMOR : Qﬁdj.am. o'
Nama lengkap dan alissnya . Harini Sujak,
Laki-laki/perempuan . Perempuan,
Tanggal lahir (Umur)
Tempat lahir

Agama
Pekerjaan
Tempat tinggal

Nama orang tua (bin/binti) : Re Soejak Wongsoredjoe.(4lm)e
Tanda-tanda istimewa

Jika laki-lald, terangkan jejaka, duda

atau  masih mempunyai isteri dagp

berapa isterinya o W - .................................. voeeree®)
Jika perempuan, terangkan perawan )

atau janda 2 J'a.nda Wraim‘ 39/09/VIH/ ql"
Nama suamifisteri terdahulu L e eaesasessenssessnaeansearastinararesneRaRs S

Demikianlah, surat keterangan inj dibuat

dengan mengingat sumpah jabatan dan

*) Jika kelurahan Xurang mengetahui Yo,
tang kezdaan calon mempelal la:e'_l;_i,“
mevrcks itu penduduk baru atau ééhh‘\ !
lama meruntdu  (meninggalkan king-v'
pungnya} dan lain-laln sebab. maks -

utik-titik ink ditulis “tdak diketubul®t. <P v (SR GE

L e

7y

74

RN R8s '
il TN b - 3
g
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Modet: Nh.

SURAT KETERANGAN '
No. 088 . /13155:2/43 -
Yang bertanda tangan di bawah. ini, Kepala Desa .. Jatipadangg.............
Menerangkan dengan sesungguhinya, bahwa:
I. Bapak: :
1. Nama ; R' Soedaakﬂon@ored.jg ( Alm )e
2.Umur T ettt
3. Agama S 500000000/ G o o000 N .
4. Pekerjaan ' TR SN . ; FER.. . .
5. Tempat tinggal . . . . A Ty 0w
II. Ibu:
l.Nama 3 R.A.Indijah.(nm). .......
2.Umur R e
3. Agama : -"..__ ......................
4. Pekerjaan L e T e
5. Tempat tinggal - V.,
adalah benar orang tua dari seorang:
I.Nama ' : Har:.ni;&xaako ..................
2.Umur . 44 tabun,
3. Laki-laki/Perempuan : Perempuan. .....................
4. Agama . Islame .l
5. Pekerjaan s . Portaminade.........
6. Tempat tinggal . Jatipadang Rt.0011/03,

Demikianlah surat keterangan ini dibuat denx.1 mengingat sumpah jabatan
dan dapat dipergunakan di mana perlu.

- svee £ 55018
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Model: Nf.

SURAT KETERANGAN ASAL-USUL

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa .
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

1

2.
3.
4
5

Nama Harini Sujak*
Tempat dan tanggal lahir Purworejo, 2d —Sep — 1342«
Agama ISIaBf.. ..o,
K ti P ina.
Pekerjaan aryawati Pertamina
Tempat tinggal Jatipag&ang Rt*011/03«

adalah benar anak dari pernikahan seorang laki-laki:

I

Na a .R* Soedjak Wongsoredjcu (Alm)«

Umur
Agama
Pekerjaan

Tempat tinggal

dengan seorang perempuan:

1
2.

3.

Nama R»A* Indijah. (Alm),
Umur

Agama
Pekerjaan

Tempat tinggal

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan

dan dapat dipergunakan di mana perlu.

Jaksurta. 22

1 o\ Vs
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MA nAYA PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WALIKOTA JAKARTA . Model PM. |
KECAMATAN Koda Kel. 'TT
jatipadahS fl
KELURAHAN e
l)
Jalan . Telp. .39.1X .15« N? 788309
SURAT - KETERANGAN

Nomor : 060 / 1.755-2 / »6.

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah

=«srangkan bahwa

Harini.Sujak™........cccooioiiiiiiiie
PuiTioreJ o, 26 - September — 12«

Nama
Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama Islan™.

Kewarganegaraan INdonesiac.........ccoiiiiii e

No. KTP/SKTLD ~ 4 1206/(’\(342(15 ....................................................

Alamat Jinjikarang pola 1/1* HRlurah” Jatip”~a” Rtoool 1/03
Pasaminggu Jakarta.Selatan*Ll.............c.ccceeeeeenn....

Pekerjaan ferrate. Pertfiminal ..o

do{nji.iersebu..diatas, akan rmurgpang.nikah,, ks...?.atatagj>—
SipiiU. Jakarta. .Sslaiaftm ngafk. .QatflA.SJiflflw*..* -i-'bep"f

Maksud/Keperluan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diperlukan sobagaimana mestinya.

T,anda tangan ybs., AA A

I Harini Sujaie.

4- jecdl ¢3<H

SH
WIL CAM. NIP. 010076990'83450

& 100,- (Vide. Perda No. 8 Tahun 1979)
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TIATAT'"AN-SIPIL
( Goloagon Indonesia )
Purwored.jo.

AKTE KELAHIKAH
No. $0 / 1942 . i/

———Dari daftar Kelahiran untuk golongan Indonesia———
jang disimpan di Kantor Penga'dilan K'egeri Purworedjo,—
ternjata bahwa di Maron— (Loano), pada hari Saptu, tang-
gal dua puluh.enam September seribu sembilan ratus em -

pat puluh dua, djam. satu, empat puluh lima menit malam,
telah dilahirkan (——————— r—»—

_;_J:L_A_R_J;__L\L jJ___;

anak perempuan dari suami—istri Raden Wangsaredjo, Soe-—
djak, Wedono Loano dan Radon Ajoe Wangsaredjc, Raden —

roro Indijah, tidak punna pekerdjaan, kedua—duanja——-—
tinggal di Maron (Loano).——————— - ————— —— — ———

———Kutipan ini sesuail dengan keadaan pada saat diberi
kan. ————— :

———Purworedjo, tanggal tiga puluh Oktober seribu som-r
bilan ratus enam puluh satu.————————————————————

———Pegawai luar biasq Tjatatan-Sipil.———%+———————
( Iswadi )
Binjo, 1?7gr*1J.*a»J. ———Melihat untuk pengesahan tanda tangan diatas clLari—
Bv.1,50,— ——-— Iswadi,Pegawai luar biasa Tjatatan-Sipil di Purworcdjo.
10.3.253/1961.-----

——————————— PurviOn?6.jo ?tanggal 51 oi"toor-” 1961.—————
p'rrec.j.liu> oJ. PusTi/OivaJo.-------------
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ns 759015

untuk perempuan

Berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama di

No. 72?2/722 221224, tgl. R4..i"PrU-. 1-97A. pada hari

tanggal .

. 25. .SyaK”l.1AG4.. H. atau tanggal .?4.. A994», M.

Seorang laki-lald :

? =

P NomrwN

Nama lengkap dan aliasnya
Bin r'.

Tan ahir (Umur)

Ag ggr?é '

Pekerjaan

Pendidikan terakhir
Tempat tinggal
Tanda-tanda istimewa

3meﬁalak Isterinya :

0N O Uk WD

Nama lengkap dan aliasnya
Binti

Tanggal lahir (Umur)
Agama

Pekerjaan
Pendidikanterakhir
Tempat tinggal
Tanda-tanda istimewa

Biaya pencatatan talak sejumlah

telah dibayar.

.. P«©*. fttih. Timpgr.........

V'» vic /| ™I «
“Talak itu adalah suatu perbuatan
halal yang amat dimurkai Tuhan”

Kutipan Buku Pendaftaran Talak no. tahun 19.@"

fP.OA L. v/.  Talak yang dijatuhkan :

Talak yang keberapa
Talak yang pernah dijatuhkan

Talak yang dijatuhkan sekarang
Qabladdukhul atau Ba’daddukhul

*

Bowop e

"RO03man g VI. Nikah atau Rujuknya dahulu dicatat :

Anwar f 1 Tempat

‘pl Tahun 2. Tanggal dan nomor
Talam

Karyawan ? X. ‘Idelah yang dijalani :

1. Waktu talak dijatuhkan isteri
dalam keadaan -

Rt OrO 1/°05 p Suci, haidl atau hamil
‘ 2. Tddahnya
.. Jakax.ta

Ry. Harrinl ,,
Snjak

A2 Tannn.

I 31 ara

SSEMW >0

D YT Y - 1]

..Cwp.*Putih .Timnr...........
..Bt.0.Q1/. 05» cccuvrreerecienane.
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1. (satu), Thalaci.?

A&idStiduWwi..........

KT7A»Purworejo j

.6.01ctober. J.988......

505/05A968 ,,



aim cmuiN nOAMA KI.

s'TOR URUSAN ApAMA KECAMATAN

P AS A*R MINGGU
Jakarta  .29..... M.eJL coeerrraee, j906
ior nNM -3.L m jjli986m j Kepada
ipiran A Yth. Sdr. Kepala Kantor Catatan Sipil
Surat keterangan. Jin. Tanah Abang |

di Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum YWr. \Vb.

Sehubungan dengan surat Sdr., tanggal —  -----—-- SJHELE 19S6
No. /| 1755724 | CS = —memeeeeeeee

Perihal tersebut diatas berkenaan dengan permohonan

kawin Sdr. e dikantor Sdr., dengan ini kami sampaikan

bahwa setelah yang bersangkutan kami periksa seperlunya kamitidak dapat memenuhi surat Sdr.

tersebut, berdasarkan pertimbangan bahwa menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 ayat (2) PP. No. 9

tahun 1975, Sdri. e e tsb. diatas harus kawin menurut tata cara

Agama Islam dan dilakukan dihadapan Pegawai Pcncatat Nikah Sebagaimana yang dimaksud U.XJ

No. 22 Th. 1946. Dengan demikian, dapat diharap',;an terjadinya perkawinan yang syah sebagaima-

na telah ditentukan dalam pasal2 ayat (1)dan penjclesannya dari U.U. Perkawinan No. 1 Th. 197'1-.

Apabila fihak yang berkepentigan berkeberatan atas penolakan ini, kami persilahkan me-
minta penetapan/keputusan kepada Pengadilan Agama JakSjrta Selatan yang berkantor
di JI. Tanah Abang |.d/a Wali Kota Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud oleh pasal 60 ayat (3)

jo pasal 63 ayat (l) huruf (a) U U, Perkawinan.

Demikianlah agar saudara maklum dan dipergunakan seperlunya.

Vembusan disampaikan kepada Yth.

Netua Pengadilan Agama Jakarta
JSel8tan di Jakarta.
kepala Kendepag Kota Up. Seksi Urusan/~gaena

e aliatrfca. S.ela.'fc”n

mSdr.

.................... eli Jakarta.
........................ JIVaru.
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Nomor
Lampiran

BAHAN PENASEHAT PERKAWINAN .PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (BP-4)
KOTA JAKARTA SELATAN

JL. BUNCIT RAYA PEJATEN PASAR MINGGU JAK. SEL
JAKARTA
t <~>/5-P/BP-4/JS/ ' /1986 Jakarta, 6 1936

| I Perkawinan campuran. Kepada

Yth. Sdr. Kepala Kantor Catatan

Sipil Propinsi DKI Jakarta
di -
/

JAKARTA

Assalamu’alaikum war. wab«

Memenuhi maksud surat Sdr,

tanggal «si Nomor;

.755.4/QS5/1,986 tgntang akan melangsungkan perkawinan anta-
ra Sdr. ccm yang beragama Islam dengan Sdr*
............ yang beragama .Vsi.vivV. ..
da mereka telah kami

..W._..'.....

., maka kepa. -

berikan penjelasan—-penjelasan tentang ;
1. Sahnya perkawinan menurut Agama Islam, dan Undang—undang No.
1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1).
2*

Wajibnya calon .auami/isterl

yang beragama Islam untuk meni
kah menurut tata cara hukum Agama

Islam dan dicatat oleh Pe-
gawalil

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur oleh Undang
Undang No« 22 tahun 1946 jo.

tahun 1975 pasal

Peraturan Menteri Agama No. 3

1 ayat (1) huruf a.
Selanjutnya kepada kedua calon mempelai telah kami berikan

nasehat seperlunya tentang pembinaan Rumah Tangga Bahagia,

hasilnya tetap mereka

Sdr.

namun
ingin melangsungkan perkawinan di

Kantor
dan calon ¢jiwwdL/isteri yang beragama Islam itu mengerti ten
tang perkawinan tersebut melanggar hukum Agama

Islam yang di —
anutnya.

Demikianlah hasil pcnasehatan kami

semoga borguna untuldi
selanjutnya.

pertimbangan Sdr.
n as sa?2an.
*2 M ™ ETUA

I'> JVNNKT\ > 'T's i twh— -

- - .. DRSV.SULAIMAN IBRAHIM.
Tembusan Kepada Yth:

Kepala Kantoj* Urusan Agama

Kecamatan

Jakarta Selatan.—
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b»518/Pdt/P/1986/PH.Jkt.Sel.
#

KETETAPAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG HAHA ESA,

H<aktm Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bersi-
dang dan memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertamae te-

lah memberikan Ketetapan seperti tersebut dibawah ini, atas
permohonan dari

iiARINI SUJAK, beralamat dl Jalan Karang Pola 1/15

Pasar Minggu Jakarta Selatan, disebut
sebagal PEMOHON

Hakiia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ]

Teliih mendengar keterangan Pemohon dan calon suami
Pemohon dan saksi-saksi ;

Memerhatikan surat—surat bukti yang diajukan dalam
paraidangan j

TENTANG DODUKNYA  PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 31 Mei 1986, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pe-
ngadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 1986, dengan
Uo»318/Pdt/P/1986/PN.Jkt*Sel#, telah mengemukakan hal—hal se-
bagai berik.it

H&hyn Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan
seorang laki-laki DbOffUFIN4 e JONATIIAN PKTRUS SIEERO, agama
Kristen, pekerjaan karyawan V'ertflW.ins, bertempat tinggal di
Koraplek Pertamina Rt,001/07 Kel.Grogol Bel&tan ¢aizarta Selatan

Bahwa calon suami Pemohon telah menikah dengan seo —
rang perempuan bernama : DENGAH, OLGA, akan tetapi telah ber-
cerai (Akte Perceraian No0,**6/1983) terlampir ;

Bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, sedangkan
calon suami Pemohon beragama Kristen, oleh sebab itu Kantor
Urusan Agama menolak pernikahan Pemohon dengan calon suami Pe-
mohon menurut agama Islam ]

Bahwa untuk melangsungkan pernikahan tersebut, di Ké&n
tor Catatan Sipil Jakarta harus mendapat izin dari Pengadilan.
Negeri Jakarta Selatan

Bersama ini Pemohon melampirkan surat—surat bukti
yang akan diserahkan dipersidangan nanti }

Berdasarkan S’701’1 LA L
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Berdasarkan hal—hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon

kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudi-
lah Kkiranya berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;

2. Memberi izin kepada Pemohon : HARINI SUJAK, dan calon
suami Pemohon : JONATHAN PETRDS SIBERO, untuk melang-
sungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Jakarta ;

3. Memberi kuasa pada dan seperlunya memerintahkan kepa-
da pegawai kantor Catatan Sipil, untuk melangsungkan
I"ernikahan antara Pemohon : HARINI SUJAK dengan calon

suami Pemohon : JONATHAN PETRUS SIBERO, menurut daf -

tar pernikahan di Jakarta ;
¢f. Biaya—biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 1986,

Pemohon dcin calon suami Pemohon telah datang menghadap sendi-

ri

dan selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan oleh

Hakim, atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan bahwa ia te-

tap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon diporsidangan telah menyerahkan

surat—-surat bukti, yang berupa

1.

8*

Surat Keterangan No0.1494/1.755.4/CS/1986, dari Kantor Ca —
tatan Sipil Jakarta, tertanggal 29 Mei 1986 ;

Surat Keterangan No.K3/MJ-3/251/V/1986, dari Kantor Urusan
Agama, tertanggal 29 Mei 1986 ;

Surat Keterangan No.50/5-P/BPA/JS/V/1986, dari Kantor BP—4
tertanggal 29 Mei 1986

Surat Keterangan Asal—-Usul No.080/1.755.2/86, dari Lurah
Jatipadang, tertanggal 22 April 1986 ,;

Surat Keterangan Untuk Kawin No.080/1.755.2/86, dari Lurala
Jatipadang, tertanggal 22 April 1986 ;

Surat Keterangan No0.080/1.7552/86, dari Lurah Jatipadang,
tertanggal 22 April 1986 F*

Akte Kelahiran No0.30/1942, dari Kantor Catatan Sipil Pur —
woredjo, a.n. HARINI, tertanggal 3® Oktober 1902 ;
Kutipan Buku Pendaftaran Talak No0.39/09/VIIlI tahun 198*+,
dari Kantor Urusan Agama Cempaka Putih, tertanggal 27 Agu®©-—
tus 1984 ;

Surat Keter&ngan Asal-Usul No.32/1.755*2/86, dari Lurah

Grogol Selatan, tertanggal 23 April 1986 ;
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10. Surat Keterangan Untuk Kawin No0.32/1*755*2/86,

Grogol Selatan, tertanggal 23 April 1986
11. Surat Keterangan No.32/1.755 *2/86, dari
tarij tertanggal 23 April 1986 ;
12 e Surat Kenal Lahir No*35*v/WK/JS/1986, dari
Selatan, tertanggal 23 April 1986 }
13* Akta Perceraian No.if6/1983» dari
karta, tertanggal 23 April 1983 |
lif. Surat Peridin No0.1386, dari
tertanggal 29 April 1951 J

dari Lurah.

Lurah Grogol S&ls-
Walikota Jakarta
Kantor Catatan Sipil Ja -

Gereja Batak Karo Protestan,

Menimba .g,

bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan
saksi—saksi

yvang dibawah sumpah, yang masing—masing bernama:

1 . o

i o w c .-ul 2. --nvu riill St

t—e > »

kedua—duanya bertempat tinggal di Jakarta yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut
Saksi I r ~T'T C C

— bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon

bahwa saksi tahu Pemohon beragama
mohon beragama Kristen ;
71- bahwa saksi tahu Pemohon

Islam dan calon suami Pe—

sudah pernah menikah dengan seorang

laki—laki dan sekarang sudah bercerai” dan tidak mempunyai
ikatan dengan laki-laki lainnya ;
Saksi Il t i " DA —GAIl «

— bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon

— bahwa saksi tahu Pemohon beragama
mohon beragama Kristen ;
— bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah pernah menikah

dan sudah bercerai* sekarang tidak ada
lainnya

Islam dan calon suami Pe -

ikatan dengan wanita

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya ialah agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membeli
izin kepada Pemohon unt”ik melangsungkan pernikahannya di

Kan -
tor Catatun Sipil Jakarta

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari

pegawai Pen&atatada
Perkawinan di Kantor Catatan Sipil

Jakarta untjik melangsungkan

perkawinan e*.. . *.
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perkawinan antara : HARINI SUJAK dengan seorang laki-laki ber-
nama : JOHATHAN PLTRUS SIBERO ialah berdasarkan pasal 60 ayat
1l Undang-~undsng Republik Indonesla No,l tahun 1974 3
Menimrbang, bahwa dengar kessdiaan Pemchon HARINI SUJAK
untirk menikah dihadapan pegawal Catatan Sipil, Jjuga dihubung-

kan dengan kesediaan calon suaminya untuk menikah dihadapan
pegawal Catztan Sipil ;

9

Meaimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
diatas setelash dihubungkan antara satu dan lainnya balk meng-
enal keterangan saksl-saksi maupun surat-surat bukti yang di-
ajukan Pemol.on dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dapst mengabulkan permohonan untuk memberi izin kepada

Pemohon untuk melangsungkan pernikahan &l Kantor Catatan Sipil
Jakarta 3

Memverhatikan pasal=pasal dari Undang-undang yang ber-
sangkutan 3

MENETAPKAN:

Mengabulkan psrmohonan Pemohon tersebut dlatas 3

Memberi izin kepada Pemohon HARINI SUJAK dan calon ,
suaml Pemohon : JONATHAN PETRUS SIBERO, untuk melang-
sungkan pernikahan &l Kanter Catgtan Sipil Jakarts

Memberi kuasa pada dan seperlunya memerintahkan kepa-
da pegawal Kantor Catatan Sipil di Jakarta, untuk me-
langsungkan pernikahan antars Pemochon : HARINI SUJAK,
dengan calon suami Pemchon : JONATHAN PETRUS: SIBERO,
menurut daftar pernikahan d&i Jakarta j

Membecbankan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya

dalar. permohonan ini, yamg hingga kini ditaksi sebesar
RPe 20,000,+ (dua puluk ribu rupiah) ;

Demikianlah Ketetapan ini élbugfsdi Jakarta pada haxi
ind : SENIN, tanggal 2 Jun i 1986, damn pada hari 1i+%u

JAVER wcoceo o
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Juga diucapkan dimuka umum oleh Kami : DJADI WIDQJO B»H.
HalcLm Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan didampingi

oleh Panitera Pengganti r NY» NINIEK A.HANAF1AH, serta di
hadiri pula oleh Pemohon dan calon suami Pemohon #—

PANITERA PENGGANTI, HAKIM tsb,
t,t.d 1.1.d
( NY. NINIEK A.HANAFIAH ) . C DJADI WIDOJO S.H.).
B iay a-biaya
M aterai . ... ... R p 1000,'
R edaksi . .. .. .. Rp. 10001-
L e g e © . .... Rp. |,250,*>

Untuk salinan yang resmi sesuai
dengan aslinya diberikan kepada
dan atas permintaan : PEMOHON .-

JAKARTA X Juni 1986.

™) PANITERA KEPALA,

C MAHDI SOROINDA NASUTION S.H.)
NIP. OY0028810
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{';. Warganegara l.nd&n‘jnaffg g = m UNTL!‘K W ’26__'_ &6

’D 'W?'ﬁganegara Asipg i
O Tanpa Kéwarganegaraan

Nomor ete
Urut Pertanyaan ‘Wé a}ﬁﬂ%ﬂ%\& }

PENCATATAMN PERKAWINAN o b

Tatacara perkav)inan dilangsungkan «

pada tanggal . . 3..“6-9‘2411&11 MWJ

.......

1. Nama keluarga
2. Nama kecil

3. Tempat dan tan,
lahir/umur

{ hotas ism:w atau
K i u

W 3lb§7.‘ja—m' ..........

VS, ittt s Samuel,

-
-

re.aupotr

+ - Hubungin .elvarza .

[11. ¢}

Tempat tinggal/kediaman

11 Nama keluarga

2. Nama kecil

3. Tempat dan tangga! lahir/umur
4 Agama

4. Pekerjaan/Pangkat

2

Diisi okch

8. Tempat kediaman

1. Nama keluorsats)
«2. Nama kecil

—4. Agam \
“ 5. Pekerjaan/Pangkat
6. Tempat kediaman

.
.
-

Supaya dilampirkan petikan akea kelahisran atau surat kenal lahir,
bagl calon mempolal pria yang belum berusia 19 tahun dan calon

lal waalea bel 16 cak payn dil irkan disp 1
Pengadilan.

Bagi calon mempclal darl anggota Angkstan Bersenjats R.L su-
paya melampickan izin tertulis darl Pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Hankoam/Pangab.

Bagl eal lal yang sudoh p. h b poya dilampie.
kan petikan akta kematian atau surat keterongan kematian dalam
hal putus perkawinan karena kematian dan petikan akea percerat.
an atau surat k pe fon dalam hal putus perkawi:
karena ceral. Dalam bal masth dolam Ikotan perkawld
dllampirkan izin Pengadllan.

S
-4
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Model : 1

..................

Kepada Yih.
Sdr. Kepala/Pegawai Luar Biasa
Pencatat Sipil/Pejabat Khusus

di -
Yang bertanda tangan dibawah ini :

. An%k.a. ModnardNilom . .o
tempat dan tanggal lahir . . J@kﬂxka— R .9 .. MA.U .. 1950 ....................
amur .. ... e, tahun telah memenuhi batasumur 19tahun) ................
agama . .. L la—.m, ......................................................
pekéciaan ....... LAY R - T L VR P
tempat kediaman .. ... 'jL, SU..AQ-Y\% No .S IEERERRERR PR
sebelumnya belum pernah B Rawin dengan ... ...ttt i ittt e e e
anak laki-laki dari suami isteri . .. ASQ.&.S. Svrokea.. dan Sr). Sudew. .

’ dan

... Theresia Marsaulina.  Sihavani. ........ccooiieenn....
tempat dan tanggal lahir . ... Jokavka.. ,..6 Marek 1960..................
umur .. .. s e tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun),
agama ... KPS R @
pekerjoan . ... Mahasiswi.. .. .. ... ST DI PRTE
tempat kediaman .. JL. K. Hasyim Ashari Ne: 38 L
sebelumnya belum pernah *Ykawindengan ... .. ... i ettt
anak perempuan dari suami isteri . . . D.8Y" V.‘.".a. Qid ..CD.IG. Sifaran:. ... dan

CTiorenar. Ranjadtan oo e

memberitahukan dengan hormat kepada} Saudara Kepala / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil /
Pejabat Khusus di

.....................................................

bahwa kami/mereka *) akan melangsungkan perkawinan dan diminta agar tentang pemberita-
huan ini dicatat serta d‘iadakan pengumuman seperlunya.

#) coret yang tidak perlu
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v Model : 3

DAFTAR
UNTUK
PENGUMUMAN
Hari ini tanggal Duapuluh BOmbilaa ApPpril. e, senbu sonibilan
ratus .deiaponp”™luh enam........ SAY A e e Pegawai

Luar Biasa Pencatat SipU/PajTCSTKWTSR di .. .Ka**9*\ Catatan Sipil DKI Jakarta,

mengumumkan di Kantor ini, yakni Kantor tempat menyelenggarakan dattar-daftar Catatan Sipil,

bahwa pada hari.s tanggal.......cooveiiiiienns
di Jakarta»

JAM temMpPat. e
bermaksud hendak melangsungkan perkawinan : ...

" AHGKA MAHARDHIKA "
umur ... duap UIUh ..... I..'..r.r.]..‘?. ............................... tahun, agama.........cccceeeveene. i lalam
pekerﬁan e Maiisais i tempat kediamar...... J ISubapgNoBRtOO4/04
................................................. dahulu....cooeis i, pernah Koiwin....ooe

anak laki-laki dari : .. A9“®

umur AU i tahun, agama. .. .lala»
pekerjaan ... P urhawirawan .. tempat kédiaman gl : Jakart_a.
dan DEWI REKSOWTYOTO.
umur . .lim«pvauli Lima....c.. tahun> agama i 8iam

. Ibu rumah tangga i di Jakarta.
pekerjaan ... gg ....................... tempat kediaman ...

dan
TRRRESIA MARSAULINA SIBARANI "

umur duapuluH Tim a .. tahun, agama. Kristen

. M~haelswi JI.KH.Hasyim Ashari Rtx009/07
PEKETJAAN oottt steisie e tempat kediaman. . y N —38) ?s%
................................................... dahulu beIum pern.il- Kawin ... e,
anak perempuan dari : . .
uniur .. €oam puluhsatu ................................ tahun, agama . K. r '.S.t.?.n
pekerjaan Karyawan ....................... tempat kediaman............ d |Jakarta
oan ..JJORENA PANIAITAN s i . .. ..............ooorn.
umur cenampuluh SatU tahun, agama. . K FISEeN
pekerjaan . ibu xmmah . ..... tempat kediaman.

Demikian pengumuan ini yang telah sayu bual dan sa>; tanda tangani.
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PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA JAKARTA

................... Model o PMI
KECAMATAN . Menteng..eeennnn. Kode- Kel. : 'l . Ig
kelurahan ,Meatea®..........eeeeevrennn.

Jalan ... SIdOFLrj.Q. .3 oo, Telp. .3.2J.6.2£ N\ 485045
SURAT - KETERANGAN
Nomor
167/8/1 .755.2
Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah ..........
‘-r.arangkan bahwa
Nama MXA.MZmXiM.........
Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 9 Mei 1960
Jenis Kelamin Laki-laki/ii§j@QFfitfl!l-
Agama R
Kewarganegaraan Indonesia...ccccccccveeinnnnnnnn.
No. kTPrsTOliE 1604.3152/ 090 561 110
Alamat VP,..8uhims..2.M.0Q4.M .94.
Pekerjaan
Maksud/Keperluan
Knni.or...QMcAEa: 1Pl
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat
Jakarta,
itangan ybs..
inlca MahardhiVa AiS /SEK,
7177 4
Wicl
N . 470i,CG}rav
BGJ
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PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

' WALIKOTA JAKARTA ..EUS8%.......... Model : PM. |
KECAMATAN .Menteng. .. ... Levessasnsase Kode Kel. :* s 1o
KELURAHAN ..NORASAG eereersarseasercassrens .
Jalan ......S3008030.. 3 ercrienerecenenes Tolp. 321826 N> 485045

SURAT — KETERANGAN

Nomor

167/8/1.755.2
Henteng
Yang bertanda tangan di bawah Inl Lurgh c.cccecccioniomisnancniie e,
tarangkan bahwa )
Nama : ANEA. MATARDEIKA.....coceeeernrnrcnenes
Tempst/Tanggal Lahir : Jakarta,9Me:L 1960
Jenis Kalamin :  Laki-laki/PRrexunios.
Agama : R 8B .
Kewarganegaraan : Tadonesia , g
No. KTP/SKTLD . 1604.3152/°090 561 110
Afamat : Jh.iuhang . 3.B%..004. Ry 04
Pekerjaan o, W T A— i, e e
Maksud/Keperluan : Newa. bexsebut.gkan mendaftarkan perpikahannya di-
Kanbox.. Cataiam. S3pid e =443 4441+
p———
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diperlu ﬁ'@mmuﬁnn
S
fskarta, .25, Apxil 196..............

T4qnda Ytangan ybs.,

Mahardhika ) -
N - AN o
O 3 senese se40000asaseusaretctorane amesee .P’NRK —— . N "
) e 174 .
Mengetahui : NTP: 3700174

Camat

L )

NIP/NRK

B, 100,—

BQ)
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.No. )
o Eb».r'ich,

T JA TATA N ' SI1P 1L

(CUI.ONtiAN t--- INDuUNESIA. «

pPl\VKAUTA

AKTE KELAHIRAN

No. 157y /1% 1.-

Nari daftar — , — ,. m .vm --.v. » tentang kelahiran golongan

. ~ — Jndol« - ® o — * Vak,u,a ,Omiata-
bahwa di . DI»K*rt». - e, pail.t

. <--—-----  serabix«n. Kej..

seribu sY/iuhilau ratus m—— Siwgyijj.il.fixcnm — 7 R | Kiah

- — I'luUrvDuTKN -
*n*n 1*Ki 1*ki d«i'i latoi'i: SOiI*OTO d~n ~KA
Snyunl.

Kuiip;|i ini sesuai dengan koadaan |vida hari ini.
ARTA. tanggal du»>pUAn..fciE*..b.jijrii
sembilan rnlus enntn puluh ... $<<£(',7

vat ftm r Uwsa Tjafatan Sipil.

V )
W [
* RS
V 1 J Olll
Melihat unluf*. meresmikan tandalnngan”®ialas”"Tni dari: prutlb«ii>

Pegawai luar biasa Tjalatan Sipil di Djakarta.

DJAKARTA, tanggal
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TIATATAN1 SIPIL*

S<il.(»N'iIiAN T—T— INDuNESJA. m=

H1AKAWTTA

AKTE KELAHIRAN

No. 157y /iyfal*"

icnimm kelahiran eoloncun

Dari dafiar m — o m'im
—— e - n - ~ o :I
bahwa di DJ Ve  —  lilic—eee

R e aernbxxan Kai. « 7.

seribu si—HThilnii ratus eiw*napJ1>

---------------------------- SWEKA IPfHANDUIK -

_diMart;ilemjHIiU

el »anggai

.r- lelah I;»U»r:

,rn. . soisrOM0_d™n £rtl-

*n.* I1*K.i 1%ki d«ri so-mi iatari«

snu”™wl.

oujjw

i\ ini sesuai dengan keadaan pada hari im.

/angan! du*plJdJd.ii tI£*..iy >ini

9*.11

niltHNN rntus CRAIUN pulllll e,

i'fii hinr hiusa Tjahitan Si/iil

o IMAIMAMAM

Melihat umuk meroemikan tandatnngan'WaTSJfI’Uiblari s\{, Pruuw I»

R S XSS k M« 7

Pegawai luar biasa Tjalaian Sipil tli Djakarla.
»JAKARTA, tanagut
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JAVA.. RAYA

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS4BUKOTA_JAKARTA

WALIKOTA JAKARTA e, ’ Model PM. |
Kode Kel. /
Z .
Jle 096721
SURAT - KETERANGAN

Nomor : 0 1 2 [/ [J¢y/lS

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah

mnerangkan bahwa

Nama S

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Lakt~AT/P erempuan.

Kewarganegaraan

No. KTP/SKTLD
Alamat

Pekerjaan

Maksud/Keperluan

uyhl M- [z
4 f*

. P .
Wﬂlﬂ%ﬂ gHFgE Keterangan ini dibuat untuk daffat digérluggr‘lhjobagaimana mestinya.- .- .
facnu stWWin/csi-

- VN( Vv
c<y/ 9
N = .
i VS | fif o

ytfv/ieh'A WAV e -

No. VA/'\Hl |m\/§ N iptﬁ rk:

Mengetahui

Camat

(

NIP/NRK

Ip. 100,- (Vide. Perda No. 8 Tahun 1979)
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PEMERINTAH DAERAH KHUSUS”ABUKOTA JAKARTA
WALIKOTA JAKARTA

.......... Model PM. 1
KECAMATAN Kode Kel. /
Z .
KELURAHAN
Jalan Telp. A~/ 37 JIs 096721
SURAT - KETERANGAN
Nomor : ¢7 J2/ N
Yang bertarvda tangan di bawah ini Lurah
risnerangkan bahwa
Nama s
Tampat/Tanogal Lahir &P,
Jenis Kelamin LskfAS~f/Perempuan.
A GaAaMa e re bt
Kewarganegaraan & T 7?7 1 e
No. KTP/SKTLD [lax™> 73 ($-4
Alamat
/& £ ™ .
Pekerjaan e
Maksud/Keperluan
u<9th£

i . 48 A * * * . e
mﬂéf%ﬂ Surat kétéfangan mi ‘(]iibuél't/ uAZL’Jk " datwt dib]er?'u%&((ssé)bagaimana mestinya.. ¢ fa ¢l
"« . % jOakarta'

Pfi w ) &

Wn\*\  e>&&>

No.

NIP/NRK

Rp. 100,- (Vide. Perda Mo. 8 Tahun 1979)
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cnlu.rllj'f_cc__lw?6 JStFS?P/@_PO*?rll tcn aiilan ..c'ori Istimewa Dju’arta,,

*
2.Jy xOl.x40i>. =M 09122

TIATATAN. SIPIL

(. e \j e Jow

DIJAKARTA .

Icfci .o~v/a coi—-ucn; ' cia— iraa .ie.ir.ruft .>5iul.l<f;;>
. 0./;; c0.IS - Y . .
0.s.u7 di i.jal urea tcra.jai:a, uavvia oOi

_ada Jaii__al cnaa . . . . .
ii'’ct seribu sc...bilanrL.tu.€ Ir*ai-ulu’ ie.>.

cclav la?ir- -

Pc 1 G.jjoUe.il d;—.ri cn =m 4 ~0Il— L —_ - . - . .t
-U. ~x 1scon , »-..ducik W-laeou
r. , riorena. - ———————————————
-------------- ]0]o[0[0]o S————
—UuUi 'i'n 2 !
- XX- sesuai aeir an o n fma -ari
j ta-i_al cu niul ii :a Jjuai neribii

rauis tufiju>pulu>. — - mommmmeeo e
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L Ry T P Y TR Y O T T A T R R R L R R P

DJAKARTA

AKTE ... .58k ok s

sveseeacsan

~

No. .53 .edhziindas.

1
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PanditcLH. K.

Simpan baik-baik!
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SURAT PANDIDION
SURAT PERMANDIAN

HUIUA KRISTIIN BATAK PROTESTANT

Di ari
Pada taiiggal
bulan TZ*

bulan
taon

tahun
nunga tardidi di

telah dipermandikan di

(No.~S..)

---------- Huria Kristen Batak Protestant ~SX720<rfO -

soda dakdanak Uiaajboru, na rnarsoar:y % zJiscrc/¢'s??
seorang anak, letki-I&M/prempuan, nama :

na tubu di ari
jang lahir pada tg.
bulan

bulan
taon
tahun
di
di
ama

Goar ni nutorasnu bapa

Nama orang tuanja ifl0m

ibu :
Sitindangi :
sdksi :

S

4*rx. ftoo-ryanytp

fZri

ole ¢ e B??-

&&I2.2 yIMT

G —————————

brothot godr ni Kérkeredid

Atas fama Kerkeraad
Pandita®H. K. B. P.I

ari ¢E yMoyC TArr S<?ac>y"
tanggal

Simpan baik-baik! |,
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DR CATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA
Tanah Abang | Telp; 377418 - 371417. -

JAKARTA.
Jakarta, Msi 19Q6.—
iran
Kepada Yth ;
hal ;  PENOLAKAN PERKAWINAN
3dr/Sdri. ANGKA HAHARPHIL.
J1»Subang No® Ht.004/04
di -
JAKARTA
Sehubungan dengan permohonan dari saudara i*?*2r?7FA..
lahir di -so.d2Karta - . 9 Mei 1960,-

pada uanggsJL  **F o ek e e e e 000

Mahasiswa e :
bertempat tinggal di

agama Islam, akan melangsungkan perkawinan-
di kantor kami dengan Sdri.

PWAItAW*.............. lahir di-
Jakarta $ Uarst 1960,-
............................................................... pada tanggal e K
A\ M ahasiswi N 7 . .- JILKH.Hanyia Ashari No0.39
pekerjaan .......... . l.....bertempat tinggal di ... ...
Rt.009/07 Jakarta. Kristsn.

oleh karena saudara . o o tersebut

beragama Islam, dimana menurut Undang-Undang No01/1974 pasal 60 dan

pera
turan pemerintah no.9 Tahun 1975 pasal

2 ayat 1 perkawinan saudara harus
dilaksanakan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang — Un

dang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk,

jadi
perkawinan saudara harus di kantor Urusan Agama.

Apabila saudara berkeberatan terhadap penolakan ini kami anjurkan —

agar saudara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta PUS£\®
untuk mendapatkan ijin Nikah menurut Stbld.189Q no.158.-

Eemikian agar saudara menjadi maklumg,

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil

o Jakarta,

RS. DASMAN MANINGKAM)
NP 47002132 | NRK: 2004%
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DEPARTEMEN "AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MENTENG .
Jalan Taman amir Hamza: Nomor 34
JAKARTA

I

KI/MJ~-1/62/86,

Lad

Jakarta, 6 Mei 1986.

Kepada Yth,

sdr.Kepala Kantor Catatan-

sipil DKI. Jakarta

J1.Tanah Abang I
JAKARTA,.

Surat Keterangan,

G S mh GEs GnD P Wy A VA e D Y G e e .

Dengan hormat,

Membalas surat ssudara bterggel29 april 1986,nomor-
1193/17552/cs/1986perinhal seperti pokok surat,bersama i-
ni dimaklumksn berhabung Sdr.Anka Mahardika yang pada-c
saat ini beragama Islam akan melangsungkeanje pernikahan
dengan seorang perempuan berngma Sdri. Theresies Marsaulie
na 3ibarani beragama Kristen.

Dengan ini menyataken bahwa PFPN. tidek membenarkan
perkawinan tersebut dilangsungkan ‘tidak menurt Agama 1s
1am dan tidak dicatat pada Kantor Urusan AgSMA Jang mewii
layahinya.

Demi terjaminnys keabsshan perkswinanty@ tersebut per
dasarksn fasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Demikian agar ma'lum dan seperluny@e.
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TURUNAN

ketetapan[b&piiYdiSrT* perkara perdata“pidatoH
FOT®@xgO PY paniosp perkara perdata’
No. : 606/PDT/P/19 85/PN .JKT.PST
dari Pengadilan IMeoeri Jakarta Pusat
dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 19 Mei 19 86
PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT,
Nip. 040012636.
TURUNAN ketetapan/kepatMsapr ini  dikeluarkan untuk dan atas permintaan
Pemohon
pada tanggal j 21 Mei 1986
PANIT PALA PENGADILAN NEGERI
A A PUSAT,
0 XVAA
l«lL_
Nama PJOFTO~ SARWOKO SH
Nip. 040017605.

Biaya-biaya turunan t

Legeb Rp. 1000
Meterai .. 10PO
Jumlah ... Rp. 2000 —

Telah dibayar di BENDAHARAWAN/KAS

pada tanggal : ----- .
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PENETAPAN .
NOMOR t 806/PDT/P/198B/PN.JKT.PST.

DEWI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG WAHA ESA*

Kami , Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat f

nisbaca surat peraohonan tertanggal 12 Plai 1985, —
yang t*rdaftar dlkepaniteraan Pengadilan Nagari Jakarta —
Pusat tanggal 12 «al 1986 nomor 606/PDT/P/198B/PN*JKT.PST

dari J_ anka ~aHARDHIKA , bertempat tinggal jalan Subang

no« 3 Rt*QQ4 Rw«Q4 Jakarta Pusat sebagaltPEADHON |

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang lalnye pada
pokoknya sebagai berikut s - —-——

Bahwa Pemohon beragama Islam

Bahwa Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan
mpuan beragama Kristen bernama THERESIA SI—

S*\ Ill|”r~
emohon bersama calon iateri Pemohon telah —*

K.U*A* 9 akan tetapi K.UA* menolak pelak—

aana&n perkawinan tersebut karena perbedaan agama ; --------
Bahwa catatan sipil Jakarta juga menolak pelaksana—

an perkawinan tersebut , dengan suratnya tertanggal 3 —

9 Mei 1986 | no. 1280/1.755.4/Call986 | . A——

Bahwa Pemohon tetap berkeinginan melangsungkan per-
kawinan di catatan sipil J

Berdasarkan hal—hal tersebut diatas Pemohon, mohon

Pengadilan Nagari Jakarta Puaat berkenan S
Mengabulkan permohonan Pemohon f

Menyatakan penolakan dari K*U«A« dan eatatan sipil -

Jakarta tersebut diatas tidak berelasan | —
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memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan per-

kaalnar» dengan seorang perampuan bernama JTHERESIA SIBARA—

NI yang beragama K risten;

—n
Biaya menurut hukum

menimbang , bahwa pada hari dan tanggal persidangan

ditetapkan Patnohon talah datang menghadap dan

setelah permohonan dibacakan

yang telah
t Ptmohon menyatakan totap —
pada permohonannya tersebut | -f

menimbang = bahwa untuk menguatkan dalil permohonan

nya Pemohon mengajukan bukti berupa antara lain t

1 akta kelahiran dari catatan sipil Jakarta } ——

no* 1579/1961 tanggal 23 Juni 1961 atas nama ANGKA MAHAR-
OHIKA dan no* 41/C/1970 tanggal 25 Juni 1970 atas n»a

THERESIA WARSAULINA | — -

Menimbang , bahwa maksud Pemohon adalah agar supaya

dapat melangsungkan perkawinannya sesuai

ketentuan bagian 111 Bab XII

pemohon dengan —

dari Undang-Undang no« 1 Ta-
hun 1974 » tantang perkawinan f

Menimbang , bahwa Kantor catatan sipil OKI Jakarta

menolak pelaksanaan perkawinan Pemohon karena perbe»
daan «gadl f

telah

Ly

menimbang , bahwa diperaidangan Pemohon menerangkan

bahwa pada pokoknya ia ingin melanjungkan perkawinan di«

kantor catatan sipil » dengan ealon isterinya searang pe -
reBpWan bernama THERESIA WARSAULINA SI9ARANI yang bes> -

agama
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agama Kristen atas persetujuan kedua b9lah pihak J

PImnimbang 9 bahwa Pemohon dan calon istsrlnya » om—

sing-m asing belum manikah dan atau tidak dalam keadaan

terikat, dangen perkawinan lain

Penimbang » bahwa baik Pemohon maupun calon istw ri

nya telah memenuhi persyaratan umur dan lagi pula tidak

terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan adanya pencegahan

perkawinan sebagai mana dlsebutken dalam bagian 111 Bab

X1l Undang-Undang no« 1 tahun 1S74 %-
>

flonirabang , bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1S74-
tldak «angatur perkawinan campuran antar agama » dan bahwa

Undang-Undang tidak melarang perkawinen demikian j

Waniiabeng * bahwa olwh karena itu berdasarkan pasal
BB tijy*ng—Undang no*l Tahun 1971 # Hakim dapat mempergu-»

lad 1998 nomor 158 |

tong , bahwa berdasarkan ketentuan * Stbl.1896
but diatas » perbedaan agama * bangsa da»* asal
lerupakan halangan untuk melangsungkan perkawi—

nan « hal mana adalah sesuai dengaa prinsip yang terdapat

dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa ee»ua orang —
( warga negara ) barsaocoaan kadudukannya dalam hukum # a« -
hingga dengan dsmiklan ponolaken pelakaanaan perkawinan —

dari Kantor Catatan Sipil Jakarta sebagai mana ditentukan

olah pasal 60 syat 2 Undang-Undang no» 1 tahun 1974 adalah

tidak baralasan

Menimbang , bahwa bardasarken hal — hai tersebut di-

atae permohonan Pemohon cukup baraleeen dan dapat dika-

bulkan | — ————
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Aenglngat t Kstentuan bagian 111 Bab XII Yo» Pasal

66 Undang«4}ndang no»l1 tahun 1974 Yo* Staatblad 1896 no«
158 { --

M ENETAPKAN'T

Wangabulkanpermohonan Pemohon | ---

Renyatakan penolakkan untuk malangeungkan perkawin-
an Pcaohon t ANGKA WAHARDHIKA dengan perempuan btm aa -

HARSAULINA SIBARANI yang beregama Kristen oleh

tatan Sipil Jakarta tidak beralasan i —-

ratakan penetapan ini sebagail pengganti surat ke*
sebagai mana ditentukan dalam pasal 60 ayat 2 —

Undang-Undang no.l tahun 1974 untuk perkawinan Pemohon —m

tarsebut } - "y B R - . L. 11 i

P.eabebankan biaya pemohonan ini yang ditaksir *ab»
s«x Rp«7000 «- ( tujuh ribu rupiah ) kepada Pemohon Yy — -

Demikianlah ditetapmkan pada hari ini Senin tanggal
19 nal 1983 oleh Kami jNA. BOEDIARTO SH Hakim Pengadilan
Nagari Jakarta Pusat dangan dibantu olah panitera panggan

tis Rustina , penetapan mana diucapkan pada hari itu juga

dickuko umum dongan dihadiri oleh Pemohon «—
PANITERA PENGGANTI. HAKI W.

ttd. ttd.

( RUSTINA ). ( n.A.BOEDIARTO.3M).
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Model . K - XXXI

Pemerintah daerah khusus ibufota jakarta
DINAS KEPENDUDUKAN
Jalan Kebon Sirih No. 20—-22
Telp. 367205
JAKARTA

SURAT - KETERANGAN
Nomor : 1-3.i-139r/x

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bchwa :

1. Nama ..owen :030.561.110.-

2. Jenis Kelamin I*DICHTIAKI e eerevees o teeessees e ceseseessees

3 Tanggal dan Tempat lahir Jakarta, Si. 161,

4. Agama. oL SIaM ...

5. Kewarganegaraan ¥*) IWN

6. Pekerjaan Jlaliasiswa...cccooeiiiiii e

7. Alamat Lengkap Jin. JJUOANS.V 2%, Poeciieieeeeeeeeeeeeeee e . RL M.
Rw. .94. ... Kelurahan ./ ...
Kecamatan . .VPiT}EPPIiS. ..o, Jakarta. Pusat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap
Identitat Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata :

Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani menurut ketentuan/peraturan yang
berlaku.
Jakarta......cooeeennn... 1.2. v covo 19 ti-l e—

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

?etu3a PKI JAKARTA,
ub,

Leges

°) Coret yang tidak perlu.
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Model : K - XXXI

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
Jalan Kebon Sirih No. 20—22
Telp. 367205
JAKARTA

SURAT —KETERANGAN

7
Nomor : . /. *> 4»-159.G/86 ...

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama ({NGKA ,HA9ABDImCA.. . . Ro.pen .t090.561i.no .-

2. Jenis Kelamin

3 Tanggal dan Tempat lahir .JeUaaxrfce,* 9 .Mei. 1961......ccccevevre. \

4. Agama |, t

5. Kewarganegaraan ¥*) 2DQD5. /W N I <\

6. Pekerjaan \ \

7. Alamat Lengkap jin. Subang 0. .3 Rt. .004.
Rw. Q4_ Kelurahan . ttervfeong ... cciesiee e
Kecamatan . .Menteng ... Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan

Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap
Identitas Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata :

.............. t«la.h. megizli kz KTP. J>KX .

Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani

menurut ketentuan/peraturan yang
berlaku.
Jakarta, 12....... Juni— — 1936 w»
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
Pet DKI JAKARTA,
etugas ub,
XBCgiSEXZDEGXDmas Kependudukan
JAKATTA e !
*) Coret yang tidak perlu. NIP. :
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Model : K - XXXI

PEMERINTAH DAERAH KHUSUSMEJUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
Jalan Kebon Sirih No. 20—22
Telp. 367205
JAKARTA

SURAT - KETERANGAN

Nomor W. /JP/1341590/36,—

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

1. Nama TICIR3SIA ::I3ARAI!IL -lopen :460.359.052.-

2. Jenis Kelamin Perempuan.....iiiiiiiiie

3 Tanggal dan Tempat lahir Jakarta, 6 Maret 1959

4. Agama, CKraagten.

5. Kewarganegaraan *) 'i\NS&Kﬂ. VNI

6. Pekerjaan P& NAT-S Vi

7. Alamat Lengkap JIn KH.HASJ.i:/. AT'A=l ;:0 .3 e gt 009
Rw. .07.... Kelurahan . .i'etojo .Utara ...
K.em.t.n . L J.kam ..

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap
Identitas Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata :

Ybs, telah.memiliki KTP DKI .-

Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani menurut ketentuan/peraturan yang
berlaku.

12 Juni 1Q S6.-

Jakarta,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

PetusasDKI JAKARTA,
ub,
-Dinas Kependudukan

Jakartay

*) Coret yang tidak perlu, ™ 6 T V r V /
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Model: 4

Wargancgara e .

Sthld . /& 9.$..~.2.
. N9
d_PH /6-&' Lembar Vc P

AKTA PERKAWIKAN

Hari ini .o, VN L& il N tanggal
....................... [ tahun
P& F hadir dihadapan saya w /~ A "M f~ .32~ ff.~ joy ...
Luar Biasa Pcncatat Sipil/PejabatKhusus di/.?2¥>.2*22U . fA fAT AL
°f
{in tanggal lahir <&S. /1 lcplp ~ele~_
Imetjatavis. .~ >-tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun), agamalkepercayaan /2122 % $.f2 ATT..
pekerjaan L . 1ETEY N
J et s tempat kediaman
nya dengan
ki-Jaki dari suami isrtcrl ..........cccoeet e
m cci/lstur/hi.—
agama/kepercayaan
[kediaman
I/s
agamalkcpercayaan
Kediaman e
dar
v 712 ~s 7 SCTtdJ/9K
;-dan tanggal crUc”™JuluA, 12%%17,
.vAtahun telah memenuhi batas umur 16 tahun), agama/kcpercayaan ...
................................................................................. pekerjaan ............ .
............................................................... tempat kediaman ... ...............\r(&v./.qm‘ua'
T e/ ,puan _"a_ri.sua'mi isteri
W2 H?7* "efil £> —agamalkepercayaan
T, e
kediaman ... e R
;ftyret+.p PN
ediaman ... 1 O OSSP U TSP ST

Maka mereka itu meminta supaya saya melangsungkan perkawinan mereka serta menunjukkan |
tuk Kkeperluan itu surat-surat yang tersebut dan terlampir pada akta ini yaitu :

A Lo s

Y o Yo NS _/>£ ..........................................................
W& /20
.Q>pif..S . hurdr. _t
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Selanjutnya mempelai pria dan mempelai wanita telah menerangkan, bahwa mereka bersama-sama
ienjadr-Suami/istcri, dan bahwa saya Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus telah melangsung-

iewlnan, >—j

Perkawinan dilangsungkan digedung membuat akta-akta .Sr.TVI72i21112:......C.7& ceioeroereerierieierecreeenans

TR Y s T T 2 bbb et SEEEDE........ooii 7
............. e, Umur ™ v, tahun,

"ATKEPEICAY @8N i crerereees e PeKerjaan ... '
kediaman C t c '1
dan
/CO<Au uraur tahun.

tpjercayaan IW*X.
C&,

tempat kediaman

Dari hal tersebut dibuat akta ini yang sesudah dibacakan dan dijelaskan, ditanda tangani oleh
jildap-penghadap, SAKSI-SAKST TaN  SAY A  .iiiiiiiiiiiiiiitiieiie ittt edesbe bbb e st sbe e ebe e es e sh et ebesbeb e et et she et es e eb e e e be st e seabe e ene s

Aperkawinan dilangsungkan oleh pegawai Pencatat Sipil:

Tanda tanyan Pegawai Lua
Biasa Pencatat Sipil,

Tanda tangan isteri.

Tanda tangan orang tua yang memberi idzin.

Tanda tangan saksi

~anikkedua.
fcawinan ini dilangsungkan Tanda tangen Pegavwai L
Pejabat Khusus Biasa Pecatat Sipil;
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Model : 4

Warganegara

Stbld .

C-. Lembar ke

AKTA PERKAWINAN

Hari ini o N tanagal L |
tahun » ~ic-
57770 AN oo, hadir dihadapan saya M/*“#_ <. W_f&FG-y™ 9 /~r2~ ... ...
/ai Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus di /.Q8%.C 1 SUT TV orr.
y/\tt_ /.
d.yi .tanggal Jahir/~A -22w ffi] FFE, XV/>N i 4-

tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun), agama/kepercayaan ./. ?A*TX. ...
............. pekerjaalvi™.i? N7 »|$,=

tempat kediaman ... CY (2eN\Coserto

p~prm-h
|.Iaki—laki dari suami isteri

A

kedi «iman
dan
- vV ~w /[ N O, = ...
“dan tang
fahun telah memenuhi batas umur 16 tahun), agarna./kept.cayaan s ™ ™77 ..
................... pekerjaan

tempat kediaman . T e

belum pernah ,

? p?mah---—-- kawin dengan

eropuan dari suami/isteri .. ... a.

i.f.zy9.75.& ..ZI?< ag gl « [ e
Illaman

I/C/IAl AllO

agama/kepercayaan
etc

Illaman

laka mereka itu meminta supaya saya melangsungkan perkawinan mereka serta menunjukkan kep.
J; keperluan itu surat-surat yang tersebut dan terlampir pada akta ini yaitu :

' \Afc. W
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Selanjutnya mempelai pria dan mempelai wanita telah menerangkan, bahwa mereka bersama-sama
5enjjidi-suami/istcri. dan bahwa saya Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus telah melangsung-
fra’friren

Perkawinan dilangsungkan digedung membuat akta-akta

disaksikan oleh :

M&chryiuaf LCi'(7Ct<~" o vr ¥ itf/sna , et N4 tahun.

................................................... STtSLir f r/

OdC /C c¢ fc «

Tanda tangan Pegawai Luar
Biasa Pencatat Sipil:
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